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KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu-
wata'ala, karena atas ridha-Nya juga sehingga penulisan tesis
ini dapat diselesaikan.

Tesis berjudul : "Penegakan hukum lingkungan dalam kasus
dana reboisasi", mengangkat tema sentral "Keputusan Presiden
No. 42 Tahun 1994 sebagai obyek sengketa tata usaha negara
dan ius standi LSM lingkungan di Pengadilan Tata Usaha Ne-
gara". Dari tema sentral tersebut diangkat dua isu hukum yang
terdiri atas: pertama, apakah Keputusan Presiden No. 42 Tahun
1994 termasuk dalam kategcri peraturan perundang-undangan,
atau keputusan tata usaha negara, atau Keputusan tata usaha
negara yang merupakan perbuatan hukum perdata dan apakah
KEPPRES tersebut dapat menjadi obyek sengketa tata usaha
negara, serta kedua, bagaimanakah ius standi LSM lingkungan
di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara".

Analisis masalah dalam tesis ini dilakukan secara yuri-
dis normatif, dengan menggunakan pendekatan studi kasus dana
reboisasi. Metode penulisan tesis ini diawali analisis teori-
tik untuk membangun konsep-konsep hukum, untuk kemudian
dilanjutkan dengan analisis kasus, sehingga dapat dirumuskan

argumentasi hukum yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu
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hukum dan solusi masalah hukum lingkungan dalam praktek.
Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum
primer, Seperti peraturan perundang-undangan, putusan
Pengadilan dan dokumen hukum yang relevan, serta bahan hukum
sekunder, seperti disertasi, tesis, buku, dan jurnal ilmiah
dari para ahli hukum.

Berdasarkan hasil analisis, Keputusan Presiden No. 42
Tahun 1994 merupakan keputusan tata usaha negara tidak ter-
ikat, yang bersumber pada kewenangan atribusi. Ternyata,
peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) tidak memadai
sebagai instrumen penguji keabsahan. Menurut asas-asas umum

pemerintahan yang baik (hukum tidak tertulis) terungkap bahwa

~Keputusan Presiden No. 42 Tahun 1994 secara prosedural dan

substansi dibuat dengan melanggar asas kKeabsahan, sehingga
mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan 1lingkungan.
Secara prosedural Keputusan Presiden No. 42 Tahun 1994 me-
langgar asas kecermatan, sedangkan dari aspek substansi Ke-
putusan Presiden No. 42 Tahun 1994 melanggar asas keper-
cayaan. Selanjutnya, organisasi lingkungan memiliki Jus
standi dalam mewakili kepentingan lingkungan di Pengadilan
Tata Usaha Negara, sepanjang berbentuk yayasan dan memiliki
tujuan dalam anggaran dasarnya untuk melindungi kepentingan
lingkungan sebagai kriteria formal serta bersifat representa-
tif dan melaksanakan kegiatan nyata sesuai tujuan dalam

anggaran dasar sebagail kriteria substantif.
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RINGKASAN

Penegakan hukum lingkungan dalam kasus dana reboisasi
dilakukan melalui pengujian oleh hakim Peradilan Tata Usaha
Negara terhadap: Pertama, keabsahan Keputusan Presiden
(KEPPRES) No. 42 tahun 1994, sebagai keputusan tata usaha
negara (KTUN) vyang berdampak penting terhadap kepentingan
lingkungan. Kedua, "ius standi" lembaga swadaya masyarakat
(LSM) lingkungan yang menurut Undang-undang No. 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup {(UUPLH) disebut organi-
sasi lingkungan.

Hasil penelitian wmengungkapkan bahwa KEPPRES No. 42
tahun 1994 merupakan KTUN tidak terikat vyang substansinya
merugikan kepentingan lingkungan. KEPPRES No. 42 tahun 1994
secara prosedural tidak menyediakan peranserta masyarakat,
Lermasuk bagi LSM lingkungan. Akibatnya, peraturan perundang-
undangan (hukum tertulis} tidaklah memadai untuk dijadikan
instrumen penguji keabsahan. Berdasarkan asas-asas umum
pemerintahan yang baik (hukum tidak tertulis), terungkap

ahwa KEPPRES No. 42 tahun 1994 secara prosedural melanggar
asas Kkecermatan dan secara substansi melanggar asas ke-
ercayaan. Demikian pula, adanya: bentuk yayasan, tujuan
alam statuta yayasan, kegiatan yang sesuai tujuan, dan
ifat representatif, merupakan kriteria "ius standi® bagi LSM
ingkungan.

Putusan hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat di-
erima dan pengakuan hakim terhadap empat dari enam LSM
ingkungan sebagai penggugat, mengandung kelemahan yuridis
ang disebabkan oleh: adanya rumusan Pasal 2 huruf a Undang-
ndang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(UU PTUN) yang seharusnya tidak diperlukan, tidak memadainya
ukum tertulis, dan tidak dilakukannya pengujian terhadap
riteria substansi bagi LSM lingkungan penggugat .
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ABSTRACT

Environmental law enforcement in the case of the re-
forestation fund through administrative riview by the
administrative court inveolve: First, the legality of Presi-
dential Decree Number 42 of 1994 as a decision having a
significant impact on the environment. Second, "ius standi®
of environmental non government organisations (NGO's), which
according to Act Number 23 of 1997 concerning Environmental
Management are called environmental organisations.

This research concluded that Presidential Decree Number

12 of 1994 is a discretionary decision which its substance
nave inflicted environmental interest. Presidential Decree
Number 42 of 1994 does not regulate public participation as a
orocedural rule, including for environmental NGO's. The
result 1s that there 1is insufficient regulations (written
law) to be used as instrument to judge the legality. Pursuant
~0 the principles of proper administration {unwritten law) it
is shown that President Decree Number 42 of 1994 procedurally
violates the principle of accurateness and substantively
violates the principle of reliance. Further, the requirements
f the foundation, the goal, the activity based on purpose,
nd the representative character are criteria of "ius standi"
bf environmental NGO's.
The judge's decision dissenting the suit is not accept-
ible, and the judge's acknowledgment to four of the six
environmental NGO's as litigants has legal weakness caused
by : the existence of Article 2 letter a of Act Number 5 of
1986 concerning Administrative Court which actually not
leeded, insufficiency of written law, and there is no evalua-
Lion to the substantive criteria of the environmental NGO's
s litigants.

feywords : - envirommental interest

- principles of proper administration

- environmental NGO's or environmental
organisation
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BAB I S
PENDAEULUAN ™~

Latar Belakang Masalah
Hukum lingkungan menduduki posisi sentral dalam mewujud-
an tercapainya tujuan pengelolaan lingkungan yang berasaskan
elestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang,
ntuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan bagi pe-
ingkatan kesejahteraan manusia. Hukum lingkungan memiliki
arakteristik khusus, karena substansinya mengandung berbagai
idang hukum, terutama bidang hukum administrasi. Dikemukakan

leh Siti Sundari Rangkuti
sebagai disiplin ilmu yang terus berkembang. hukum 1ingkungan
merupakan bagian hukum administrasi. Namun di samping itu. hukum
lingkungan mengandung pula aspek hukum perdata, pidana. pajak.

i internasional serta tata ruang. sehingga tidak dapat digolongkan ke
' dalam pembidangan hukum klasik .1

engan demikian, dalam konteks pembangunan sistem hukum

ingkungan nasional sebagai bagian integral dari pembangunan

|
listem hukum nasional, niscaya dibutuhkan pendekatan dari

idang hukum administrasi tanpa mengabaikan perlunya pende-

Ftan dari bidang hukum lainnya.

Upaya mewujudkan tujuan pengelolaan lingkungan secara

timal, memerlukan peningkatan kualitas pengaturan,

1-Siti Sundari Rangkuti, Inovasi Hukum Lingkungan : Dari Ius Consti-
tum Ke lus Constituendum. Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas
riangga. Airlangga University Press. Surabaya. 1991. h.5.
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elaksanaan, dan penegakan hukum lingkungan. Penelitian
engenai penegakan hukum diperlukan, sebab penegakan hukum
erupakan tahapan yang sangat penting, sebagai sarana evalua-
i dalam proses pembaruan di bidang pengaturan dan pelaksa-
aan hukum,

S5iti Sundari Rangkuti mengemukakan bahwa

Penegakan hukum Tingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan

terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum  yang

berlaku secara umum dan individual. melalui pengawasan dan penerap-
an (atau ancaman) sarana administratif. kepidanaan dan keperda-

taan.?
erdasarkan kerangka pikir di atas, maka penegakan hukum
ingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif.
2riegakan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui
=ngawasan aktif terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa
runggu terjadinya pelanggaran. Dalam hal ini, penegak hukum
ang utama adalah aparat pemerintah yang berwenang memberi
zin. Penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan dalam
11 telah terjadinya perbuatan yang melanggar peraturan.

Penegakan hukum lingkungan melalui jalur Pengadilan
bagai benteng terakhir hukum, merupakan salah satu manifes-
1si dari penegakan hukum yang bersifat represif. Disamping
u, terdapat pula penegakan hukum represif di 1luar Pang-

lilan yang dilaksanakan melalui jalur Alternative

2-Siti Sundari Rangkuti. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan
ngkungan Nasional. Airlangga University Press. Surabaya. 1996, h.190.
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ispute Resolution (ADR} dan Peaceful Settlement of Disputes.
Penegakan hukum lingkungan di Pengadilan, terdiri atas
=negakan hukum lingkungan keperdataan dan hukum lingkungan
spidanaan, yang dilakukan melaluili badan Peradilan Umum
>sual dengan ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 {UU
J), serta penegakan hukum lingkungan administratif, yang
ilakukan melalui bkadan Peradilan Tata Usaha Negara sesuail
=ngan ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1286 (UU PTUN} .
Berdasarkan data yang diketengahkan oleh Indonesian
anter for Environmental Law (ICEL), jumiah penegakan hukum
ingkungan di Indonesia sejak berlakunya Undang-undang No, 4
ahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan
ingkungan Hidup (selanjutnya digunakan istilah UULH),?
ebagal berikut
1. Penegakan hukum di luar Pengadilan. terdiri atas penegakan hukum
Tingkungan administratif sebanyak 24 (dua puluh empat) kasus.
dan penegakan hukum lingkungan melaiui mediasi sebanyak 4
(empat) kasus.
2. Penegakan melalui badan Peradilan Umum, terdiri atas sengketa

hukum Tingkungan keperdataan, sebanyak 12 (dua belas) kasus, dan
perkara hukum iingkungan kepidanaan sebanyak 8 (delapan) kasus.?

3'Te.-r'hitung sejak tanggal 19 September 1997 Undang-undang Mo. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-

entuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (LK Rl Tahun 1982 Nomor 12, TN R1 Nomeor 3215) tidak berla-
lagi, digantikzn dengan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN RI
un 1997 Nomor 68, TLN RI Nomor 3699), untuk selanjutnya digunakan istilah UUPLH. Namun demikian, UULH
ap digunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan analisis. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran
wa: pertama, ketika kasus dana reboisasi terjadi pada tanggal 12 Desember 1994 dan kedua, selesainya
ulisan tesis pada tanggal 10 Mopember 1996, WULH masih merupakan hukum positif. Pada beberapa bagian
Lisis tertentu yang memiliki relevansi substansial akan dikaitkan dengan ketentuan dalam UUPLH.
“Buletin Informasi, Mukum don Advokasi Lingkungan, No. 05 Tahun 1994, Indonesian Center for Envi-
hmental Law (ICEL} dan Asia Foundation, Jakarta, h.7.
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elanjutnya, penegakan hukum lingkungan administratif
elalui Badan Peradilan Tata Usaha Negara hanya terdapat 2
dua) kasus, terdiri atas : 1 (satu) kasus pada tahun 1994
Lang dikenal dengan istilah kasus dana reboisasi® dan 1

satu) pada tahun 1995 yang dikenal dengan istilah kasus

Lmdal Freeport.®

Penelitian mengenai penegakan hukum lingkungan dalam

asus dana reboisasi, yang dilakukan melalui Pengadilan,’

"Kasus Dana Reboisasi, adalah istilah pengganti atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
3. O88/G/1994/Piutang/PTUl.JKt., oleh Majelis Hakim, terdiri atas: 1. H. Benjamin Mangkoedilaga, S.H.,
ebagai hakim ketua, Scemaryono, S.H., dan K. Tengku Abdurrachman Husny, S.H., masing-masing sebagai
ik im anggota. Mengadili sengketa antara Para Penggugat, & (enam) LSM tingkungan, terdiri atas Pengqu-
at @ 1. Ir. MS Zulkarnaen dari Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI} di Jakarta, II.
“. Tri Nugroho dari Lembaga Alam Tropika Indonesia di Bogor, 111. Dra, Atgia Abubakar dari Yayasan
rum Studi Kependudukan dan Lingkungan Hidup di Banda Aceh, I¥. Ir. Kismanto Sastroamidjojo dari
Ipml:va.ga Pengembangan Lingkungan dan Sumber Daya Manusia di Samarinda, ¥_ Mas Achmad Santosa, SH., LL_M.
airi Yayasan Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia gi Jakarta, dan ¥I. Ir. Agus Pambagio, dan
. Tri Nugroho dari Yayasan Pelangi Indonesia di Jakarta, melawan Tergugat, Presiden Republik Indone-
a. Inti gugatan memperscalkan keabsahan Keputusan Presiden (KEPPRES) R. [. No. 42 Tahun 1994 ten-
Ipng Bantuan Pinjaman Kepada Perusahaan Perseroan (Persero} PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara.

G'Kasus Amdal Freeport, adalah istilah pengganti atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Megara Jakarta
- 033/G/1995/1j/PTUM. Jkt., oleh Majelis Hakim, terdiri dari: 1. H. Benjamin Mangkoedilaga, S.H_,
bagai hakim ketua, Is Sudaryonc, S.H., dan Mustahdi, 5.H., masing-masing sebagai hakim anggota. Meng-
ili sengketa antara Penggugat, Yayasan Wahana Lingkungan Hidup indonesia (WALHI) melawan Tergugat,
kretaris Jerderal Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia. Inti gugatan mempersoalkan
absahan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia No. 400/
15/84.7/1995 tentang Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantawan Lingkung-
(RPL) terhadap kegiatan pertambangan tembaga oleh PT Freeport indonesia Company (FIC) di Kabupaten
k-fak dan Paniai Propinsi Irian Jaya.

7'Rochtrnat Soemitro, Rancangan Undang-undang Peradilan Administrasi, Laporan Proyek Survey, BPHN,
karta, 1978. h.10. Pengadilan, jalah suatu badan, dewan, hakim atau instansi pemerintah berdasarkan
raturan perundang-undangan yang diberikan wewenang untuk mengadili sengketa hukum. Lihat pula,
Subekti dan R, Tjitrosoedibic, Kamus Mukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1971. h.83. Pengadilan (re-
tbank, court) adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutusi sengketa-sengketa
kun dan pelanggaran hukus/undang-undang. Dengan memperhatikan uraian tersebut, pengertian pengadilan
lam peretitiar ini adalsh badan pelaksana peradilan, yaitu Pengadilan TUN Jakarta vang ditetapkan
rdasarkan KEPPRES No, 52 Tahun 1990 dan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta yang ditetapkan berdasarkan LU
. 10 Tahun 19%0.
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alam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, ® dipilih
arena: Pertama, pendekatan hukum administrasi diperlukan
agi pengembangan hukum lingkungan. Kedua, baru terdapat dua
asus penegakan hukum lingkungan melalui badan Peradilan Tata
saha Negara, dan Ketiga, hasil pengamatan terhadap
ertimbangan hukum Majelis Hakim atas eksepsli Tergugat dalam
asus reboisasi, mengenai obyek sengketa serta kualitas dan
epentingan Penggugat, mengandung kontroversi yang menarik
ntuk dianalisis sebagai suatu isu hukum.

Kasus dana reboisasi yang menjadi fokus penelitian dalam
esis ini merupakan sengketa antara enam yayasan yang menya-
akan diri sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan
selanjutnya digunakan istilah LSM Lingkungan), melawan
residen Republik Indonesia, karena telah mengeluarkan Kepu-
usan Presiden (selanjutnya digunakan istilah KEPPRES) No. 42
ahun 1994.

Keenam yayasan selaku Penggugat, di dalam posita
ugatannya menguraikan bahwa KXEPPRES No. 42 Tahun 19594
entang Bantuan Pinjaman Kepada Perusahaan Perserocan

8'ch:hmat Scemitre, Masalah Peradilan Administrasi Dalam Wukum Pajek di Indonesia, Disertasi,

esco, Jakarta, 1976. h.15., Peradilan administrasi adalah peradilan, karenanya harus memenuhi empat
sur, yaitu adanya: suatu aturan hukum yang abstrak dan mengikat umsm untuk diterapkan pada suatu
rsoalan, suatu perselisihan hukum yang konkrit, sekurang-kurangnya dua pihak, suatu aparatur peradilan
ng berwenang memutuskan perselisihan. 0itambah dua unsur khusus, yaitu peraturan yang diterapkan harus
rletak dalam lapangan hukum tata negara dan hukum administrasi negara dan salah satu pihak harus
infstrasi yang menjadi terikat, karena perbuatan seorang pejabat dalam batas wewenangnya, Dengan

rhatikan uratan tersebut, yang dimaksudkan sebagai peradilan dalam penelitian dan apalisis ini
alah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 (LN R! Tahun
86 Nomor 77 TLN R]1 Nomor 33443,
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‘Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (PT IPTN),
lerupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya
ligunakan istilah KTUN) menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU
TUN, yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 2 {a}, (b}, dan
¢} UU PTUN, sehingga menimbulkan akibat hukum yang merugikan
epentingan Penggugat, karena

. Menggangu optimalisasi usaha-usaha pengelolaan dan pelestarian
1ingkungan. yakni berupa berkurangnya kepercayaan masyarakat terha-
dap kesungguhan pemerintah untuk melaksanakarn pelestarian hutan.,
sehingga mengakibatkan menurunnya partisipasi masyarakat di dalam
usaha pelestarian hutan. selain itu juga mengak ibatkan berkurangnya
kemampuan pemerintah untuk melindungl  daya dukung lingkungan .
Mengurangi kepercayaan masyarakat, yang mengakibatkan bertambahnya
pekerjaan dan waktu yang dibutuhkan oleh para  Penggugat untuk
mencapai tujuan yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran
Rumah Tangganya. serta tambahan pekerjaan dan waktu untuk memulih-
Kan kemhali kepercayaan masyarakat untuk berperan serta dalam
perlindungan hutan. Keadaan tersebut. sangat merugikan Para Penggu-
gat. karena menghambat kemajuan serta target yang akan dicapai oleh
para Penggugat sesuai mandat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangganya bahkan bisa menggagalkan usaha Para Penggugat untuk turut
serta datam mengendalikan sumber daya secara bijaksana. mengingat
laju deforestasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Menggaga lkan
dan bahkan menghancurkan sama sekali usaha dan ikbtiar Para Pengqu-
get untuk melestarikan fungsi hutan.?

Presiden R.I. selaku Tergugat menjawab melalui eksepsi,
2nyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki
2wenangan untuk mengadili KEPPRES No. 42 Tahun 1994. Di
amping itu, keenam LSM lingkungan di atas tidak berhak untuk

ertindak selaku Penggugat. Alasan Tergugat:

KEPRRES No. 42 Tahun 1994 adalah pelaksanaan dari Ketetapan MPR di
bidang eksekutif yang tingkatnya adalah sama dengan undang-undang.

9-putusan Pengadilan TUN Jakarta. No.088/G/1994/Piutang/PTUN. jkt .
nggal 23 Desember 1994 h.25.
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suatu keputusan yang bersifat mengatur pelaksanaan pembangunan yan
menjadi_kewenangan Presiden selaku Mandataris MPR. yang tidak dapa
diuJi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

KEPPRES tersebut belum bersifat final karena belum menimbulkan aki-
Dat hukum, untuk timbulnva dkibat hukum masih perlu tindak lanjut
oleh Menteri Kehutanan dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan
fPerserp) PT Industri Pesawat Terbang Nusantara. Akibat hukum tidak
secara langsung timbul setelah dikeluarkannya KEPPRES tersebut.

Para Penggugat tidak empunya) kwalitas ddn tirdak  berhak  untuk
bertindak selaku Pengguaat . karena Lembaga Swadava Masyarakat [LSM]
tersebut tidak mempunyayl kepentingan hukum. tidak ada hubungan hu-
kum, dan tidak dirugikan dengan dikeluarkannva KEPPRES No. 4% tahun
1994, Bahkan seandainya pelaksanaan KEPPRES 1n1 gagal maka tidak
akan menggagaikan pelaksanaan reboisasi sebab dana untuk Rebo1ﬁﬁs1
masih tetap utuh serta dapat dipergunakan sesuai peruntukannya.

Majelis Hakim, merujuk ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan
yat (2) UU PTUN, dalam putusannya menvatakan gugatan tidak

apat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).l! Pertimbangan

10 Jtusan Pengadilan TUK Jakarta, No.088/G/1994/Piutang/PTUN. jkt. Tanggal 23 Desember 1994. h.43.
"'Berkaitan dengan Putusan yang menyatakan bahswa gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk
erklaard), perlu diungkapkan bahwa

. Majelis hakim berpendapat bahwa putusan vyang semestinya dikeluarkan dalam bentuk penetapan
Dismissal sesuai dengan ketentuan Pasal &2 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, pada akhirnya
dikeluarkan melalui proses pemeriksaan acara biasa, karena salah satu dasar pengambilan keputusan
berupa naskah perjanjian bantuan pinjaman bunga dan jasa gire dana reboisasi antara Departemen Kehu-
tanan dengan Perusahaan (Persero) PT. Lndustri Pesawat Terbang Nusantara Nomor $28/Menhut-[1/Rhs/94,
diserahkan Tergugat kepada Majelis Hakim sebagai lampiran eksepsinya.

. Terhadap Upaya Banding dari Para Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut tanggal 23 Desember 1994, Pengadi-
lan Yinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan No.33/8/1995/PT.TUN. JKT. tanggal ¥ Januari 1995
dengan Majelis Hakim yang terdiri dari; (i) Charis Socebijanto, SH sebagai Hakim Ketua, (i)
Seyfulina Fachrudin, SH. sebagai Hakim Anggota, dan (iii) Deliana Sayuti, SH. sebagai Hakim Anggota,
Menguatkan Putusan Pergadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 Desember 1994 Nomor 088/
G/1994/Piutang/PTUN. JKT.

. Diterimanya eksepsi Tergugat mengemai kewepangan absolut pengadilan, membawa konsekuvensi yuridis

bahwa, Majelis Makim tidak pertu melakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara. Namun, didasarkan pada

argumentasi bahwa:

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang obyek gugatan, serta kualitas dan kepentingan Penggugat,
merupakan isu hukum yang menjadi fokus kajian,

2. Substansi kepentingan lingkungan, sangat berkaitan dengan keberadaan KEPPRES No. 42 Tahun 1994
yang tercermin dalam hasil analisis terhadap keabsahannya.

Dengan demikian, fakta-fakta hukum yang menjadi aiasan pengajuan gugatan (pokok perkara), beserta

peraturan perundang-undangan terkait, dimasukkan menjadi bagian inteyral dari obyek analisis.
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ukum Majelis Hakim atas eksepsi Tergugat, sebagai berikut

Ienta?? Obyek Gugatan. o
... Menimbang bahwa walaupun majelis sependapat dengan Penggugat
dalam gugatannya bahwa KEPPRES Nomor 42 Tahun 1994 tersebut adalah
merugakan penetapan tertulis vyang dikeluarkan oleh badan atau
Pejabat Tata Usaha_ Negara bersifat konkrit dan individual. akan
telapi apabila diteliti secara cermat ternvata bahwa KEPPRES a quo
adalah bersifat mengatur dan masih harus ditindaklanjuti oleh suatu
perbuatan perdata antara lain sebagaimana yang disebutkan dalam
asal 5 KEPPRES Nomor 42 Tahun 1994 antara “lain berbunyi sebagai
serikut ;... pelaksanaan lebih lanjut KEPPRES ini. termasuk taga—
cara perhitungan pengembalian hingga lunasnya bantuan pinjaman.
diatur Menteri Kehutanan dan Direktur Utama Persercan (Persero)
PT Industry Pesawat Terbang Nusantara.

Menimbarig bahwa oleh karena KEPPRES & guo harus ditindaklanjuti
oleh suatu perbuatan perdata. maka menurut hemat Majelis KEPPRES
tersebut belumlah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau
badan hukum perdata. sebab dengan dikeluarkannya KEPPRES tersebut
belumlah terjadi perubshan atau akibal bukum, aKibat hukum tersebut
baru terjadi adalah dengan adanya pelaksanaan lebih lanjut KEPPRES
a qyo yang diatur oleh Menteri kehutanan dan Direktur Utama Per-
usanhaan (Persero) PT Industri Pesawat Terbang Nusantara yang meru-
pakan perbuatan hukum perdata

Menimbang bahwa tentang adanya perbuatan perdata tersebut telah
ternyata dengan dilaksanakannya perjanjian bantuan pinjaman bunga
dan jasa giro dana reboisasi antara Departemen Kehutanan dengan
Perseroan (Persero) PT Industri Pesawat Terbang Nusantara Nomor
928/Men HUT-TI/RHS/94 tgl. 8 Juni 1994 (Vide lampiran IV eksepsi).

... Menimbang bahwa oleh karena terdapat dua perbuatan hukum maka
periu diseltidiki tebih Tanjut apakah perjanjian bantuan pinjaman
bunga dan Jasa giro dana reboisasi tersebut melebur pada KEPPRES
sehingga merupakan KTUN ataukah KEPPRES tersebut telah melebur
dalam perbuatan perdata sehingga merupakan Keputusan Tata Usaha
Neqara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana dimaksud
oleh ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan yang terakhir yang di-
maksudkan oleh Badan atau Pejabat incasu Presiden R.I. adalah agar
dapat dilakukan perbuatan hukum perdata yaitu perjanjian bantuan
pinjaman bunga dan jasa giro dana reboisasi. maka menurut teori
melebur kedua macam perbuatan hukum tersebut adalah dianggap mele-
bur kedalam perbuatan hukum perdata. sehingga KEPPRES Nomor 42
Tahun 1994 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang meru-
pakan perbuatan hukum perdata. (garis bawah dari penulis )i

12.-pytusan  Pengadilan TUN Jakarta. No.088/G/1994/Piutang/PTUN.jkt.
anggal 23 Desember 1994 h.51.
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Pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang cbyek gugatan
1 atas, menimbulkan kontroversi antara Penggugat, Tergugat
an Majelis Hakim.
Penggugat dalam posita gugatannya berpendapat, KEPPRES
No. 42 Tahun 1994 adalah XTUN sesuai dengan ketentuan
Pasal 1 angka 3 UU PTUN;
Tergugat dalam eksepsinya berpendapat, KEPPRES No. 42
Tahun 1994 adalah suatu peraturan perundang-undangan,
sehingga tidak dapat diuji oleh Pengadilan Tata Usaha
Negara.
Majelis Hakim berpendapat, KEPPRES No. 42 Tahun 1994
telah memenuhi Kriteria sebagai penetapan tertulis vyang
dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, bersifat
konkrit dan individual. Namun, KEPPRES No. 42 Tahun 1994
bersifat mengatur, belum bersifat final dan belum menim-
bulkan akibat hukum, karena masih harus ditindak lanjuti
oleh suatu perbuatan perdata. Berdasarkan teori melebur,
KEPPRES No. 42 Tahun 1994 dianggap sebagai KTUN vyang
merupakan perbuatan hukum perdata menurut ketentuan Pasal
2 huruf a UU PTUN.
Tentang Kwatitas dan Kepentingan Penggugat.

Menimbang. bahwa menurut jurisprudensi mengenai kasus dalam bidang
lingkungan hidup dapat terjadi suatu keadaan. bahwa suatu organi-
s@s1 atau sekelompok orang mengajukan qugatan dengan mendasarkan
pada kepentingan yang tidak bersifat pribadi atau kelompok akan
tetapi mengatasnamakan kepentingan umum atau kepentingan orang
banyak (masyarakat) yakni yang disebut sebagai algemeen belang ...

Menimbang. bahwa meskipun demikian, tidakiah setiap organisasi
lingkungan hiaup dapat maju sebagai  Penogugat  dengan mengatas
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namakan kepentingan umum begitu saja. melainkan haruslah 1ia

memenuhi beberapa kriteria tertentu yaitu:

1. Bahwa tujuan organisasi tersebut adalah memang melindungi Ting-
kungan hidup atau menjaga kelestarian alam, tujuan mana harus
tercantum dan dapat dilihat dalam Anggaran Dasar Organisasi
yang bersangkutan;

2. Bahwa organisasi yang bersangkutan harusiah berbentuk Badan
Hukum ataupun Yayasan:

3. Bahwa organisasi tersebut harus secara berkesinambungan menun-
Jukkan ada kepedulian terhadap perlindungan 11ingkungan hidup
yang secara nyvata di masyarakat:

4. Bahwa organisasi tersebut harus cukup representatif.

Apabila suatu organisasi lingkungan hidup dapat menunjukkan adanya
keempat kriterium tersebut, maka ia dapat Dertindak sebagai pihak
dalam mempertahankan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

“...maka terhadap Pengqugat II Yayasan Lembaga Alam Tropika

Indonesia dan Penggugat VI Yayasan Pelangi Indonesia tidaklah

diterima dalam kwalitas sebagai -Penggugat yang berkepentingan

dengan perkara 1ini, oleh karena masih terdapat masalah sebagal
berikut :

1. Terhadap Penggugat II, Akte Pendirian tanpa nomor dan tanpa
tanggal serta tidak ada cap stempel dan tanda tangan Notaris
bersangkutan, seandainya hal itu terpenuhi. ternyata Sdr. Ir.
Tr1 Nugroho tidak dapat bertindak sebagail Ketua Badan pengurus
yang berhak mewakili Yayasan, karena surat keputusan yayasan
No. Ol/kep.Ltn/XI/1992 pada tanggal 5 Oktober 1992 tentang
pengangkatan Badan pengurus periode 1992-199%5 tidak memenuhi

%yarat ketentuan Pasal 8 ayat (6) s/d ayat (9): ,

erhada Pen%?ugat VI, Sdr. Agus Pambagio dan Ir. Tri Nugroho,
tidak dapat bertindak sebagar pengurus harian, oleh karena
catatan hasil rapat 9 Agustus 1994 yang dibuat pada tanggal 10
Agustus 1994 menunjukkan kehadiran pengurus Pleno memenuhsi
syarat ketentuan Pasal 7 ayat (4) Anggaran Dasar Akte No. 63.

Menimbang bahwa dengan demikian  menurut hemat majelis hanya
Penggugat I  III. IV, V. yang memenuhi syarat dan berhak mempunyai
kwa }tagnsebaga1 Penggugat dalam perkara 1ni...{(garis bawah dari
penulis

Pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang kualitas dan
repentingan Penggugat di atas, menimbulkan kontroversi antara

benggugat, Tergugat dan Majelis Hakim.

13-pytusan  Pengadilan TUN Jakarta. No.088/G/1994/Piutang/PTUN.jkt.
anggal 23 Desember 1994. h.48.
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l . Penggugat dalam posita gugatan berpendapat, sebagai LSM
lingkungan berbentuk yayasan, Penggugat memiliki kualitas
dan  kepentingan dalam mengajukan gugatan terhadap
keabsahan KEPPRES No. 42 Tahun 199%4.

2. Tergugat dalam eksepsinya berpendapat, Penggugat tidak
mempunyai kualitas dan kepentingan untuk mengajukan
gugatan, karena tidak mempunyai kepentingan hukum, tidak
ada hubungan hukum, dan tidak dirugikan dengan
dikeluarkannya KEPPRES No. 42 Tahun 19%4.

3. Majelis Hakim berpendapat, Penggugat I, III, IV, dan V
telah memenuhi kualitas dan Xkepentingan untuk bertindak
sebagai Penggugat mewakili kepentingan lingkungan,
sedangkan Penggugat II dan VI, memilik; cacat yuridis yang
mengakibatkan hilangnya  kualitas dan kepentingannya
sebagal Penggugat.

Dengan demikian, penelitian tentang figur hukum KEPPRES

No. 42 Tahun 1994 sebagai obyek gugatan, serta kualitas dan

xepentingan dari keenam LSM lingkungan sebagai Penggugat

lalam kasus dana reboisasi, perlu dilakukan.

P . Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, ditentukan
hokok masalah (tema sentral) yang menjadi fokus penelitian,
raitu Keputusan Presiden No. 42 Tahun 13994 sebagai obyek
[engketa tata usaha negara dan ius standi LSM lingkungan di
engadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

bokok masalah di atas mengandung dua isu lwukum, sebagail
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erikut

Apakah KEPPRES No. 42 Tahun 1994 termasuk dalam kategori
peraturan perundang-undangan, atau keputusan tata usaha
negara, atau keputusan tata usaha negara yang merupakan
perbuatan hukum perdata dan apakah KEPPRES tersebut dapat
menjadi obyek sengketa tata usaha negara ?

Bagaimanakah ius standi LSM lingkungan di Pengadilan

dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ?

. Tujuan Penelitian

3.1, Tujuan Umum
Pengembangan ilmu hukum, welalui penelitian dan
analisis terhadap proses penegékan hukum 1lingkungan,
melalui badan Peradilan Tata Usaha Negara dengan
pendekatan studi kasus, berlandaskan konsep-konsep

hukum lingkungan administratif.

3.2. Tujuan Khusus

a. Mengetahul karakteristik Keputusan Presiden, dalam
kedudukannya sebagai peraturan perundang-undangan
dan keputusan tata usaha negara.

b. Mengetahui makna keputusan tata wusaha negara
yang merupakan perbuatan hukum perdata dan teori
melebur.

¢. Mengetahui Kriteria keabsahan Keputusan Presiden,

sebagai suatu tindakan hukum publik.
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d. Mengetahui Kkriteria ius standi LSM lingkungan

melalui badan Peradilan Tata Usaha Negara.

. Manfaat Hasil Penelitian
Hasil penelitian (tesis) ini secara:

4.1. Teoritis, diharapkan memberikan kontribusi terhadap
upaya pembaruan hukum. Disamping itu, dapat Jjuga di-
pergunakan sebagai landasan bagi penelitian yang
lebih spesifikatif untuk pengembangan ilmu hukum.

4.2. Praktis, diharapkan dapat dipergunakan sebagai suatu
pela penyelesaian (solusi) terhadap permasalahan
hukum lingkungan yang memiliki kesamaan karakter

bentuk maupun substansi.

. Kajian Pustaka
|

'.l. Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Badan Peradilan Tata

Usaha Negara
Berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

eradilan Tata Usaha Negara, (LN RI Tahun 1986 Nomor 77 TLN

4

)T Nomor 3344) sebagai Peradilan Administrasi,* membawa

1"‘Philipus Mandiri Hadjon, Fungsi Hormatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang

brgih, Pidato Penerimaan Jabatan Gusu Besar Ilmu Hukum, tanggal 10 Oktober 1994, h.5. "...Istilsh
bradilan Tata Usaha Negara digunakan dalam ketentuan Pasal 7 UU No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-
Ltentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman {LNRI tahun 1964 No. 107, TLNRI Ho. 2699). Dalam penjelasan Pasal 7,
usus mengenai Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan: yang dimaksudkan dengan Peradilan Tata Usaha
bgara adalah yang disebut “Peradilan Administratif" dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
lmentara No.!l/MPRS/1960 ...Dengan demikian UU No.19 tahun 1964 telah merubah istitah itu dan dilihat
ri segi hirarkhi norma hukum, ketentuan Pasal 7 UU No. 19 tahun 1964 khusus tentang Peradilan Tata
aha Megara bertentangan dengan TAP MPRS No.TI/MPRS/1960 dan oleh karena itu inskonstitusional.
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perubahan atas sistem peradilan yang berlaku di Indonesia.
Dilihat dari substansinya, UU PTUN bukan hanya memuat dan
hengatur struktur organisasi dan wewenang badan Peradilan
fata Usaha Negara, tetapl juga memuat ketentuan tentang hukum
pcara dan sebagian dari hukum administrasi (material), vyaitu
perkaitan dengan kriteria untuk menilai aspek keabsahan suatu
[TUN yang menjadi alasan pengajuan gugatan, sebagaimana
liatur oleh Pasal 53 ayat (2) UU PTUN. Ketentuan tersebut
pfenunjukkan peran dan fungsi PTUN, sebagal lembaga kontrol
jukum terhadap tindak pemerintahan tertentu . 15

Hukum acara PTUN, adalah hukum formal yang berfungsi
ebagai sarana untuk menegakkan hukum material. Penegakan
ukum wmemiliki lima fungsi penting, sebagaimana dinyatakan

leh Sjachran Basah

Penegakan hukum merupakan syarat mutlak (conditio sine qua non )

untuk fungsi hukum itu sendiri yang dalam kehidupan bernegara dan

bermasyarakat berpanca-fungsi, yaitu

1. Direktif, sebagai pengarah dalam membangun dan membentuk masya-
rakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan ber-
negara:

2. Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa:

3. Stabilitatif, sebagai pemelihara (termasuk kedalamnya hasil-
hasil pembangunan) dan menjaga keselarasan. keserasian dan ke-
seimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat ;

4. Perspektif, sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan admi-
nistrasi negara. maupun sikap tindak warga dalam kehidupan ber-
negara dan bermasyarakat:

5. Korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak baik administrasi
negara maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan ke-

15'Di samping Badan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga kontrol hukum ¢ judicial control),

rdapat kontrol non-hukum yang dilakukan lembaga lainnya, seperti: 1. Lembaga pemerintah yang bersifat
htrol kedalam (internal controt), 2. Dewan Perwakilar Rakyat yang meiakukan kontrol politik (political
trold, 3. Pers, masyarakat dan lembaga akademik yang melakukan kontrol sosial {social control).
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wajiban untuk mendapatkan keadilan 1@

Pada dasarnya, penegakan hukum melalui sarana peradilan
ata usaha negara lebih mencerminkan fungsi korektif terhadap
indakan hukum badan administrasi dalam hal terjadi suatu
engketa dengan warga masyarakat, yaitu penegakan hukum
aterial melaluili penggunaan hukum formal secara konkret
ebagai keharusan yang pantas ditaati. Dengan demikian, bagi
akim, menegakkan hukum berarti memberikan keadilan dan
epastian dalam suatu perkara melalui pertimbangan hukum,
engan tujuan menemukan dan menerapkan hukum secara nyata (in
oncreto) .

Selanjutnya, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa,
erdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,

ebagail berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri. yang dalam hal ini akan dibatasi pada
Undang-Undang saja.

2. Faktor penegak hukum, yakni fihak-fihak yang membentuk dan
menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasiiitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat. yakni Jingkungan dimana hukum tersebut
beriaku atau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya. cipta dan rasa
yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena

merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok

ukur daripada efektifitas penegakan hukum.l’

esual pokok masalah dan tujuan penelitian, dari Kkelima

16-Sjachran Basah. Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan
ministrasi, Rajawali, Jakarta. 19849, h.3.

7-Sgerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan
skum, Rajawali, Jakarta, 1993, h.5.
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aktor yang menjadi komponen penegakan hukum tersebut, tesis
I

ini secara khusus menganalisis dua faktor, yaitu faktor hukum
an faktor aparat penegak hukum. Dalam proses penegakan hukum
ingkungan melalui badan Peradilan Tata Usaha Negara, faktor
ukum (tertulls maupun tidak tertulis) dan faktor aparat
enegak hukum (hakim), secara yuridis memiliki keterkaitan
ang erat dan bersifat saling mempengaruhi, dibandingkan
engan ketiga faktor lainnya yang pengaruhnya lebih bersifat
konomis dan sosiologis.

Dikemukakan pula oleh Soerjonc Soekanto, bahwa

gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-

Undang mungkin disebabkan karena :

1. Tidak diikuti azas-azas berlakunya Undang-Undang.

2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk
menerapkan Undang-undang.

3. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang
mengakibatkan kesimpang siuran di dalam penafsiran serta
penerapannya.!®

2laslah bahwa peraturan perundang-undangan yang baik ber-
engaruh pada proses dan hasil penegakan hukum oleh hakim
bagai aparat penegak hukum. Demikian pula sebaliknya,
emampuan hakim berpengaruh terhadap proses penemuan dan
2nerapan hukum secara tepat.

Selanjutnya, lebih khusus dikemukakan tentang pengertian

2negakan hukum lingkungan oleh Biezeveld, bahwa

Environmental law enrorcement can be defined as the application of
legal governmental powers to ensure compliance with environmental

B-1hid.. n.10.
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regulation by means of:

da. administrative supervision of the compliance with environmenta]
reguiations (inspection)(=mainly preventive activity):

L. aaministrative measures or sanctions in case of non compliance
{=corrective activity):

Cocriminal investigation in case of presumed ofrfences (=repressive
activity):

docivil oaction (law suit) in case or (threatening) non compliance
(=preventive or corrective activity) 19

(Penegakan hukum Tingkungan dapat didetinisikan sebagal penerapan

kekuatan hukum pemerintah untuk menjamin pementhan peraturan i

bidang 1lingkungan dengan menggunakan -

d. pengawasan administratif atas pemenuhan peraturan di bidang
lingkungan (pemeriksaan}(=diartikan sebacai tindakan pencegahan) ;

b, tindskan administratif atau sanksi dalam kasus tidak dipenuhinyg
peraturan (=tindakan perbaikan);

C. penyelidikan pidana dalam kasus praduga terjadinya pelanggaran
(=tindakan penanggulangan):

d. gugatan perdata (gugatan hukum) dalam kasus (adanya ancaman)
tidak dipenuhinya peraturan (=pencegahan atau tindakan perbaikarn)

engan demikian, penegakan hukum lingkungan melalui sarana
eradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu bentuk upaya
kum untuk mencapail ketaatan terhadap peraturan dan persyar-
Lan dalam ketentuan hukum, yang menempatkan Hakim dan Pena-
=ehat Hukum sebagai aparat penegak hukum paling berperan
hlam proses penerapan peraturan perundang-undangan di bidang
bkKum lingkungan administratif.

Dikemukakan oleh Siti Sundari Rangkuti:

Substansi hukum Jlingkungan menimbulkan pembidangan dalam hukum
lingkungan administratif, hukum Tlingkungan keperdataan. hukum
lingkungan kepidanaan, hukum Tingkungan internasional yang sudah

berkembang menjadi disiplin ilmu hukum tersendiri dan hukum tata
ruang.?°

G A. Biezeveld. Course on Envirommental (Law Enforcement.
J1abus . Surabaya. Januari 9-14. 1995 h.7.

-5iti Sundari Rangkuti. Hukun Lingkungan dan Kebijaksanaan Ling-
ngan Nasional, op.cit.. 0.4,
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elanjutnya, Siti Sundari Rangkuti juga mengemukakan
... _hukum Tingkungan sebagai genus merupakan ilmu tersendiri. namun
bagian terbesar substansinya merupakan ranting dari hukum adminis-
trasi. Begitu Juga pandangan yang dianul di negara Anglo Amerika,
hukum tingkungan masuk golongan “"public law".?!
ompleksnya substansi hukum lingkungan, mengakibatkan tim-
ulnya pembidangan hukum lingkungan administratif, hukum
ingkungan keperdataan, dan hukum lingkungan kepidanaan.
engan demikian, faktor kemampuan hakim dalam memahami hukum
ingkungan vyang bersifat kompleks, serta faktor peraturan
erundang-undangan di bidang hukum lingkungan, sangat menen-
ukan keberhasilan proses penegakan hukum lingkungan melaluil
adan Peradilan Tata Usaha Negara.
Keberadaan hukum acara PTUN adalah untuk menegakan hukum
ministrasi. Pengertian hukum Administrasi dikemukakan Van
ijkKonijnenbelt, sebagaimana ditulis oleh Philipus Mandiri
hdjon, bahwa
Administratief recht, bestuursrecht-het heeft alles te maken met
Administratie. het besturen. Global gezegd: het is het juridische
instrumentarium voor de overheid die zich actief bemoeit met de
samenleving; en aan de andere kant het recht dat de leden van de
samenleving invloed op en bescherming tegen diezelfde, zich met hen
en hun omgeving bemoeiende overheid moet geven. Dat 7s nog maar een
zeer vooriopige en opperviakkige aanduiding.?
(Hukum administrasi. hukum tata pemerintahan-semuanya menyangkut

adwinistrasi, pemerintahan. Secara umum dapat dikatakan: hukum
administrasi merupakan. instrumen yuridis bagi penguasa yang secara

2-Ihid., h.5.

22.philipus Mandiri Hadjon et al.. Pengantar Hukum Administrasi
hdonesia, Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 1995. h.27.
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aktif tertibat dengan masyarakat: dan pada sisi lain hukum admi-
mstrasi merupakan bukum yang memungkinkan anggota masyarakat mem-
pengaruht penguasa dan memberikan perlindungan terhadap penguasa.
Rumusan ini merupakan petunjuk sementara dan masih sangat dangkal).

Hukum administrasi terdiri atas hukum administrasi umum
an hukum administrasi khusus. Philipus Mandiri Hadjon menge-
ikakan proses terjadinya hukum administrasi khusus sebagai
2rikut

Dengan berkembangnva tugas-tugas pemerintah 1tu. orang dapat melry-
hat bahwa pada bBerbagar urusan pemeraintah 1tu terjadi suatu penum-
pukan dary penaeluaran aturan dan keputisan-keputusan pemerintahan.
Dengan demikian terjadi bidang-bidang hukum administrasi yang luar
biasa yang merupakan lebih kurang sebagal yang berdiri sendiri;
hukum perpajakan. hukum lingkungan. hukum pengaturan tapangan, dan
seterusnya. ...Bidang-bidang tersebut kita sebutkan sebagail "bagian
hukum administrasi yang luar biasa” atau "hukum administrasi khu-
sus”. Sebagai lawan istilah “"hukum administrasi khusus™ kita_kenal
1stilah “hukum administrasi umum”. (garis bawah dari penulis)?

ikum  administrasi  khusus, tercermin dalam peraturan-
sraturan yang berhubungan dengan bidang tertentu dari kebi-
aksanaan pemerintah, sedangkan hukum administrasi umum,
ercermin dalam peraturan-peraturan hukum yang tidak terikat
ada satu bidang tertentu dari kebijaksanaan pemerintah.

Padmo Wahjono, sebagaimana ditulis oleh Philipus Mandiri
adjon, memberi beberapa contoh hukum administrasi Kkhusus,
cebagai berikut

..hukum atas tata ruang. ordonansi gangguan (hinder ordonnantie),

konservasi sumber daya alam, analisis mengenai dampak lingkungan,

ketentuan pokok kehutanan, perlindungan hutan, dil., sedangkan
hukum administrasi umum adalah pelaksanaan asas-asas umum

Z-Ibid.. h 30
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pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur)

di negeri Belanda.?*

Dari sudut pandang hukum administrasi, penegakan hukum
lingkungan administratif melalui badan Peradilan Tata Usaha
Negara, adalah penegakan hukum administrasi khusus melalui
prosedur acara Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian,
bidang hukum lingkungan administratif yang menjadi fokus
analisis, terletak pada persinggungan antara hukum lingkungan
dengan hukum administrasi khusus, Diagram visual fokus

analisis diketengahkan sebagai berikut

hubungan kohesi antara hukum 1ingkungan
dengan hukum administrasi khusus

A = substansi hukum 1ingkungan
B = fokus penelitian dan analisis
C = substansi hukum administrasi khusus

Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai sarana pene-
gakan hukum administrasi, dikemukakan oleh Philipus Mandiri
Hadjon

Peradilan Tata Usaha Negara pada dasarnya menegakkan hukum publik

yakni hukum administrasi sebagaimana ditegakkan dalam UU PTUN Pasa)
47 bahwa sengketa yang termasuk Tingkup kewenangan PTUN adalah

24.1bid.. h.37.
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sengketq tata usaha negara. Hal ini ditegaskan lagi dalam rumusan
tentang keputusan tata usaha negara (ussal I angka 3) yang men-
svaratkan juga tindakan hukum tata usaha negara untuk adanya kepu-
tusan tata usaha negara. (garis bauah dari perulis j2°
Selanjutnya, ketentuan Pasal 1 angka 4 UU PTUN menyata-
n bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang
mbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan
kum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,
1k di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya
UN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan
rundang-undangan. Hal ini berarti, KTUN adalah dasar atau
yek lahirnya sengketa tata usaha negara. Ketentuan Pasal 1

jka 3 UU PTUN merumuskan KTUN sebagai berikut

suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat
fata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. yang ber-
sifat konkrit. individual dan final. yang menimbulkan akibat hukum
bagi seseorang atau badan hukum perdata.
gertian KTUN tersebut, mengandung elemen-elemen yang me-
puti: penetapan tertulis, dibuat oleh badan atau pejabkat
La usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara,
rsifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat
fum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Pembatasan kompetensi badan Peradilan Tata Usaha Negara

la KTUN, sebenarnya menimbulkan masalah, berkaitan dengan

anganan sengketa yang menyangkut tindak pemerintahan

2. Ibid.. h.313.
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lainnya, yaitu:

a. Penanganan sengketa tata usaha negara melalui badan
Peradilan Umum yang merupakan sengketa hukum publik. Jika
badan Peradilan Umum menangani sengketa hukum publik,
apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan kompetensi
absclut badan Peradilan Umum ? Menurut Undang-undang No. 2
Tahun 1986, kompetensi badan Peradilan Umum dibatasi pada
penanganan perkara perdata dan perkara pidana.

b. Kriteria pengujian melalui badan Peradilan Umum dalam
penanganan sengketa tersebut, apakah disamakan dengan
kriteria pengujian yang digunakan oleh badan Peradilan
Tata Usaha Negara ?

Ten Berge mengemukakan fungsi dari badan Peradilan Tata

Usaha Negara, sebagai berikut

Karakteristik utama Peradilan Administrasi adalah menguji “besiuit”
tertentu dan bukan menetapkan hak dan kewajiban para pihak yang

bersengketa, bukan menetapkan hubungan hukum antara para pihak yang
bersengketa.?

Dengan memahami fungsi badan Peradilan Tata Usaha Negara

dalah untuk menguji keabsahan suatu "besluit" yang sifatnya
individual, berarti badan Peradilan Tata Usaha Negara ber-
ungsi sebagal sarana perlindungan hukum vyang bersifat

epresif. Dikemukakan -oleh Philipus Mandiri Hadjon

2.3 B.J.M. ten Berge, dalam Philipus Mandiri Hadjon. Operasi Pener-
iban Aliran Listrik (OPAL) dan Kompetensi Absolut Peradilan [lata Usaha
ara. Makalah Pelatihan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara. Surabaya.
heptember 1994, h.5
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Dengan “tindak pemerintahan” sebagai titik sentral (dikaitkan
dengan periindungan hukum bagi rakyat). dibedakan dua macam per-
Iindungan hukum bagi rakyat. yaitu: perlindungan hukum preventif
dan perlindungan hukum yang represif. Pada perlindungan hukum yang
preventif. kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan
keberatan (inspraat) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan
pemerintah mendapat bentuk yang definitip. Dengan demikian perlin-
dungan hukum vang preventif bertujuan untuk menceqah terjadinya
sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum vang represif
bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.?’

Fungsi badan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai sarana
perlindungan hukum represif, tercermin dalam ketentuan Pasal
53 ayat (1) UU PTUN

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya

dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan

gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi
tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan 1itu
dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntu-
tan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. (garis bawah dari penulis)
Melalui penjelasannya, dinyatakan:
Berbeda dengan gugatan di muka Pengadilan Perdata. maka apa yang
dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada satu
macam tuntutan pokok  vyang Dberupa tuntutan agar Keputusan Tata
Usaha Negara yang merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan
batal atau tidak sah.
erdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN di atas,
etitum pokok pada gugatan dalam sengketa tata usaha negara
belalu berkaitan dengan masalah keabsahan suatu KTUN yang

henjadi obyek sengketa.

Fungsi keabsahan dikemukakan Philipus Mandiri Hadjon :

27-phitipus Mandiri Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di
Indonesia, Bina I1mu. Surabava. 1988. h.2.
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“...istilah "rechtmatigheid" mengandung makna “keabsahan" dan de-

ngan demikian "rechtmatigheidstoetsing" dalam konsep hukum kita

adalah “"pengujian keabsahan"., “rechtmatigheid van bestuur® merupa -

kan "asas keabsahan dalam pemerintahan”.

Asas keabsahan memiliki tiga fungsi. vaitu -

a. Bagi aparat pemerintahan. asas keabsahan berfungsi sebagai norma
pemerintahan (bestuursnormen):

b. Bagi masyarakat. asas keabsahan berfungsi sebagai atasan meng-
ajukan gugatan terhadap tindak pemerintahan (berocepsgronden ):

C. Bagi hakim. asas keabsahan berfungsi sebagai dasar pengujian
suatu tindak pemerintahan (toetsingsgronden)

Ruang 1ingkup keabsahan tindak pemerintahan meliputi: kewenangan,

prosedur dan substansi .2

Menurut UU PTUN, sebagai obyek sengketa dalam Peradilan
'ata Usaha Negara, keabsahan suatu KTUN diuji dengan tolok
ikur sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2), yaitu

a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku:

0. Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan
keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan
wewenangnya untuk tujuan tain dari maksud diberikannya wewenang
tersebut;

c. Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan ke-
putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertim-
bangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan 7tu
seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan
Keputusan tersebut.

enjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a menyebutkan:

Suatu KTUN dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan itu -

1. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan per-
undang-undangan yang bersifat prosedural/ formal:

2. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang
-undangan yang bersifat material/ substansial:

3. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak
berwenang.

28-phitipus Mandiri Hadjon. Fungsi Normatif Hukum Administrasi
alam Mewujudkan Pemerintahan Yany Bersih, Pidato Penerimaan Jabatan Guru
esar [lmu Hukum, tanggal 10 Oktober 1994. h.7.
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Menurut Philipus Mandiri Hadjon, ruang lingkup keabsahan
tindak pemerintahan, meliputi

I Kewenangan, setiap tindak pemerintahan disyaratkan harus
bertumpu atas kewenangan yang sah. yang diperoleh melalui tiga
sumber yang meliputi: atribusi. delegasi dan mandat. Kewenangan
atribusi lasimnya digariskan melalui pembagian kekuaSaan negara
oleh Undang-Undang Dasar. kewenangan delegasi dan mandat adalah
kewenangan yang berasal dari pelimpahan. ... setiap kewenangan
dibatasi oleh 151 atau materi, wilayah dan waktu. yang berarti
cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan
(onbevoegdheid). . .

2. Prosedur. asas umum prosedur bertumpu tiga landasan utama hukum
administrasi, yaitu: asas negara hukum. asas demokrasi. dan
asas instrumental. Asas negara hukum dalam prosedur utamanya
berkaitan dengan perlindungan hak dasar... Asas demokrasi dalam
prosedur berkenaan dengan asas keterbukaan datam
penyelenggaraan pemerintahan, asas keterbukaan mewajibkan
pemerintah untuk secara aktif memberikan informasi kepada
masyarakat atas hal yang diminta. Keterbukaan pemerintahan
memungk inkan peranserta masyarakat dalam pengambilan
keputusan.... Asas instrumental meliputi asas daya guna
(doelmatigheid) dan asas hasil quna (doeitreffendheid)

3. Substansi. kekuasaan pemerintahan yang berisi wewenang peng-
aturan dan pengendalian kehidupan masyarakat dibatasi secara
substansial ... Aspek substansial menyangkut “apa” dan “untuk
apa“. Cacat substansial menyangkut “apa” merupakan tindakan
sewenang-wenang. dan cacat substansial menyangkut “untuk apa”
merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang.?®

Dengan demikian, suatu KTUN yang bertentangan dengan
cetentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat
rosedural (formal) adalah KTUN yang cacat mengenai bentuknya
(vormgebreken). Hal tersebut, pada umumnya berkaitan dengan
ersiapan, proses terjadinya, susunan atau pengumuman kepu-
usan yang bersangkutan. KTUN yang bertentangan dengan keten-

uan dalam peraturan perundang-undangan yang bergifat

2%-Ibid., h 8.
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aterial (substansial}, adalah KTUN vyang cacat mengenai
sinya (inhoudsgebreken}. KTUN yang dikeluarkan oleh badan
tau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang, disebut
TUN yang cacat mengenal kewenangan (bevoegdheidsgebreken).
adan atau pejabat tata usaha negara, ketika mengeluarkan
eputusan, telah menggunakan kewenangan untuk tujuan lain
ari maksud diberikannya kewenangannya, disebut sebagail
enyalahgunaan kewenangan (detournement de pouvoir}. Badan
tau pejabat tata usaha negara, ketika mengeluarkan Keputusan
etelah mempertimbangkan semua kepentingan yang berkaitan
engan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan
eputusan, tetapi melakukan pengambilan keputusan, disebut
erbuat sewenang-wenang (willekeur).

Rumusan tersebut merupakan unsur-unsur keabsahan dalam
enyelenggaraan pemerintahan (rechtmatigheid van bestuur)
ang bersifat kumulatif. Artinya, keabsahan suatu KTUN
engharuskan dipenuhinya semua unsur keabsahan, sedangkan
erkaitan dengan alasan menggugat menurut ketentuan Pasal 53
yat (2) UU PTUN, unsur-unsur keabsahan bersifat alternatif.

Selanjutnya, tindak pemerintahan pada hakekatnya bukan
anya melaksanakan undang-undang, namun dapat juga dibuat
erdasarkan Freies Ermessen, yaitu melakukan tindakan hukum,
lendatipun belum diatur secara tegas oleh Undang-undang. Di
elanda, tindakan pemerintahan vang tidak terjamah oleh

rechtmatigheidstoetsing, dinilai berdasarkan algemene begin-
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selen van behoorlijk bestuur (ABBB) sebagai toetsingsgronden,
rang di Indonesia dikenal dengan sebutan asas-asas umum
emerintahan yang baik (AUPB) .

Ketentuan Pasal 53 ayat (2} UU PTUN, memang tidak secara
egas mencantumkan AUPB sebagai alasan menggugat. Namun, jika
licermati, Ketentuan Pasal 53 ayat (2} butir b dan c¢ UU PTUN
secara tersirat memberi peluang bagi keberadaan AUPB sebagai
1lat untuk menilai keabsahan KTUN. Disamping itu, merujuk
yada

Ketentuan Pasal 14 jo. Pasal 27 Undang-undang Nomor 14
Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman, dan
. Petunjuk pelaksanaan Mahkamah Agung Nomor 052/Td.TUN/III/
1992 butir 5 tanggal 24 Maret 1992.
leberadaan AUPB diakui sebagai hukum tidak tertulis, di
samping keberadaan peraturan perundang-undangan sebagai hukum
ertulis sebagai norma pemerintahan yang berfungsi sebagai
lat ukur bagi keabsahan suatu KTUN.

Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan melalui
vadan Peradilan Tata Usaha Negara, adalah bentuk perlindungan
wkum represif, melalui pengujian keabsahan terhadap KTUN
ang akibat hukumnya merugikan kepentingan lingkungan. Ke-
bsahan KTUN tersebut perlu diuji dengan peraturan perundang-
ndangan dan AUPB yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara

epentingan lingkungan.

TESIS Penegakan hukum lingkungan ... Bambang Sugiono



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

28

Demikian pula, proses penegakan hukum lingkungan mela-
lui badan Peradilan Tata Usaha Negara, sangat ditentukan oleh
<ualitas hukum dan kualitas hakim sebagai aparat penegak
mkum. Sikap aktif, kritis dan antisipatif dari hakim dalam
nemahami hukum lingkungan yang berfungsi untuk wmenjaga,
nemelihara dan mengembangkan kepentingan lingkungan, sangat
nenentukan keberhasilan dalam penegakan hukum. Hal ini seja-
lan dengan prinsip-prinsip hukum yang menjadi landasan hakim
ijalam melakukan pengujian suatu KTUN, vyaitu :3°
l. asas praduga rechtmatig (praesumptic lustae causa,

vermoeden van rechtmatigheid), artinya setiap tindakan
penguasa selalu diakuil keabsahannya sampai ada putusan
yang membatalkannya.

2. asas pembuktian bebas, artinya hakim yang menetapkan beban
pembuktian.

}. asas keaktifan hakim (dominus litis), artinya hakim ber-
sifat aktif untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena
Tergugat adalah pejabat tata wusaha negara, sedangkan
Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata.

1. asas putusan memiliki kekuatan mengikat (erga omnes),
artinya sebagail suatu sengketa hukum publik, putusan
berlaku tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa akan

tetapi bagi siapa saja.

3-Philipus Mandiri Hadjon et al. . ogp.cit.. h.31l.
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5.2. Keputusan Presiden Sebagai Obyek Sengketa

UUD 1945 secara tegas menentukan, bahwa Presiden dalam
penyelenggaraan pemerintahan negara, memiliki kekuasaan
ntuk membentuk: 1. Undang-undang dengan persetujuan DPR,

enurut Pasal 5 ayat (1), dan 2. Peraturan Pemerintah, menu-
rut Pasal 5 ayat (2). Namun, tidak terdapat dalam UUD 1945
pengaturan secara tegas mengenai dasar hukum kekuasaan Presi-
den untuk membentuk Keputusan Presiden {KEPPRES) .

Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa ternyata
dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
(MPRS) Nomor: XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai
Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Per-
Aturan Perundang-undangan RI, KEPPRES disebut sebagai salah
satu bentuk peraturan perundang-undangan. Dinyatakan dalam
AP MPRS No. XX/MPRS/1966, antara lain:

" ..Bentuk-bentuk Peraturan Perundangan Republik Indonesia menurut

Undang-undang Dasar 1945 ialah sebagai berikut: Undang-undang Dasar

Republik Indonesia 1945, Ketetapan MPR. Undang-undang/Peraturan Pe-

merintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan

Presiden, Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya seperti: Per-

aturan menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lainnya. ... Keputusan

Presiden berisi keputusan yang bersifat khusus (einmahlig) adalah

untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar yang bersangkutan,

Ketetapan MPR datam bidang eksekutif atau peraturan Pemerintah.
(garis bawah dari penulis)

‘etetapan MPRS No.XX/MPRS/1966, menyatakan bahwa dari aspek
pentuk, KEPPRES merupakan suatu peraturan perundang-undangan,
sedangkan dari aspek fungsi, KEPPRES adalah keputusan yang

bersifat Kkhusus (einmahlig), untuk melaksanakan ketentuan
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Indang-Undang Dasar, ketetapan MPR bidang eksekutif dan
eraturan Pemerintah.

Dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 ternyata, tidak terdapat
iraian yang menyebut suatu KEPPRES berfungsi pengaturan. TAP
IPRS memang menyebut KEPPRES, tetapi isinya bersifat einmah-
1g, maknanya sekali selesai. Dalam ilmu hukum, keputusan
rang sekali selesal dikenal dengan sebutan penetapan (be-
schikking). Rumusan TAP MPRS yang di satu pihak menyebutkan
(EPPRES sebagail peraturan perundang-undangan, tetapi di pihak
.ain menyatakan bahwa isi KEPPRES adalah penetapan, jelas
enimbulkan kerancuan pemahaman.

Hamid §. Attamimi menolak rumusan TAP MPRS No. XX/MPRS
1966 yang menyebut KEPPRES berfungsi sebagali penetapan
saja, dengan alasan

", .. dimana-mana kekuasaan pemerintahan selain mengandung kekuasaan
memutuskan (besliissende bevoegdheid). Juga mengandung kekuasaan
mengatur (regelende bevoegdheid). Maka adalah tidak dapat dimenger-
ti mengapa Tap MPR No. XX/MPRS/1966 yang lahir sesudah lama kita
kembali ke UUD 1945 masih berpendapat bahwa “Keputusan Presiden
berisi keputusan yang bersifat khusus (einmafilig)}. bahwa Keputusan
Presiden berisi penetapan (beschikking) saja dan bukan peraturan
(regeling). 3!

)alam kenyataan, KEPPRES dikeluarkan Presiden sebagai penye-
enggara tertinggi pemerintahan menurut UUD 1945. KEPPRES

apat dikatakan sebagai bentuk pernyataan kehendak di

M-Hamid. S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia
)alam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, (Suatu Studi Analisis Mengenai
eputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Xurun Waktu Pelita I -
elita 1IV). BDisertasi. Fakultas fPascasarjana Universitas Indonesia,
akarta, 1990. h.187.
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idang ketanegaraan dan tata pemerintahan, yang dapat berisi
enetapan (beschikking), dan dapat pula berisi peraturan
regeling), dengan kata lain KEPPRES adalah nama gabungan
arl  keputusan yang isinya dapat berupa penetapan wmaupun
sraturan.

Dengan demikian, keberadaan KEPPRES mencerminkan konsen-
rasi kekuasaan perundang-undangan pada Presiden. Hal ini
srcermin dengan adanya produk hukum yang dibentuk oleh

Presiden dengan persetujuan DPR, berwujud undang-undang;
Presiden tanpa persetujuan DPR, berwujud

2.1. Peraturan Pemerintah

2.2. KEPPRES yang berfungsi pengaturan.

Demikian pula, Padmo Wahyono menyatakan

(1) Undang-undang Dasar dan Tap. MPR bukan merupakan perundang-

undangan, (ii) peraturan perundang-undangan dimulai dari Undang-

undang, dan (i11) Keputusan Presiden (KEPPRES) tidak_hanya peneta-
pan (einmahlig), tetapi juga dapat bersifat mengatur.?

Dasar wewenarng dan macam KEPPRES dikemukakan oleh
hilipus Mandiri Hadjon

Dasar wewenang Presiden untuk menetapkan Keputusan Presiden tidak

disebut secara tegas dalam UUD (berbeda dengan wewenang membuat dan

menetapkan W, Perpu dan PP yang diatur dalam Undang-undang Dasar).

Wewenang membuat dan menetapkan Keputusan Presiden melekat secara

inheren pada kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan peme-

rintahan (WD Pasal 4 ayat (1)). Sebagai pemegang kekuasaan peme-
rintahan Presiden dengan sendirinya dilekati berbagai wewenang

membuat dan menetapkan keputusan baik yang bersifat umum (Seperti
PP) maupun yang bersifat khusus -konkrit-individual- berupa

32.padmo Wahyono. Beberapa Masalah Ketatanegaraan di Indonesia.
hjawali. Jakarta. 1984, h.28.
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keputusan tata usaha negara (beschikking). Dalam praktek ada dua
macam Keputusan Presiden. Pertama: yang materi muatannya masih
bersifat umum., sehingga termasuk salah satu jenis peraturan peru-
ndang-undangan. Misalnya. KEPPRES No. 44 Tahun 1974 tentang Susunan
Organisasi Departemen.  Kedua: Keputusan Presiden yang bersifat
konkrit-individual, merupakan keputusan tata usaha negara (beschik-
?fngj.tseggrti KEPPRES tentang pengangkatan seseorang pada Jjabatan
ertentu.,

eberadaan KEPPRES merupakan manifestasi atas makna tersirat
alam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yang menentukan kedudukan
residen sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, dengan
ewenang membuat dan menetapkan keputusan, baik yang bersifat
mum maupun yang bersifat konkrit dan individual.

Indroharto menyatakan, dilihat dari aspek substansi
EPPRES dapat mencakup empat fungsi

KEPPRES adalah produk legislatif di tingkat pusat. Dalam praktek

kita melihat beberapa jenis Keppres, seperti

1. Keppres sebagai peraturan pelaksanaan TAP MPR. umpama Keppres
tentang Repelita dan Pelita sebagai peraturan pelaksanaan dari
Tap. MPR tentang GBHN. Kedudukannnya sederajat dengan Undang-
undang, karena disamping 1tu terdapat undang-undang yang
berfungst sebagail peraturan pelaksanaan Tap.MPR tentang GBHN.
Ketentuan Tap. ni bersifat imperatif kepada DPR dan Presiden
untuk menyusun dan menetapkan Undang-undang tentang masalah
yang diperintahkan oleh MPR untuk diatur. Kesamaan derajat
Keppres dengan Undang-undang adalah sesuai dengan rumusan yang
tersirat dalam Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966 bagian II butir B.

2. Keppres sebagai peraturan pelaksanaan Undang Undang.

3. Keppres sebagai dasar hukum bagi Presiden untuk melaksanakan
wewenang pemerintahannya. Keppres ini bersifat penciptaan hukum
baru, karena berisi pengaturan tentang hal-hal yang belum
diatur dalam peraturan yang lebih tinggi. Sumber hukum Keppres
ini erat kaitannya dengan kedudukan Presiden sebagai Mandataris
MPR dan penyelenggara negara tertinggi dibawah MPR. Contohnya
Keppres No.31 Tahun 1983 tentang Pembentukan BPKB.

4. Keppres yang berfungsi sebagail peraturan pelaksanaan UUD 1945

3-Philipus Mandiri Hadjon et al.. op.cit.. h.88.
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sendiri. Kedudukan Keppres ini tampaknya berdiri sendiri,
karena walaupun sumber hukumnya adalah ketentuan UubD, namun ia
bersifat dan berfungsi material secara khusus pula. Ketetapan
(beschikking) yang dibuat berdasarkan Keppres ini bersifat
Konstitutif dan isinya lebih berfungsi sebagai ketetapan yang
tidak mengikat secara umum. umpamanya pengangkatan seorang
menteri 34
| Pendapat yang menyatakan bahwa KEPPRES adalah produk
egislatif di tingkat pusat di atas, jelas mengandung keke-
iruan yuridis. Dalam perspektif yuridis KEPPRES adalah
roduk dari suatu tindak pemerintahan vang dalam faktanya
emiliki fungsi beragam, tanpa adanya pengaturan hukum yang
2elas. Hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya fungsi
EPPRES yang tumpang tindih dengan fungsi peraturan per-
hdang-undangari .
| Dengan demikian, dapat dikemukakan
‘ UUD 1245 tidak secara tegas mengatur dasar wewenang untuk
|
| menetapkan KEPPRES, sehingga diinterpretasikan KEPPRES
|
| adalah manifestasi atas makna tersirat ketentuan Pasal 4
! ayat [1] UUD 1945, vyang menentukan kedudukan Presiden
sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, dengan berbagai
wewenang membuat dan menetapkan keputusan, baik berbentuk
pengaturan maupun berbentuk penetapan.

TAP MPRS Nomor. XX/MPRS/1966, secara tersurat (explicit)

menyebutkan dari aspek bentuk, KEPPRES adalah peraturan

-Indroharto. Usaha Mehamami Undang-undang tentang Peradilan Tata
aha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara.
nar Harapan, Jakarta. 1993, h.108.
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perundangan, tetapili dari aspek fungsi, KEPPRES adalah
penetapan. Rumusan tersebut mengandung kelemahan yuridis,
yang menimbulkan kerancuan pengertian dalam memahami
fungsi, tujuan dan kedudukan hukum KEPPRES.

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, KEPPRES
muncul dalam dua jenis produk hukum, yaitu KEPPRES yang
substansinya bersifat umum dan luas jangkauannya, serta
KEPPRES yang substansinya bersifat individual-konkret.

Hal ini membuktikan, pengaturan dan penggunaan KEPPRES
ebagal bentuk produk hukum dalam sistem perundang-undangan
asional tidak sistematis. Akibatnya, keberadaan KEPPRES
enimbulkan masalah berkaitan dengan kedudukannya sebagai
byek gugatan melalul badan Peradilan Tata Usaha Negara,
arena di satu pihak KEPPRES dapat berfungsi sebagai peratur-
n perundang-undangan, sedangkan di pihak lain KEPPRES dapat

ula berfungsi sebagai KTUN.

.3. Ius Standi LSM Lingkungan®®
Pada hakekatnya, penjelasan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6

vat {1) UULH3® memuat hak-hak dasar (grondrechten atau

3D dalam Pasal 1 angka 22 UUPLHM digunakan istilah “organisasi
ingkungan”. Namun demikian. pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
ylam Pasal 1 angka 12 UULH tidak berbeda dengan pengertian organisast
1ngkungan.

36.pengertian Pasal 5 ayat (1) UULH sama dengan pengertian Pasal 5

vat (1) UUPLH, pengertian Pasal 6 ayat (1) dan (Z2) UULH sama dengan
sngertian Pasal 5 ayat (3) UUPLH.
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undamental rights), yang memberikan landasan kuat pada LSM
ingkungan sebagai badan hukum untuk memiliki hak mengajukan
1gatan (ius standi) di pengadilan.

Sehubungan dengan substansi penjelasan ketentuan Pasal §
yat (1) UULH yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai
ak  atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, Heinhard
teiger mengemukakan

Thp Clatm may Tuivil? two dirtrerent Tunciions

Loodhe Tunctions of defense (Abwehrtunktion) is the righi of the
Indivigual to defend himself against an interrerence with #is
env:ronnent which 15 to his disadvantage:

2. The tunction of performance (Leistungstunktion) is the right of
the individusl to demand the performance of an acr rn order to
preserve, to restore or to improve his environment 3

(Tuntutan dapat terdiri dari dua fungsi yang berbeda :

1. fungsi pembelaan. yang merupakan hak setiap individu untuk
membela dirinya terhadap campur tangan pihak luar mengenat
lingkungannya yang mengakibatkan gangguan baginya:

2. fungsi pelaksanaan yang merupakan hak setiap individu untuk
mengajukan tuntutan terhadsp pelaksanaan suatu undang-undang
untuk pemulihan. perbaikan dan pelestarian lingkungan)

erlunya mempertahankan dan melindungi hak dari suatu tinda-
an yang menimbulkan akibat negatif terhadap lingkungan, dan
=wujudkan hak untuk mengajukan gugatan terhadap suatu tinda-
an - yang merugikan kepentingan lingkungan, Jjuga terlihat
3lam  ketentuan Pasal 20 ayat (1), dan ketentuan Pasal 20
sat (3} UULH.

Selanjutnya, berkaitan dengan makna Pasal 6 ayat (1)

3-Heinhard Steiger. Trends in Environmental Policy and Law : The
indamental Right to 3 Decent [nvirgnment. Erich Schmidt Verlag., berlin,
8C. h.3.
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'ULH, yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dan
ewajiban untuk berperanserta dalam pengelolaan lingkungan.
othar GUndling dalam tulisannya tentang The Rationale for
ublic Participation menyatakan bahwa pelaksanaan peranserta
asyarakat dalam pengeleolaan lingkungan penting, karena
lapat

informing  the adminisiration. increasing trne readiness of the

public to accept decistons. supplementing judicia: protection. and

ddemocratizing decision-making. %8

(memberikan informasi kepada pemerintah. meningkatkan kesediaan

masyarakat untuk menerima keputusan. membantu perlindungan hukumn.

dan mendemokratisasikan pengambiian keputusan).
engan demikian, peranserta LSM Lingkungan dalam mewujudkan
ak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, melalui prose-
ur hukum memiliki arti penting.

Esensi keberadaan LSM lingkungan, dinyatakan dalam
okumen hukum lingkungan internasional, berupa pernyataan
'he Experts Group on Environmental Law of the World Commis-
ion on Environment and Development, melalui rumusannya
entang Legal Principles for Environmental Protection and
ustainable Development. Dinyatakan
"...all States should accord capable and qualified non-governmental
organizations concerned with environmental protection and sus-
tainable development the right to consult with all relevant agen-
cies and political sub-divisions of the State with respect to

protecring and conserving the environment. States should provide
the above groups with locus standi to present evidence that the

.| othar Gindling. Trends in Efavironmental Policy and Law : Public
briicipation, tErach Schmidt Vertag. beriin, 1980, h 134
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environment 1s not being adequately protected. Proceedings in such
cases should be open and decisions made public."®

(...5emua negara seharusnya menyetujui keberadaan LSM Lingkungan
yang mampu dan cakap serta pedulil terhadap perlindungan lingkungan
dan pembangunan berkelanjutan hak untuk melakukan konsultasi dengan
semua badan-badan relevan dan bagian politik dari negara yang
berkaitan dengan periindungan dan pelestarian Ingkungan. Negara-
negara tersebut. seharusnya memberikan Josus standi terhadap organ-
$dS1-0rganisasi tersebut untuk menvediakan bukti bahwa 1lingkungan
tidak dilindungt secara memadai. Tata card dalam kasus semacam 1tu
semestinya bersifat terbuka dan keputusan-keputusannya diumumkan
bagi publik)

Jelaslah bahwa, Ius standi penting bagi LSM lingkungan
yang berperan untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang
>aik dan sehat. Namun demikian, pernyataan pentingnya hak
itas lingkungan yang baik dan sehat, yang memuat tentang hak-
1ak manusia (mensenrechten atau human rights), dan hak-
1ak dasar (grondrechten atau fundamental rights) di atas,*°
1anya akan memiliki arti fungsional untuk diimplementasikan
Jalam praktek, jika dilakukan penjabaran melalui sarana hukum
rang tepat, sebagaimana dikemukakan Siti Sundari Rangkuti:

1ak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut, baru

3""'Exper't Group on Environmental Law of the WCED, Ernwirormental Protection and Sustainable Develop-

t : Legal Principles and Recommen-dation, Graham and Trotman/Martinus Wijhoff, London, 19856. h.18.
m'ﬁbdoel Gani, Wubungan Antara Politik, Hak Asasi Dan Pembangunan Hukum Indonesia, Makalah §impos-
un tentang Politik, Hak Asasi dan Pembangunan Hukum, Lustrum ¥11] Unair, 3 Nopember 1994, Surabava.
.2. Menyunting tulisan Meeumissen, D. H. M., Grondrechten, Uitgeveri] het Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
84, h.15. Adboel Gani mengungkapkan bahwa : *.. Hak-hak manusia menunjuk pada hak yang memperoleh
ngakuan secara internasional, atau juga dipahami scbagai hak yang dibela dan dipertahankan secara
ternasional pula. Lebih-lebih hak-hak manusia juga menjadi isu besar dalam teori dan praktek hubungan
ternasional, sedangkan hak-hak dasar hanya mempunyai kaitan erat dengan suatu negara bangsa, hak-hak
ng diokul melalui hukum nasional. Pustaka internasional di bidana hukum dan politik berbicara melalui
nggunaan kata hak-hak manusia, tetapi buku-buku standar jlmu hukum tata negara, begitu juga Undang-
hdang Dasar senantiasa mempergunakan istilah dan pengertian hak-hak dasar.
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memiliki arti apabila dijabarkan melalui saluran hukum.*l
Selanjutnya, pentingnya ius standi bagi LSM Lingkungan
dikemukakan Daud Silalahi:

©.pemerintah memiliky  tanguung  Jawab  terhadap  perlindungan

Iy ngkungan sehagad kewd ] 1han LITTHLAT pemerintah (social
responsibility ). karend pemerintah perlu dan wajib memperhatikan
“moral  issues  that  transcend question  of  Jurisdiction and
procedural”. antara lain tentang perlunyva “private party” mengambil

misiatif untuk welakukan gugatan bagy  kepentingan  umum dengan
maksud metindungi Tingkungan. meskipun tidak dapat menunjukan bahwa
mereka mengalami kerugian secara materiil dan ekonomis.*?
Diungkapkan pula oleh Mas Achmad Santosa, bahwa
tksistensi legal standing bagi LSM lingkungan di berbagai negara
tidak terlepas dari keberadaan hak masyarakat atas pemanfaatan
sumber daya alam yang dikuasai oleh negara vang lebih dikenal
dengan 1istilah doktrin pubirc trust. Dengan dasar public trust
inilah, organisasi-organisasi di1 Amerika serikat menuntut lega?’
standing dalam kaitannya dengan usaha-usaha melestarikan lingkungan
hidup.?

Dengan demikian, kendatipun LSM Lingkungan dalam suatu
gugatan tidak menderita kerugian ekconomis secara langsung,
ius standi bagi LSM Lingkungan diperlukan, karena: Pertama,
kerugian {injury in fact) dalam arti luas, tidak saja

kerugian yang bersifat konkrit dan ekonomis, tetapi dapat

pula berupa kerugian akibat pelanggaran kepentingan

| 41-Syti Sundari Rangkuti, Mukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Ling-
ungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia, Disertasi.
irlangga University Press. Surabaya. 1987. Dalil Butir Kelima.

*2-Daud Sitalahi. Hukum Lingkungan Internasional, Makalah Penataran
asional Hukum Lingkungan. Yogyakarta. 1988. h.18.

43-Mas Achmad Santosa. Kecskapan dan Kewenangan [SM [ingkungan di
engadilan, 1okakarya Penegakan Hukum Lingkungan., Jakarta. 1992, h.40.
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stetikal, konservasional dan rekreasional. Dalam hal ini,
SM Lingkungan harus menunjukkan Kkepeduliannya secara terus
enerus kepada lingkungan, dalam waktu yang cukup lama.
edua, LSM Lingkungan pada hakekatnya bertindak sebagai wali
guardian) dari lingkungan. Sebagai wali, Pengadilan se-
ayaknya memberikan hak kepada LSM Lingkungan dalam melakukan
engurusan terhadap obyek perwalian. Konsekuensinya, LSM
ingkungan harus memahami secara mendalam tentang obyek alam
ang menjadi perwaliannya, sebagai alasan penggunaan haknya
ntuk menggugat. Adanya 1indikasi perusakan atau pencemaran,
enjadi dasar bagi LSM Lingkungan atas nama obyek alam untuk
engajukan gugatan dalam rangka pemulihannya. Aspek positif
endekatan perwalian (guardian approach) adalah bertujuan
encegah membanjirnya gugatan.

Demikian pula, terdapat putusan Pengadilan yang memberi-
an pengakuan ius standi LSM lingkungan. Di Belanda, hak LSM
ingkungan sebagail Penggugat diakui oleh Hoge Raad dalam
asus Nieuwe Meer. Kasus mengenali gugatan dalam kort geding
elalui Pasal 1401 BW oleh tiga organisasi lingkungan,
aitu: Contact Milieubescherming Noord-Heolland, dan Verenig-
ng Milieu defensie dan De Oeverlanden Blijven, terha-
ap Gemeente Amsterdam. Maksud gugatan adalah, agar diperin-
ahkan penghentian pembuangan sampah dan limbah kotoran
erukan yang berasal dari aliran air kanal dalam kota grach-

ern Amsterdam, vyang dibuang keperairan De Nieuwe Meer,
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sehingga sungai ini tercemar airnva.

Dikemukakan $iti Sundari Rangkuti:

Hof Amsterdam dalam putusannya menyatakan gugatan itu dinyatakan

tidak dapat diterima atas dasar bahwa tidak ternyata dalam gugatan

tersebut bahwa organisasi Tingkungan 1tu memiliki kepentingan sen-
t1r1 yang konkmit fenig concrest belang)  untuk mengajukan gugatan
tersebut. Namun d1 tingkat kasasi. Hoge Raad mempertimbangkan bahwa
suatu  organisasi lingkungan dapat mengajukan gugatan tersebut.
karena hal itu merupakan gabungan (bungs7ing) dari kepentingan-
kepentingan yang bermaksud untuk mempercleh larangan {verbod) bag
pencemaran lebih lanjut terhadap lingkungan. Kepentingan tersebut
termasuk dalam kepentingan yang ingin dilindung1 Pasal 1401 BW. D1
samping itu. organisasi lingkungan pada prinsipnya dapat mengajukan
gugatan di hadapan hakim perdata Jjika kepentingan yang menjadi
tujuannya (aantasting van belangen) yang menurut pembentukannya

(doelomschrijving) memperhatikan perlindungan lingkungan.*4
utusan Hoge Raad menunjukkan adanya pengakuan, bahwa suatu
rganisasi lingkungan dapat mengajukan gugatan, jika tujuan
embentukan yang tertulis dalam statuta LSM lingkungan
ersebut untuk melindungi kepentingan lingkungan.

Di Indonesia, terdapat putusan Pengadilan yang mengakui
us standi LSM lingkungan, yaitu gugatan WALHI terhadap lima
'ergugat dalam kasus kerusakan hutan, terdiri atas: BKPM
usat, Gubernur KDH Tingkat I Prop. Sumatera Utara, Menteri
erindustrian, Meneg. KLH, Menteri Kehutanan, serta PT Inti
ndorayon Utama di Medan sebagai Tergugat keenam yang bukan
nstansi pemerintah. Kasus tersebut merupakan kasus gugatan

erhadap perbuatan melawan hukum, berupa pengeluaran beberapa

urat keputusan (beschikking) dari lima instansi pemerintah,

44.<iti Sundari Rangkuti. dan Th. G. Drupsteen. Kasus-kasus Hukum
ingkungan, Kerjasama Indonesia-Belanda. Surabava. 1993 h.96.
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rta kelalaian yang dilakukan oleh PT Inti Inderayon Utama,
ng mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
Paulus Effendi Lotulung mengemukakan:
. Majelis hakim dalam putusannya mengaku) Walhi sebagail organi-
sast Tingkingan dup memi 1k persona standi judicio dan karenanya
dapat bertindak sebagail penggugat mengatasnamakan kepentingan umum.
Dalam pertimbangan putusannya. dikaitkan pula adanya: 1. Pasal 5
dan Pasal 6 UULH. 2. actic popularis yang membuka kesempatan untuk
mengajukan gugatan atas nama kepentingan umum (igemeen belang),
dan 3. tujuan (doelomschrijving) anggaran dasar Walhi. yang antara
lain untuk melindungi kepentingan lingkungan hidup *®
tusan mengenai pengakuan terhadap hak WALHI untuk menjadi
nggugat tersebut, dipertimbangkan dalam bagian eksepsi,
tapi dalam bagian pokok perkara (bodemgeschil} gugatan
:rsebut ditolak, karena WALHI dianggap tidak berhasil
ngukuhkan dalil-dalil gugatannya.

Selanjutnya, untuk menjadi Penggugat dalam suatu sengke-
, tata usaha negara menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU

"UN, haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya di-
rugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negera dapat mengajukan
gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tun-
tutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu di-
nyatakan batal atau tidak sah. dengan atau tanpa disertai tuntutan
ganti rugi dan atau direhabilitasi.

>ngan demikian, seseorang atau badan hukum perdata yang
spat dirugikan akibat keluarnya suatu KTUN, adalah

Sebagai sasaran yang menjadi tujuan suatu KTUN;

45.pgulus Effendi Lotulung. Penegakan Hukum [ingkungan Oleh Hakim
rdata. Citra Aditya Bakti. Bandung., 1993 h.6l.
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Sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, terdiri atas

a. Orang (individu) yang merasa kKepentingannya dirugikan
akibat keluarnya suatu KTUN;

b. Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugi-

kan, akibat keluarnya suatu KTUN.

Metode Penelitian
.1. Pendekatan Masalah

Berpangkal tolak dari latar belakang masalah dan tujuan
enelitian, untuk memperoleh jawaban atas pokok masalah
igunakan metode penelitian hukum normatif,*® yvang diarahkan
ntuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum, melalui
nalisis terhadap pokok masalah dengan menggunakan pendekatan
tudi kasus dana rebocisasi (Putusan Pengadilan Tata Usaha
egara Jakarta No. 088/G/199%94/Piutang/PTUN.Jkt.). Dipilihnya
asus di atas dalam penelitian ini, adalah untuk mengetahui
roses penegakan hukum lingkungan melalui Pengadilan dalam
ingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Studi kasus merupakan pendekatan masalah yang dianggap
epat, karena melalui analisis isu hukum (legal issues, legal
uegstions}) dalam kasus di atas dengan menggunakan bahan-bahan
ukum yang relevan, diharapkan dapat dirumuskan argumentasi

“'Philipus Mandiri Hadjon, Pengkajian Il Hukum, FH UNAIR, Surabaya, 1994, h.11. Kekuatan kajran

hkumn normatif terletak pada langkah- langkah yang mudah ditelusuri iimuwan hukum lainnya, .. .0leh karena
u langkah awal suatu kajian hukum normatif adalah penentuan pokok masalah secara tepat dan selanjutnya
tarik isw-isu hukum terkait atau komponen-komponen yang mendukungnya.
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wlkum  yang bermanfaat bagli pengembangan ilmu  hukum, dan

solusi masalah hukum lingkungan dalam praktek.

y.2. Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi :%7
1. Bahan hukum primer ‘primary scources or authorities}),
sepertl peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan
dan dokumen hukum lainnya vang memiliki relevansi
fungsional dengan pokck masalah dan tujuan penelitian.
>. Bahan hukum sekunder (secondary sources or authorities),

seperti disertasi, tesis, buku, dan jurnal ilmiah yang

ditulis oleh para ahli hukum.

5.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh dan memiliki relevansi
iengan pokok masalah, diinventarisasi, diidentifikasi, dan
jiklasifikasi dengan menggunakan sistem kartu (card system!),
rang terdiri atas kartu ikhtisar, kartu kutipan dan kartu

48

1lasan atau kartu analisis®® untuk dipergunakan sebagaili alat

alam proses pemecahan masalah hukum (legal problem solving).

b .4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.

Pengolahan bahan hukum dilakukan menurut prinsip-prinsip

47.C F.G. Sunmaryati Hartono. FPenelitian Hukum di Indonesia Pada
hkhir Abad Ke-20. Alumni, Bandung, 1994, h. 134.

“.\Winarno Surakhmad. Pengantar Penelitian Ilmiah. Dasar. Metode dan
eknik. Trasito. Bandung, 1990, h. 267,
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ajian ilmu hukum normatif.*® Berdasarkan prinsip-prinsip
ersebut, analisis bahan hukum dilakukan melalui metode
nterpretasi®® bahan hukum yang menjadi berkaitan dengan
ujuan penelitian. Selanjutnya, penulisan hasil analisis
ilakukan dengan berpedoman pada empat prinsip penalaran®!

alam ilmu hukum. Analisis bahan hukum bermaksud menilai

”9"Philipus Mandirt Hadjon, Pengkajian Ilmuy Hukum Dogmatik (Mormatif), Yuridika Momar & Tahun IX,

pember-Desember 1994, h.6. Pengkajian ilmu hukum (normatif) mensyaratkan adanya: 1. perumusan masalah,
ng menjadi titik sentral kajisn hukum. 2. penetapan metode, dibatasi oleh perumusan masalah, obyek
ng diteliti dan tradisi keilmuan hukum. Hasil dari suatu penelitian hukum adalah argumentasi hukign.
perumssan teori, harus dirwmskan dalam konsep yang jelas dengan dijelaskan melalui definisi presisi
n stipulatif, ...»

so'Soeunto, Kekuasaan Dan Tanggung Jasab Presiden Indonesia @ Suatu Penelitian Segi-segi Teoritik
n Yuridik Pertanggungjawaban Xekuasaan, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga, Sura-
va, 1990. h.37. "...3). Obyek studi flmu hukum dan hukum adalah hukum, oleh karena itu pusat perhatian
nelitian hukum ditujukan untuk memahami isi hukum positif melalui interpretasi hukum. Kegunaan ajaran
terpretasi sangat besar, karena dengan interpretasi secara langsung akan mengaitkan makna hukuw dengan
ktor-faktor non-hukun yang menjadi {atar belakang pembentukan hukum positif.

51'J.H. Harris, Law and Legal Science : An Inquiry into the Concepts Legal Rule and Legal Systom,
arendon Press, Oxford, 1979, h.10. The rule-systematizing logic of {egal science, ...is comprised of
ur principies: exclusion, subsumption, derogation, and non-contradiction. By exclusion is meant that
inciple in accordance with which legal science presupposes a determinate number of independent legis-
tive sources for any tegal system, and thereby identifies the system. By subsumption is meant that
inciple in accordance with which legal sctence makes hierarchicat comnections between legal rules
iginating in superior and inferior legislative sources. By derogation is meant that principle in
cordance With which legal science rejects a rule, or part of a rule, because of its conflict with
ather rule originating in a superior source. By non-contradiction is meant that principle in accor-
ce with which legal science rejects the possibility of describing a legal system in such a way that
= could affirmn the existence of a duty, and alse the non-existence of a duty, covering the same act-
tuation on the same occasion. (Kaidsh-logika sistematisasi dari ilmu hukum, ...terdiri dari empat
insip yaitu eksklusi, penggolongan (subsumsi), derogasi, dan non-kontradiksi. Eksktusi diartikan
vagai prinsip yang berkaitan dengan mana ilmu hukum mensyaratkan suatu peraturan perundang-undangan
g bersumber dari legislatif untuk setiap sistem hukum, dan dengan cara demikian dapat diidentifikasi
atU sistem. Subsumsi diartikan sebagai prinsip dengan mana ilmu hukum menentukan hubungan hirarki
tara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan lebih rendah,
g bersumber dari legislatif. Derogasi diartikan sebagai prinsip dengan mana ilmu hukun menolak suatu
-aturan, atau bagian dari peraturan, yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Non-
‘tradiksi diartikan sebagai prinsip dengan mana ilmu hukum menolak suatu sistem hukum yang di satu
ak menetapkan suatu kewajiban, tetapi d7 pihak lain meniadakan kewajiban terhadap suatu situasi dan

~istiwa yang sama).
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ukum positif dan fakta hukum dengan menggunakan ilmu hukum.

Sistematika

Bertitik tolak dari latar belakang masalah dan pokok
asalah, yang dianalisis dengan menggunakan metode penelitian
ukum normatif, disusun pertanggungjawaban sistematika penu-
isan tesis (hasil penelitian), ke dalam empat bab pembahas-
n, sebagal berikut

Bab pertama, adalah bab pendahuluan yang memuat latar
elakang dan pokok masalah sebagai eksplanasi awal terhadap
erlunya dilakukan penelitian, dilengkapi dengan tujuan dan
anfaat penelitian. Selanjutnya, dirumuskan kajian pustaka

ang diperlukan sebagaili pedoman arah penelitian. Metode

enelitian mengetengahkan cara dan proses ilmiah, untuk
endapatkan jawaban yang tepat atas pokok masalah.
khirnya disusun pertanggungjawaban sistematika. Bagian

endahuluan, berfungsi sebagai landasan bagli penulisan bab-
ab selanjutnya.

Bab kedua, memuat analisis yang bertujuan untuk menje-
askan dan sekaligus menjawab isu hukum pertama. Untuk mewu-
udkan tujuan tersebut, maka bab kedua mengetengahkan judul

b berupa figur hukum Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun
94. Uraian dalam bab ini diawali dengan analisis tentang
rakteristik peraturan perundang-undangan, keputusan tata

aha negara, dan keputusan tata usaha negara vang merupakan
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erbuatan hukum perdata, untuk kemudian dilanjutkan dengan
nalisis tentang sumber wewenang, prosedur dan substansi
(eputusan Presiden R.I. Berdasarkan konsep-konsep hukum dari
1asil analisis tersebut, selanjutnya dilakukan analisis
erhadap Keputusan Presiden R.I. No. 42 Tahun 1994 sebagai
byek sengketa dalam kasus dana reboisasi.

Bab ketiga, memuat analisis yang bertujuan untuk menje-
laskan dan sekaligus menjawab isu hukum kedua. Untuk mewujud-
carn tujuan tersebut, maka bab ketiga mengetengahkan judul bab
>erupa kualitas dan kepentingan LSM lingkungan sebagai Peng-
ugat melalui badan Peradilan Tata Usaha Negara. Uraian dalam
>ab ini diawali dengan analisis tentang pengertian dan bentuk
>rganisasi LSM lingkungan, kepentingan LSM lingkungan dalam
»engelolaan lingkungan, serta kriteria kepentingan LSM ling-
cungan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha
legara. Pada akhirnya, konsep-konsep hukum dari hasil anali-
Fis tecritis tersebut digunakan sebagal kriteria analisis
erhadap alasan penolakan dan pengakuan LSM lingkungan seba-
jai Penggugat dalam kasus dana reboisasi di Pengadilan Tata
fsaha Negara Jakarta.

Bab keempat, adalah bab penutup yang terdiri atas sim-
bulan hasil analisis sebagai jawaban atas pokok masalah, yang
iilengkapi dengan saran berdasarkan simpulan hasil peneli-

ian.
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BAB II
FIGUR HUKUM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 1994 TENTANG
BANTUAN PINJAMAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA

Penegakan hukum lingkungan melalui badan Peradilan Tata
'saha Negara, adalah bentuk perlindungan hukum atas kepen-
ingan lingkungan yang bersifat represif. Penegakan hukum
ersebut, dilakukan melalui pengajuan gugatan, agar Majelis
akim melakukan pengujian atas Kkeabsahan suatu KTUN yvang
ianggap merugikan kepentingan lingkungan. Dengan demikian,
aktor kualitas hukum dan faktor kemampuan hakim, sangat
enentukan keberhasilan proses penegakan hukum.

Putusan Majelis Hakim yang menyatakan gugatan tidak
apat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dalam kasus dana
eboisasi, menimpbulkan kontroversi yuridis. Dalam posita,
enggugat menyatakan bahwa KEPPRES No. 42 Tahun 1994 memenuhi
lemen-elemen KTUN. Dalam eksepsi, Tergugat berdalih bahwa
EPPRES No. 42 Tahun 1994 merupakan peraturan perundang-
ndangan. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menyatakan
ahwa badan Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kompe-
ensi untuk mengadili, karena KEPPRES No. 42 Tahun 1994
ikategorikan sebagai KTUN yang merupakan perbuatan hukum
erdata.

Di samping itu, diterimanya eksepsi Tergugat tentang

oyek sengketa, mengakibatkan Majelis Hakim tidak melakukan

47
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emeriksaan pokok perkara untuk menguji keabsahan KEPPRES
0. 42 Tahun 1994. Padahal, untuk mengetahui substansi dari
epentingan lingkungan mutlak dilakukan penilaian atas ke-

bsahan KEPPRES No. 42 Tahun 1994.

. Peraturan Perundang-undangan, Keputusan Tata Usaha Negara,
dan Keputusan Tata Usaha Negara Yang Merupakan Perbuatan

Hukum Perdata
.1l. Karakeristik Peraturan Perundang-undangan
Peraturan perundang-undangan menurut UU PTUN, dijelaskan
alam ketentuan Pasal 1 angka 2
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang

melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. (garis bawah dari penulis)

elanjutnya, penjelasan Pasal 1 angka 2 UU PTUN menyebutkan

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan datam undang-
undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum
yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat (DPR) Dersama Peme-
rintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua
Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat
pusat maupun di tingkat daerah. yang juga bersifat mengikat secara
unum. (garis bawah dari penulis)

erdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU PTUN, maka termasuk
alam pengertian peraturan perundang-undangan adalah keten-
uan Pasal 2 huruf b UU PTUN yang menyatakan bahwa keputusan
|

ata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat
mum. Penjelasan ketentuan Pasal 2 huruf b UU PTUN menyebut-

aTIl

Yang dimaksud dengan pendaturen yang bersifat umum 1alah pengaturan
yang memuat norma-riorma hukum yang dituangkan dalam bentuk per-

TESIS Penegakan hukum lingkungan ... Bambang Sugiono




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

49

aturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang. (garis
bawah dari penulis)
Dengan demikian, menurut UU PTUN peraturan perundang-
indangan adalah
Peraturan yang mengikat secara umum, dan dikeluarkan oleh
DPR bersama Pemerintah, sebagal wewenang legislatif.

. Keputusan yang mengikat secara umum, dan dikeluarkan oleh
pejabat tata usaha negara, sebagai wewenang pemerintahan.
leh karena itu, keputusan tata usaha negara yang merupakan
engaturan bersifat umum (besluit van algemene strekking),
idak termasuk kategori KTUN (beschikking), sehingga tidak
lapat dijadikan obyek gugatan menurut UU PTUN. Di samping
tu, karena dikategorikan sebagai peraturan perundang-
ndangan, penetapan tertulis yang merupakan pengaturan bersi-
'at umum, dapat dijadikan dasar hukum dikeluarkannya suatu

TUN .
Dikemukakan oleh Bagir Manan, keputusan pejabat tata

isaha negara dapat diklasifikasikan menjadi

1. Keputusan yang berisi peraturan perundang-undangan (algemeen
verbindende voorschriften),

2. Keputusan yang berisi ketetapan atau penetapan (beschikking);

3. Keputusan yang bukan peraturan perundang-undangan dan juga bukan
ketetapan, tetapi mempunyai akibat yang bersifat (secara) umum
(besluiten van algemene strekking). Keputusan pengesahan, penun-
daan atau pembatalan suatu peraturan daerah;

4. Keputusan yang berisi perencanaan (plannen), dan

5. Keputusan yang berisi peraturan kebijaksanaan (beleidsregel,
pseudo wetgeving., spiegeirecht) yang dikeluarkan atas dasar
asas kebebasan bertindak (beleidsvrijheid). !

1-Bagir Manan, Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-undangan,
itjen. Kumdang. Dep. Kehak.,6 Jakarta, 1995. h.2.
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emerintah, di samping berwenang mengeluarkan penetapan
beschikking), yaitu penetapan tertulis yang bersifat kon-
ret, kasuistis, kondisional, dan situasional, juga berwenang
engeluarkan peraturan perundang-undangan, vyaitu ketentuan
ang derajatnya di bawah undang-undang, tetapi mempunyai daya
kat umum dan bersifat abstrak.
Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966,° menyebutkan bentuk-

entuk peraturan perundang-undangan sebagai berikut

Bentuk -bentuk Peraturan Perundangan Republik Indonesia menurut
Undang-undang Dasar 1945 ialah sebagai berikut: Undang-undang Dasar
Republik Indonesia 1945, Ketetapan MPR. Undang-undang/ Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang. Peraturan Pemerintah. Keputusan
Presiden Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya seperti: Per-
aturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lainnya. (garis bawat
dari penulis)

elanjutnya, TAP MPRS No. XX/MPRS/1%966 menjelaskan bahwa,
asing-masing bentuk peraturan perundang-undangan &i atas
emiliki fungsi, sebagai berikut

1. Undang-Undang Dasar: ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam
pasal-pasa) Undang-undang Dasar adalah ketentuan-ketentuan yang
tertinggi tingkatnya yang pelaksanaanya dilakukan dengan Kete-
tapan MPR, Undang-undang atau Keputusan Presiden.

2. Ketetapan MPR: a, Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar
dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan Undang-undang, dan
b. Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang
eksekutif dilaksanakan dengan Keputusan Presiden.

2‘T5P WPRS Momor JOU/MPRS/19GH : adalah satu-satunya hukum positif yang berfungsi sebagai dasar
Lkum bagi pengaturan tata urutan perundang-undargan. Terhadap TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 pernah dilaku-
hn upaya untuk menyempurnakannya melalui: TAP MPR No. V/MPR/1973 tentang Peninjauan Produk-produk yang
brupa TAP MPRS (Pasal 3: tetap berlaku dan perlu disempurnakan ketetapan-ketetapar Majelis Permusyawar-
Fan Rakyat Sementara No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik
hdonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia), dan TAP WPR No. IX/WPR/197T8, ten-
hng perlunya penyempurnaan yang termaktub dalam Pasal 3 TAP MPR RI No. V/MPR/1973, (Pasal 1: perlunya
FRyempurnaan yang termaktub dalam pasal 3 TAP MPR No. V/MPR,/1973). Namun, produk hukum yang mengganti-
hri TAP MPRS Mo. XX/MPRS/1966 belum perrnah direalisasikan.
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3. Undang-undang: a. Undang-undang adalah untuk melaksanakan
Undang-undang Dasar atau Ketetapan MPR. dan D. Dalam hal ihwal
kepen-tingan yang memaksa. Presiden berhak menetapkan
peraturan-peraturan sebagat pengganti Undang-undang.
a. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat datam persidangan berikut.
b. Jika tidak mendapat persetujuan. maka Peraturan Pemerintah
1tu harus dicabut.
4 Peraturan-pemerintah- Peraturan Pemerintah adalah memuat aturan-
aturan umum untuk meiaksanakan Undang-undang.
hH. Keputusan Presiden: Keputusan  Presiden berisi keputusan yang
bersifat khusus (eirnmalig) adalah untuk melaksanakan ketentuan

Undang-Undang Dasar vyang bersangkutan. Ketetapan MPR dalam
Didang eksekut1t atau peraturan Pemerintah.

. Peraturan-peraturan Pelaksanaan fainnya: Peraturan Menteri.
Instruksy Mentery dan lain-lain, harus dengan tegas berdasar dan
bersumber pada peraturan perundang-undangan yang lebih tingg:.

(smail Saleh mengemukakan

Perbuatan administrasi negara {TUN) dikelompokan ke dalam 3 macam :

1. Mengeluarkan keputusan:

2. Mengeluarkan peraturan perundang-undangan:

3. Melakukan perbuatan materiel.

Dari ketiga macam perbuatan tersebut. yang menjadi kompetensi Per-

adilan Administrasi Negara (TUN) terbatas hanya pada perbuatan me-
ngeluarkan keputusan.®

Pendapat yang menyatakan bahwa suatu produk hukum
sebagal peraturan perundang-undangan hanya berdasarkan pada
-ata urutan dan istilah penyebutan sebagaimana wuraian di
tas, ternyata memperlihatkan beberapa kelemahan yuridis,
ebagai berikut

Tidak adanya keseragaman penyebutan tentang bentuk atau

jenis produk apa saja yang dapat dikategorikan sebagai

peraturan perundang-undangan. Hal tersebut disebabkan oleh

3-Tsmail Saleh. Sambutan Pemerintah : Persetujuan UPR Terhadap
bancangan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 20 Desember
Y86. Set Neqg.. Jakarta.
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jenis produk hukum yang senantiasa bertambah, seiring
dengan semakin meningkatnya kebutuhan hukum masyarakat.
Contoh: TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 secara jelas hanya
menyebut enam bentuk, dengan memasukkan UUD dan TAP MPR
sebagal peraturan perundang-undangan, sedangkan Undang-
undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
di Daerah memasukkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala
Daerah sebagal peraturan perundang-undangan.
Tidak adanya korelasi vyang konsisten antara penyebutan
bentuk dengan substansi dari masing-masing peraturan
perundang-undangan, sehingga penyebutan suatu bentuk
peraturan perundang-undangan tidak selalu mencerminkan
substansinya. Contoh : istilah keputusan, menurut TAP MPRS
Nomor XX/MPRS/1966 adalah bentuk peraturan perundang-
undangan, tetapi menurut Ismail Saleh merupakan penetaparn.
Dalam praktek, istilah keputusan, substansinya dapat
bersifat mengatur maupun bersifat individual-konkrit.
leh karena itu, karakteristik peraturan perundang-undangan
clas tidak dapat diketahui hanya dengan berdasarkan bentuk
ari tata urutannya saja. Peraturan perundang-undangan harus
iketahui berdasarkan elemen-elemen yang menjadi substansi-
Va.
Bagir Manan mengungkapkan bahwa, peraturan perundang-
ndangan harus memiliki tiga elemen sebagai berikut
1. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis.
Karena merupakan keputusan tertulis. maka peraturan
perundang-undangan  sebagal kaidah hukum lazim disebut hukum

tertulis (geschrevenrecht . written law):
2. Peraturan perundang-undangan dibentuk  oleh pejabat  dtau
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lingkungan Jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang
membuat peraturan yang berlaku atau mengikat umum:

3. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum. tidak
dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang.?

P. J. P. Tak, merumuskan peraturan perundang-undangan

"...als een besluit van cen orgaan met wetgevende regels bevat. Het
begrip algemeen 1n deze omesschrijving wil niet zeggen dat materi-
ele wetten alleen die wetten zign die alle purgers binden. maar
slechts dat materiele wetten niet voor eern bepéald geval gelden.
fmaar van toepassing zijn in een onbepadld dantal aevallen en  voor
een onbepaald aantal personen.”

(... sebagal keputusan dari suatu organ yang berisi ketentuan per-
aturan perundang-undangan. Pengertian umum dalam uraian ini tidak
berarti bahwa undang-undang material hanya undang-undang yang
mengikat semua warga masyarakat. tetapi hanyalah bahwa undang-
undang material tertentu, tetapi lebih tepat sebagat suatu yang
mengikat umum, dalam peristiwa-peristiwa dan orang-orang yang
jumlahnya tidak terbatas).

Demikian pula, D. P. W. Ruiter, dalam tulisannya tentang
ndang-undang dalam arti material (wet in materiele zin),
engemukakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan harus
engandung tiga elemen vyaitu : rechtsnormen, naar buiten

erken, algemeenheid in ruime zin.®

{(norma hukum, berlaku
xeluar dan bersifat umum dalam arti luas).
Dengan demikian, suatu produk hukum yang disebut sebagai®

pberaturan perundang-undangan haruslah memenuhi kriteria

4Bagir Manan, Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-undangan.
Mitjen. Kumdang. Dep. Kehak.. Jakarta, 1995. h.3.

>P.J.P. TAK, Rechtsvorming in Nederland, Samson H.D. Tjeenk Wil-
ink., Alpen aan den Rign. 1987. h.70.

©-D W.P. Ruiter. Bestuursrechtelijke Wetgevingsleer, Assen/ Maas-
Lricht Van Gorcum, 1987 h.7.
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uridis sebagai berikut
Dapat dipergunakan sebagal dasar wewenang pemerintahan
bagli suatu pejabat tata usaha negara, dalam melaksanakan
urusan pemerintahan.
Memiliki daya kerja keluar secara umum, artinya norma-
norma substansinya bersifat mengatur secara umum dan
abstrak, berlaku bagi jajaran pemerintah yang dituju
maupun bagi warga masyarakat. Jadi, suatu peraturan yang
hanya berlaku intern dalam jajaran pemerintahan tidak
memenuhi kualifikasi peraturan perundang-undangan.
Diciptakan menurut prosedur yang ditentukan oleh suatu
peraturan perundang-undangan di atasnya.

Ringkasnya, elemen-elemen yang menjadi Kkriteria hukum
eraturan perundang-undangan, terdiri atas : suatu keputusan
tau kaidah hukum tertulis, dibuat berdasarkan prosedur
ertentu oleh pejabat yang berwenang, serta substansinya

ersifat mengikat secara umum.

.2. Karakteristik Keputusan Tata Usaha Negara
Pengertian sengketa hukum administrasi menurut ketentuan
asal 1 angka 4 UU PTUN disebut dengan istilah sengketa tata
saha negara, yaitu:
Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang
tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan
badan atau pejabat tata usaha negara. baik di pusat maupun di
daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara

(KTUN) . termasuk sengketa kepegawalan berdasarkan peraturan per-
undang undangan yang berilaku.
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Dengan demikian, KTUN merupakan obyek sengketa tata usaha
|negara. Pasal 1 angka 3 UU PTUN menyebutkan bahwa KTUN

Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ber-
sifat konkrit. individual dan final. yang menimbulkan akibat hukum
bagl seseorang atau badan hukum perdata.

Rumusan Pasal 1 angka 3 UU PTUN, menunjukkan bahwa elemen-
elemen yang menjadi kriteria hukum KTUN, meliputi
1. Penetapan tertulis,
2. Dibuat oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,
3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara,
' Bersifat konkret, individual,

Final,

Akibat hukum bagi sesecrang atau badan hukum perdata.

Rumusan kriteria hukum KTUN yang bersifat kumulatif di

tas, dimaksudkan untuk memberikan batas-batas pengertian
erhadap beberapa KTUN yang dirumuskan dalam Pasal 2, Pasal
, dan Pasal 49 UU PTUN. Jelaslah bahwa, obyek sengketa yang
enjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara menu-
rut Pasal 1 angka 3 UU PTUN adalah KTUN, dengan

L. Perkecualian ketentuan Pasal 2.’

7'l4|enc.°.r‘me|1:i makna ketentuan Pasal 2, vyang menyatakan bahwa, tidak termasuk dalam pengertian
eputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undeng ini : Huruf a, keputusan tata usaha negara (KTUN)
fang merupakan perbuatan hukum perdata. Wuruf b, keputusan tata ussha negara (KTUN) yang merupakan
pengaturan yang bersifat umum. Huruf c, keputusan tata usaha negara (KTUN) yang masih memerlukan perse-
ujuan. Sebenarnys tidak tepat jika ketentuan Pasal 2 huruf a b dan ¢ merupakan perkecualian, sebab
etiga ketentuan tersebut menurut penalaran hukum, dengan sendirinys bukanlah KTUN vang dapat dijadikan
byek sengketa, karena tidak memenuhi elemen-elemen ketentuan Pasat 1 angka 3. Dengan demikian, rumusan
asal 2 huruf a b dan c pada hakekatnya tidak diperlukar. Pencantuman ketiga rumusan tersebut justru
apat menimbulkan masalah ketidakpastian hukum, sebab rumusan KTUN justru menjadi tidak konsisten.
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2. Penambahan ketentuan Pasal 3.
|
3. Pembatasan ketentuan Pasal 49.
Selanjutnya, karakteristik dari masing-masing elemen
yang merupakan kriteria hukum KTUN, dijelaskan sebagai

berikut

'1.2.1. Berbentuk Penetapan Tertulis.

|
|
| Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU PTUN dan penjelasannya,

tidak memberikan rumusan kriteria tentang bentuk maupun jenis
keputusan yang dapat dikategeorikan sebagai KTUN. Kriterianya
hanya menyebutkan bahwa suatu KTUN harus berbentuk penetapan
tertulis. Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PTUN menyebutkan

Istilah "Penetapan Tertulis" terutama menunjuk kepada  isi_dan
bukan bentuk yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara. Ketetapan i1tu memang diharuskan tertulis, namun yang di-
Syaratkan tertulis bukanlah bentuk formatnya seperti surat
keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis 1itu
diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. ... (garis bawah dari
penulis)

Bentuk tertulis menjadi persyaratan suatu KTUN. Dasar
pemikirannya adalah pelaksanaan urusan pemerintahan yang baik
harus selalu melakukan tindakan hukum wmelalui keputusan
secara tertulis demi kepastian hukumnya. Pihak yang memiliki
kepentingan langsung dapat meminta, agar badan atau pejabat
tata usaha negara yang mengeluarkan KTUN mengirimkan kepada-
nva. Jika pihak tersebut tidak menyetujui karena merasa diru-
gikan kepentingannya, yang bersangkutan berhak mengajukan

gugatan. Namun, Jjika badan atau pejabat tata usaha negara
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rang berkompeﬁen tidak memberikan jawaban, maka berdasarkan
etentuan Pasal 3 UU PTUN, badan atau pejabat tata usaha
legara tersebut dapat digugat karena telah menclak menge-
uarkan KTUN.

Masalah teknis yang dapat timbul adalah, perlindungan
wukum bagi pihak ketiga yang kepentingannya dirugikan akibat
eluarnya KTUN, tetapi tidak menjadi tujuan KTUN. Dalam hal
ni, untuk memenuhil syarat pengajuan gugatan, maka pihak
cetiga tersebut harus berupaya mendapatkan salinan KTUN
ersebut.

Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PTUN, menyebutkan juga
yahwa, kata penetapan tertulis tidak menunjuk pada bentuk
ertentu, tetapi justru menunjuk pada isi hubungan hukum yang
litetapkan dalam KTUN. Hal ini berarti, tidak menjadi masa-
.ah, apapun bentuk atau penyebutan nama produk hukum yang
ienjadi obyek sengketa, sepanjang memenuhi elemen-elemen

(TUN.

1.2.2. Dibuat oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU PTUN menyatakan
ahwa badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau
>ejabat di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Makna tentang
siapa yang dimaksud dengan badan atau pejabat tata usaha
legara menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU PTUN, harus
iiartikan sebagzi pejabat pemerintah.

Dikemukakan cleh Philipus Mandiri Hadjon
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Pengertian badan atau pejabat tata usaha negara janganlah diartikan
semata-mata secara struktural tetapi lebih ditekankan pada aspek
fungsional. hukum tata usaha negara (HTUN) = hukum administrasi

(HA). HA = Hukum publik (HP), dengan demikian tindakan hukum tata

usaha negara (HTUN) = tindakan hukum publik (HP).®
.ebih lanjut, Philipus Mandiri Hadjon menyatakan

Bag1l pemerintah, dasar untuk melakukan perbuatan hukum publik

adalah kewenangan yang berkaitan dengan suatu jabatan (ambt).

Jabatan memperoieh wewenang melalui tiga sumber yakni: atribusi.

delegasi dan mandat. akan melahirkan kewenangan (bevoeggheid. legal

power. competence). Dasar untuk melakukan perbuatan hukum privat

1alah kecakapan bertindak {(bekwaamheid) dari subyek hukum (orang

atau badan hukum) ®

Artinya, pejabat pemerintah yang menjalankan fungsinya
sebagal penyelenggara pemerintahan, secara fungsional melaku-
can tindakan hukum publik berdasarkan kewenangan yang ber-
caitan dengan jabatan (ambt). Jabatan diperoleh berdasarkan
vewenang yang bertumpu pada tiga sumber kewenangan, yaitu:
atribusi, delegasi dan mandat.

Dengan demikian, tanggung gugat berkaitan dengan tinda-
can  hukum publik adalah pejabat, sedangkan tanggung gugat
serkaitan dengan perbuatan hukum privat yang dilakukan peme-
|
intah, adalah badan hukum pubklik. Konsekuensinya, gugatan
alam sengketa tata usaha negara ditujukan kepada pejabat

embuat KTUN, sedangkan gugatan perdata ditujukan kepada

emerintah sebagai badan hukum publik.

8-Philipus Mandiri Hadjon et al.. Pengantar Hukum Administrasi
ndonesia, Gadjah Mada University Press, cet. keempat, 1995. h.139.

9-ibid_. h.140.

TESIS Penegakan hukum lingkungan ... Bambang Sugiono




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

59

Dikemukakan pula oleh Philipus Mandiri Hadjon

Pada dasarnya pemerintah tidak hanya melaksanakan undang-undang
tetapi atas dasar Frefes Ermessen dapat melakukan perbuatan lainnya
meskipun Belum diatur secara tegas oleh Undang-undang. Kepustakaan
Belanda lebih populer menggunakan istilah bestuur daripada istilah
uitvoerende macht. Dalam kaitannya dengan KTUN. disamping keputusan
pelaksanaan (executive decision. beschikiing). ada keputusan bebas
(discretionary decision, vrije beschixking) ... Dengan demikian
kalau pengertian tata usaha negara diartikan sebagai urusan peme-
rintahan (Pasal 1 angka 1) maka urusan pemerintahan itu tidak hanya
meliputi kegiatan yang bersifat eksekutif saja.l

Mengartikan pejabat tata usaha negara sebagal lembaga
rang melakukan urusan pemerintahan sebagal kegiatan ekseku-
-if, dapat menimbulkan kerancuan pemahaman. Menurut ketentuan
>asal 1 angka 2 UU PTUN, pejabat tata usaha negara melaksana-
an urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-
ndangan yang berlaku. Padahal, pejabat tata usaha negara,
Hi samping melaksanakan undang-undang juga bertindak atas
lasar kewenangan tidak terikat (Freies Ermessen) untuk mela-
fukan tindakan hukum lainnya, kendatipun belum diatur secara
fegas dalam Undang-undang.

Dikemukakan oleh Philipus Mandiri Hadjon

Kekuasaan bebas meliputi kewenangan untuk memutuskan secara mandiri
dan kewenangan interpretasi terhadap norma tersamar (vage normen),
terhadap kekuasaan bebas (vrij bestuur) asas wetmatigheid tidaklah
memadai. Kekuasaan bebas bukanlah suatu kekuasaan yang tidak terba-
tas, karena harus merupakan kekuasaan yang tunduk pada hukum,
setidaknya tunduk kepada hukum tidak tertulis berupa asas-asas
hukum, -vang dalam hukum administrasi Belanda dirumuskan sebagai

algemene beginselen van behoorlijk bestuur, principles of proper
administration. principles of due administration. Gambaran tersebut

16-7pid.. h.138.
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dimaksudkan sebagai bahan perbandingan untuk mempertajam konsep
hukum administrasi Indonesia.ll

Yurisprudensi AROB (Peradilan Administrasi Belanda),
sebagaimana ditulis oleh Philipus Mandiri Hadjon, menyatakan
Insur-unsur algemene beginselen van behoorlijk bestuur,

rerdiri atas

asas pertimbangan (motiveringsbeginsel)

asas kecermatan (zorgvuldigheidsbeginsel ;

asas kepastian hukum (rechiszekerheigsbeginsel)

- asas kepercayaan atau asas menanggapi harapan yang telah ditim-
bulkan (vertrouwensbeginsel of beginsel van opgewekte
verwachtingen)

asas persamaan {(gelijkheidsbeginsel)

asas keseimbangan (evenwichtheidsbeginsel)

3sa8s kewenangan (bevoegdheidsbeginsel )

asas fair play (beginsel van fairplay)

larangan "detournement de pouvoir® (het verbod van detournement
de pouvoir)

larangan bertindak sewenang-wenang (het verbod van willekeur )12

el TS —

Lown] OO0~

Di Indonesia, asas-asas umum pemerintahan vang baik
AUPB), sebaimana algemene beginselen van behoorlijk bestuur
(ABBE) di Belanda, memang tidak secara jelas dicantumkan
lalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN sebagai alat ukur
tas norma keabsahan pemerintahan. Namun, makna tersirat dari
etentuan Pasal 53 ayat (2) huruf ¢ UU PTUN, memberikan
eluang keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik,
ntuk menguji KTUN yang bersumber dari kewenangan tidak

erikat.

1-philipus Mandiri Hadjon. Pemerintahan Menurut Hukum (Wet en
echtmatig bestuur), Yuridika. Agustus, 1993, h.4.

12-ipid. .
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Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik di
ndonesia, secara yuridis merupakan manifestasi dari penerap-
n asas 1ius curia novit menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1)
an Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 seba-
al berikut

Pasal 14 ayat (1)

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadiii

sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau

kurang jelas. melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pasal 27 ayat (1) :

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali. mengikut)

dan memahami nitai-nilail hukum yang hidup dalam masyarakat.

Di samping itu, petunjuk pelaksanaan Mahkamah Agung R.I.
anggal 24 Maret 1992 No. 052/Td.TUN/III/1992, Butir 5 ten-
ang Diktum Putusan, Angka 1, menyatakan

D1 dalam hakim mempertimbangan adanya asas-asas umum pemerintahan
yang baik sebagai alasan pembatalan penetapan, maka hal tersebut
tidak perlu dimasukkan dalam diktum putusannya. melainkan cukup
dalam pertimbangan putusan dengan menyebutkan asas mana dari asas-
asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar dan akhirnya harus
mengacu pada Pasal 53 ayat (2) UU PTUN.

Dengan demikian, keputusan yang dibuat berdasarkan
ewenangan terikat (gebonden beschikking), diukur dengan
eraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis. Namun,
eputusan yang dibuat berdasarkan kewenangan tidak terikat
vrije beschikking) karena sulit diukur dengan peraturan
erundang-undangan, sudah semestinya diukur dengan hukum

idak tertulis, berupa asas-asas umum pemerintahan yang baik

AUPB), vang di Belanda dikenal sekbagal algemene beginselen
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van behcoorlijk bestuur (ABBE).

Penggunaan AUPB yang berfungsi sebagail alat ukur KTUN
yang didasarkan kewenangan tidak terikat, berkaitan dengan
pemahaman bahwa urusan pemerintahan sebagai kegiatan pejabat
—ata usaha negara, vang bertumpu pada kewenangan berdasarkan
hukum publik, yaitu hukum administrasi. Menurut ketentuan
Pasal 1 angka 6 UU PTUN, tergugat haruslah pejabat tata usaha
negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang

ada padanya atau dilimpahkan kepadanya.

1.2.2. Tindakan Eukum Tata Usaha Negara
Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PTUN, antara lain
nenyatakan
...Tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan
atau pejabat tata usaha negara yang bersumber pada suatu ketentuan
hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban
pada orang lain.
indakan hukum tata usaha negara pada hakekatnya adalah
indakan hukum publik. Hal 1ini, didasarkan pada pemahaman
bahwa hukum administrasi adalah hukum publik.
Konsep hukum yang mengetengahkan tindakan hukum adminis-
rrasi sebagai tindakan hukum publik, dikemukakan oleh Phil-
ipus Mandiri Hadjon melalui skema tentang tindak pemerinta-

J13

han (bestuurshandeling sebagai berikut

13.philipus Mandiri Hadjon et al.. op.cit.., h.319.
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tindak pemerintahan
(Destuursnandeiing )
1

i — 1
tindakan materiil tindakan hukum
(feitelijk handelingen} (rechtshandelingen )
| |
tindakan hukum privat tindakan hukum publik
l
berbagai pihak sepihak
[ 1
LKL individual
r— -
abstrak konkret

Dengan demikian, tindakan hukum tata usaha negara terma-
suk dalam kelompok tindakan hukum publik yang sifatnya sepi-
hak dan diarahkan kepada sasaran individual. Di Belanda,
cengertian di atas secara tegas tertuang dalam Undang-undang
fukum Administrasi Umum (Algemene Wet Bestuursrecht, General
Administrative Law Act), Bab 1 Pasal 1 angka 3 sebagai beri-
cut

1. Order means a written ruling of an administrative authority

constituting @ juristic act under public law; 2. Decision means an

order which is not of a general nature, including refusal of an
application for such an order.

(1. Keputusan (besluit, order) adalah suatu penetapan tertulis dari

suatu organ pemerintahan yang berisikan suatu perbuatan hukum

publik: 2. KTUN (beschikking. decision) adalah suatu keputusan yang
tidak bersifat umum. termasuk penolakan atas suatu permohonan untuk
memperoleh KTUN.)
lenuxrut AWB, KTUN (beschikking) adalah tindakan hukum publik
—ertulis (besluit), yang sifatnya individual. Di Indonesia,

>engertian KTUN sebagai produk dari tindakan hukum tata usaha

legara dapat menimbulkan masalah vuridis dalam penerapannya,
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farena tidak adanya kriteria hukum yang jelas, sebagaimana

\WWB di Belanda.

L .2.4. Bersifat Konkret, Individual, dan Final
Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PTUN, tentang elemen
*lemen bersifat konkret, individual dan final, menyatakan

Bersifat konkret, artinya yang diputuskan datam KTUN itu tidak
abstrak. tetapi berwujud. tertentu dan dapat ditentukan. ..
Bersifat individual artinya KTUN 1tu tidak ditujukan untuk umum.
tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang
dituju itu Jebih dari seorang. tiap-tiap nama orang yang terkena
keputusan ity disebutkan. ... Bersifat final artinya sudah
definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan
yang _masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi
1ain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu
hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. ...(garis bawah
dari penulis)

} Bertitik tolak dari skema tentang tindak pemerintahan,
}eharusnya perumusan elemen bersifat individual wmendahului
lemen bersifat konkrit. Disamping itu, rumusan penjelasan
E'ang menyebutkan bahwa untuk KTUN yang ditujukan lebih dari
eorang ({bundel beschikking) harus menyebutkan setiap nama
ang tujuan KTUN, justru wmemiliki kelemahan yuridis. Hal
ersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dapat
aja pejabat tata usaha negara sengaja tidak menyebutkan
ama-nama pihak yang menjadi tujuan KTUN, untuk menghindari
ugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Elemen bersifat fihal, diartikan sebagai adanya akibat
ukum yang ditimbulkan oleh suatu penetapan tertulis harus
erupakan akibat hukum yang definitif. Konsekuensinya KTUN

ang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, dapat dijadikan
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sebagal obyek sengketa.

Indroharto menyatakan bahwa, terdapat dua kelompok
ceputusan yang tidak memiliki watak melahirkan akibat hukum
lefinitif, yaitu

Pertama, ada kelompok keputusan yang memang belum menimbulkan suatu

akibat hukum :

- Keputusan yang dimaksudkan sebagai perbuatan persiapan sebeium
penetapan tertulis sebenarnya keluar.

- Suatu nota kebijaksanaan juga belum dapat dianggap sebagail suatu
KTUN yang merupakan suatu penetapan tertulis, Karena dengan
nota semacam itu suasana hubungan hukum positif yang ada belum
berubah.

- Penunjukan suatu bidang tanah kotapraja sebagail taman. Penunjukan
semacam itu juga belum dapat menimbulkan perubahan dalam suasana
hubungan hukum positif yang ada.

- Pemberitahuan, bahwa badan atau jabatan TUN yang bersangkutan
sebulan Tlagi akan mengubah kebijaksanaannya mengenai  tata cara
mengajukan permohonan IMB umpamanya.

- Keputusan penolakan suatu permohonan yang memang tidak memenuhi
syarat-syarat yang ditentukan.

Kedua, ada keputusan-keputusan yang tidak dapat dikatakan sebagai
keputusan yang berdiri sendiri, seperti surat peringatan akan
dilakukannya tindakan penertiban.!*

jerkaitan dengan pengelompokan keputusan yang tidak dapat
jikategorikan bersifat final, karena belum menimbulkan akibat

yukum yang definitif, Philipus Mandiri Hadjon, menyatakan :

Unsur final hendaknya dikaitkan dengan akibat hukum. Kriteria ini
dapat digunakan untuk menelaah apakah tahapan dalam suatu KTUN
berantai sudah mempunyai kwalitas KTUN. Kwalitas itu ditentukan
oleh ada tidaknya akibat hukum. Contoh: Permchonan izin tidak dapat
diproses karena instansi X tidak memberikan rekomendasi. Dalam hal
demikian penolakan pemberian rekomendasi sudah menimbulkan akibat
hukum, jadi sudah final.l®

14-Indroharto. ep.cit.. h.173.
15.philipus Mandiri Hedjon et al.. op.cit., h.140.
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Secara teoritis, klasifikasi terhadap suatu penetapan
ertulis yang belum dapat dikatakan final, karena belum
menimbulkan akibat hukum yang definitif, mudah dimengerti.
Namuri, secara praktis, mengingat asas demokrasi dalam prose-
jur, yang dimanifestasikan melalui asas keterbukaan dalam
>enyelenggaraan pemerintahan masih belum dijabarkan dalam
berbagai peraturan perundang-undangan, istilah bersifat final
lapat menimbulkan masalah bagi perlindungan hukum masyarakat
~-erhadap tindakan hukum pemerintah. Tanpa adanya informasi
nengenai prosedur dalam suatu KTUN, sulit untuk menentukan

(riteria final suatu KTUN.

[.2.5., Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata
Suatu KTUN harus memberikan akibat hukum bagi seseorang
itau badan hukum perdata. Konsekuensinya kepada Penggugat,
>aik sebagai pihak yang menjadi tujuan KTUN, maupun pihak
etiga yang merasa kepentingannya dirugikan akibat keluarnya
(TUN menurut ketentuan Pasal 53 ayat {1) UU PTUN, haruslah
eseorang dan badan hukum perdata. Artinya, badan atau peja-
at tata usaha negara tidak dapat menjadi Penggugat terhadap
adan atau pejabat tata usaha negara lainnya. Badan atau
)ejabat tata wusaha negara yang berkepentingan menurut
etentuan Pasal 83 ayat (1) uu PTUN; dapat melakukan
ntervensi, tanpa harus bergabung dengan salah satu pihak

ang bersengketa. Ketentuan Pasal 1 angka 6 UU PTUN
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emastikan, bahwa Tergugat haruslah pejabat pemerintah.
Dengan demikian, konsep KTUN (beschikking} yang dapat

ijadikan obyek sengketa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU

TUN, wmengandung pengertian yang lebih sempit dibandingkan

lengan konsep beschikking menurut AWB di Belanda.

..3. Karakteristik Keputusan Tata Usaha Negara yang Merupakan

Perbuatan Hukum Perdata

Ketentuan Pasal 2 huruf a UU PTUN menyatakan bahwa tidak
ermasuk dalam pengertian KTUN menurut Undang-undang ini
dalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan
ukum perdata. Penjelasan Pasal 2 huruf a UU PTUN di atas,
idak memberikan uraian yang rinci, kecuali hanya menampilkan
ebuah contoh, sebagai berikut

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.

umpamanya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dila-

kukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan

pada ketentuan hukum perdata.
umusan di atas justru menimbulkan masalah, yaitu : apakah
etentuan Pasal 2 huruf a UU PTUN dikategorikan sebagai KTUN,
tau dikategorikan ke dalam tindakan hukum perdata ? Jawaban
tas masalah tersebut dipenlukan untuk menentukan kompetensi
adan Peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa akibat
eluarnya penetapan tertulis, dengan karakteristik seperti
etentuan Pasal 2 huruf a UU PTUN. Sebagaimana diketahui,

akim PTUN berwenang memutus perkara dengan obyek sengketa

TUN sedangkan untuk obyek sengketa perdata, menjadi wewenang
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lakim Peradilan Umum.

Pada umumnya, tindakan hukum perdata yang dilakukan oleh
adan atau pejabat tata usaha negara, didahului suatu KTUN.
al ini karena KTUN dibuat sebagai dasar bagi dilakukannya
uatu tindakan hukum perdata. Karakter KTUN di atas memperli -
1atkan adanya dua bentuk tindakan, vaitu: tindakan hukum
ublik dan tindakan hukum perdata. Jika tindakan hukum terse-
ut dikualifikasi sebagai KTUN, dalam hal terjadi sengketa
engenal pelaksanaan perjanjian, maka penyelesaian sengketan-
a menjadi kompetensi hakim badan Peradilan Tata Usaha Ne-
ara. Demikian pula sebaliknya, jika tindakan hukum tersebut
ikualifikasi ke dalam tindakan hukum perdata, maka ketika
erjadi sengketa, penyelesaiannya menjadi kompetensi hakim
adan Peradilan Umum.

Ten Berge dan A.Q.C.Tak, sebagaimana dikutip oleh Indro-
arto menyatakan bahwa, menurut teori melebur (oplossing
heorie), KTUN yang melebur ke dalam perbuatan hukum perda-
a, terdiri atas:

d. Keputusan tata usaha negara yang jangkauannya akan melahirkan
atau justru mepotak terjadinya suatu perbuatan hukum perdata.
Umpamanya keputusan penolakan untuk menjual suatu rumah dinas
kepada pegawai ;

b. Keputusan tata usaha negara yang melebur dalam perbuatan hukum

perdata. Contoh diatas juga berlaku disini.

C. Keputusan tata usaha negara yang menyebabkan dipenuhi atau justru
tidak dipenuhinya suatu syarat yang harus ada agar suatu
perbuatan hukum perdata dapat bekerja dengan sah. Contohnya
dulu ada ketentuan bahwa suatu instansi yang akan memborongk an
pekerjaan di atas plafon 500 juta rupiah harus memperoleh
persetujuan dari Sekretariat Negara terlebih dahulu. Keputusan
Sekretariat Negara ni merupakan contoh Keputusan tata usaha
negara yang dimaksud disini.
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d. Keputusan tata usaha negara yang merupakan pelaksanaan dari suatu
perbuatan hukum perdata. Umpamanya keputusan yang memberikan
1zin menghuni suatu rumah yang dibangun atas dasar perjanjian
dari Walikota dengan suatu real estate. (garis bawah dari
penulis

engan demikian, XTUN yang melebur ke dalam perbuatan hukum
erdata, adalah suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan
ejabat tata usaha negara, berupa: penolakan, pengesahan,
tau pelaksanaan suatu perbuatan hukum perdata, antara badan
tau pejabat tata usaha negara dengan seseorang atau badan
ukum perdata. Suatu KTUN dianggap melebur ke dalam perbuatan
ukum perdata, karena perbuatan hukum perdata tersebut menja-
i tujuan akhir keluarnya KTUN.
Secara teoritis, antara ketentuan Pasal 2 huruf a UU

TUN dengan teori melebur, tidak terdapat perbedaan prinsi-
iel, kecuali hanya perbedaan teknis penggunaan istilah.
stilah KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata, sama
aknanya dengan istilah dalam teori melebur (oplossing theo-
ie), yaitu: tindakan hukum yang melebur ke dalam tindakan
ukum perdata (rechtshandeling naar burgerlijk recht). Ter-
yata, kekeliruan justru terdapat dalam rumusan Xketentuan
asal 2 huruf a UU PTUN. Jika dicermati, rumusan tersebut
idak bermakna sebagai pengecualian, karena memang elemen-

lemen ketentuan Pasal 2 huruf a UU PTUN tidak sama dengan

lemen-elemen KTUN.

16-Ten Berge dan A.Q.C. Tak. dalam Indroharto. Usaha Memahami
ndang-Undang fentang Peradilan Tata Usaha MNegara. Buku-1. Jakartia
ustaka Sinar Harapan. 19943, hal.195.
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Dalam praktek di Indonesia, ketika pemerintah melakukan
erbuatan hukum perdata seperti mengadakan perjanjian, peme-
-intah sebagai badan hukum publik, membutuhkan pengesahan
lari badan hukum publik induknya. Sebagai perbuatan hukum
erdata yang dilaksanakan berdasarkan keluarnya KTUN, sudah
emestinya KTUN tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada
adan hukum publik induknya.

Menentukan pemilahan bagi KTUN yang mengandung dua macam
indakan hukum, berupa perbuatan hukum perdata dan tindakan
jukum tata usaha negara, ternyata tidak mudah. Hal ini dinya-

-akan oleh Indrocharto

Pertama. sulit untuk menentukan suatu perbuatan itu merupakan hukum
perdata dan mana yang harus dianggap sebagal perbuatan hukum tata
usaha negara/hukum publik itu ? Umpamanya dalam hal pejabat tata
usaha negara mengadakan perjanjian dengan pihak swasta mengenal
bag?iwana ja akan melaksanakan suatu wewenangnya menurut hukum
publik.

Kedua, sampai sekarang masih belum ditemukan suatu ukuran kapan dan
dalam hal apa saja badan atau pejabat tata usaha negara itu harus
menggunakan jalur hukum publik dan kapan ia boleh menempuh jalan
yang dibuka oleh hukum perdata ?

Ketiga, untuk perbuatan-perbuatan material yang dilakukan oleh
badan atau pejabat tata usaha negara itu tidak tentu masuk dalam
suasana hukum yang mana. Hukum perdata atau hukum publik ? Hal 3tu
sulit untuk menentukannya, karena dua macam suasana hukum itu
saling tumbuh. Kalau pemerintah tidak menepati perjanjian yang
diadakannya. apakah itu merupakan perbuatan ingkar janji
(wanprestasi) atau melanggar salah satu asas dari asas-asas umum
pemerintahan yang baik yaitu asas kepercayaan ? Kaiau pada suatu
saat karena ada perubahan kebijaksanaan atau karena adanya keadaan
dalam masyarakat, pemerintah itu tidak lagi merasa terikat kepada
suatu perjanjian yang telah diadakan. Apakah hal itu dapat
dikatakan sebagai penerapan suatu ajaran dalam hukum tata usaha
negara, dimana suatu tindakan hukum tata usaha negara itu pada
dasarnya dapat dicabut ataukah harus dianggap sebagai pelanggaran
terhadap asas goede trouw {itikad baik) 7%

U-jbid., h.191.
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emecahan kesulitan untuk memilah antara aspek hukum publik
engan aspek hukum perdata, ketika KTUN digunakan pemerintah
ntuk wmendasari suatu perbuatan hukum perdata dalam menjalan-
an urusan pemerintahan, digunakan pendekatan teori melebur
(oplossing theorie) .
Sebagai contoh, ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan (2)

ndang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin-
ahan di Daerah

1. Barang milik Daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan
umum tidak dapat dijual, diserahkan haknya kepada pihak lain,
dijadikan tanggungan atau digadaikan. kecuali dengan keputusan
Eepa]g Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

aerah.

2. Penjualan dan penyerahan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
hanya dapat dilakukan di muka umum. kecuali apabila ditentukan
;ain]da1qm keputusan Kepala Daerah yang dimaksud dalam ayat (1)

asal ini.

3. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah
dapat menetapkan keputusan tentang :

a. Penghapusan tagihan daerah sebagian dan seluruhnya.
b. Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai.
¢. Tindakan hukum 1ain. mengenai barang milik atau hak daerah,

3. Keputusan yang dimaksud dalam ayat (1) (2) dan (3} Pasal ini.
berlaku sesudah ada pengesahan Menteri Dalam Negeri. (garis
bawah dari penulis)

enurut ketentuan Pasal 63 Undang-undang No. 5 Tahun 1974,
eputusan Kepala Daerah untuk melakukan persetujuan penyele-
aian perkara perdata, baru berlaku setelah keluarnya keputu-
an pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagai bentﬁk pengawasan
dministratif, dapat berisi penolakan atau pengesahan perbua-
an hukum perdata tersebut. Masalahnya adalah, apakah keputu-

an pengesahan Menteri Dalam Negerl merupakan KTUN menurut
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ketentuan Pasal 1 angka 3 UU PTUN, atau dianggap melebur ke
dalam perbuatan hukum perdata ? Jika kedua macam keputusan di
atas dipisahkan dan dinilai sendiri-sendiri, artinya, keputu-
san pengesahan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Kepala
Daerah dianggap sebagai KTUN, sedangkan perbuatan hukum
perdatanya dinilai berdasarkan ketentuan hukum perdata, tentu
membawa risikc timbulnya ketidakpastian hukum, yaitu adanya
pertentangan antara putusan hakim badan Peradilan Tata Usaha
Negara dengan putusan hakim badan Peradilan Umum.

Mengingat Keputusan Kepala Daerah dengan pengesahan
Menteri Dalam Negeri, pada dasarnya ditujukan untuk menentu-
kan dilakukannya perbuatan hukum perdata, sehingga untuk
nendapatkan kepastian hukum menurut teori melebur, kedua KTUN
tersebut dianggap melebur dalam perbuatan hukum perdata, yang
nerupakan tujuan akhir keluarnya KTUN. Konsekuensinya, pena-
1ganan perlindungan hukumnya dilakukan melalui badan Peradil -
an Umum.

Dikemukakan pula oleh Indroharto bahwa

Keputusan yang masih memer1ukan persetujuan tetapy  sudah

menimbulkan kerugian dapat digugat di pengadilan negeri. Memang

suatu penetapan tertulis yang untuk dapat berlaku. masih memerlukan
suatu persetujuan dari atasan atau instansi lain berarti keputusan
tersebut belum bersifat final karena ia belum dapat menimbulkan
akibat hukum yang definitif bagi orang atau badan hukum perdata
sebagaimana yang dimaksud oleh Badan atau Jabatan TUN yang
mengeluarkan keputusan itu. Karenanya belum pula merupakan

penetapan tertulis sebagaimana yang dimaksud cleh Pasal 1 ayat (2)
Undang-undang ini .16

B-ibid.. h.221.
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Namun, terdapat hal-hal yang perlu dicermati dalam

enerapan teori melebur. Mengingat perjanjian yang dibuat
ntara seseorang atau badan hukum perdata dengan pemerintah,
elalu terdapat percampuran antara elemen-elemen hukum publik
lengan hukum perdata. Pada asasnya, hukum yang diberlakukan
bada suatu perjanjian yang diadakan pihak pemerintah dengan
badan hukum perdata, adalah hukum perdata. Namun, sangat
nungkin peraturan perundang-undangan di bidang hukum adminis-
“rasi memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan perundang-
indangan hukum perdata.

Dikemukakan oleh Philipus Mandiri Hadjon

Tentu saja keikutsertaan badan atau pejabat tata usaha negara dalam

pelbagai perbuatan hukum perdata dapat mempengaruhi hubungan hukum

keperdataan yang berlangsung di masyarakat umum. mengingat perjan-

Jian-perjanjian yang diadakan oteh badan atau pejabat tata usaha

negara dengan warda dan badan hukum perdata. Bukan tidak mungkin

pelbagal ketentuan hukum publik (utamanya peraturan perundang-

undangan hukum tata usaha negara) akan menyusup dan nempengaruh1

perundang-undangan hukum perdata (privaatrecht. civil law).1?
dengan demikian, anggapan yuridis yang menjamin bahwa
emerintah dalam melakukan perjanjian dengan seseorang atau
>adan hukum perdata berposisi dalam kesejajaran, adalah tidak
sepenuhnya benar. Dalam realitanya, tindakan hukum pemerintah

sebagai pengatur kepentingan dan kesejahteraan umum, sebagian

>esar dipengaruhi suasana hukum publik.

19-philipus Mandiri Hadjon, et al. op.cit., h.167

TESIS Penegakan hukum lingkungan ... Bambang Sugiono




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

74

Diketengahkan oleh Indroharto

Bagaimanapun juga semua hubungan hukum di mana pihak penguasa atau
pemerintah menjadi pihak yang selalu dipengaruhi oleh tugasnya
menurut hukum publik dan karena 1itu selalu bernada hukum publik
puta. Karena itu, semua Badan atau Badan TUN itu dalam keadaan
apapun dan datam hubungan hukum manapun harus merasa terikat kepada
hak-hak dasar manusia. Dengan demikian asas-asas umum pemerintahan
yang baik. dalam hukum perdata asas yang paralel dengan asas ini
adalah asas menurut akal sehat (redelijkheid) dan asas kepatutan
(billijkheid) yang berlaku terhadap semua macam perbuatan badan
atau Jjabatan TUN.Z

etika pemerintah melakukan tindakan hukum yang diatur wmenu-

ut ketentuan hukum perdata, ketentuan-ketentuan hukum

ublik yang berlaku akan tetap mempengaruvhi peran dan fung-

inya sebagai badan hukum publik. Perjanjian antara peme-

intah dengan seseorang atau badan hukum perdata, pada asas-

ya tunduk pada ketentuan hukum perdata. Namun, karena fungsi

emerintah sebagai pengatur kehidupan masyarakat, terdapat

ua faktor yang dapat menjadi perkecualian atas penerapan

54as

tersebut, yaitu adanya

Undang-undang yang menentukan pengaturan perkecualian,

berkaitan dengan

a.

Kewenangan badan hukum publik yang bersangkutan untuk
mengadakan perjanjian tertentu,
Keberadaan suatu lembaga pengawas administratif, baik

yang bersifat preventif maupun represif.

Pertimbangan yang bertujuan untuk Kepentingan umum.

20-Indroharto. op.cit., h.191.
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2. Sumber Kewenangan, Prosedur dan Substansi Keputusan
Presiden R. I.

Kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan negara di luar

kekuasaan legislatif dan yudisial, berdasarkan wewenang yang
ditentukan oleh hukum.?? Dengan demikian, wewenang berfungsi
untuk mendasari pelaksanaan kekuasaan yang sah.?22 Kewenangan
yang sah dalam penyelenggaraan pemerintahaan negara, menjadi
paminan terwujudnya perlindungan hukum bagi masyarakat
{(rakyat) terhadap kekuasaan pemerintahan, yang bertumpu pada
psas negara hukum (rechtstaat), asas demokrasi dan asas
instrumental . ??

Dalam proses mewujudkan tujuan pemerintahan berdasarkan
Asas daya guna {doelmatigheid), dan hasil guna (doeltreffend-

4

heid), pemerintah mengeluarkan berbagai keputusan,?* sebagai

z"nbdul Gani, dalam Padmo Wahjono, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini, Ghalia Indonesia,

lakarta, 1984. h.157...Merwrut teori hukum tentang negara, kekuasaan negara adalah kekuasaan hukum,
karenanya validitas kekuasaan hanya ditentukan oleh hukum.

22"I!er'r'sar'd Lonergan, Dialectic of Authority, dalam Frederick J. Adelmann, Authority, Martinus
Hijhof, The Hague, 1974, h.124. ...sutherity is legitimate power [wWewenang adalah kekuasaan yang sah).
3.

Philipus Mandiri Hadjon, Beberapa Catatan Tentang hidom Administrasi, FH UBAYA, Surabaya, 1993.
.4, Asas-asas unum nhegara hukum yang tangsung berkaitan dengan jaminan perlindungan bagi masyarakat
ferhadap kekuasaan pemerintahan, adalah : 1. asas legalitas atau keabsahan dalam pemerintahan (wetma-
Figheid van bestuur), perlindungan hak dasar (grondrechten}, pembagian kekuasaan di bidang pemerintahan
Emachtsverdeling), serta pengawasan oleh pengadilan (rechterlijke controte). 2. asas-asas demokrasi yang
Hiwujudken dengan adanya: badan peruakilan rakyat, tidak ada jabatan seumur hidup, keterbukasn dalam
bel aksanaan pemerintahan (openbaarheid), peranserta (inspraak), dan 3. asas instrumental yang terdiri
htas: days guna (doelmatigheid) dan hasil guna (doeltreffendheid).

z"a. Hamid S. Attamimi, op.cit., h.225. Kata keputusan dalam peristilahan ketatanegaraan dan tata
bemer intahan di Indonesia, sama dengan kata besluit dalam ketatanegaraan dan tata pemerintahan di Belan-
Ha. ... Kata besluit berarti keputusan, isttliah umum untuk pernyataan kehendak dari instansi pemerin-
fan, dan pembuat perundang-undangan. Berdasarkan uraian diatas, maka istilah keputusan dalam bidang
ketatanegaraan dan tata pemerintahan merupakan pernyataan kehendak yang masih netral, dapat berisi
Pberaturan {regeling) dan dapat pula berisi penetapan (beschikking)}.
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entuk tindakan hukum (rechtshandeling} yang bersifat sepihak
alam tindak pemerintahan (bestuurshandeling).
Philipus Mandiri Hadjon mengemukakan suatu keputusan

ah, jika memenuhi beberapa syarat fundamental sebagai beri-

ut :

. Kewenangan (bevoegdheid) organ administrasi pembuat keputusan.

Tidak terdapat kekurangan yuridis dalam pembentukan kehendak
(geen juridische gebreken in de wilsvorming)

Keputusan dituangkan dalam bentuk yang telah ditetapkan dan di-

buat menurut tata-cara yang ditetapkan (vorm dan procedure)

ifi dan tujuan keputusan sesuai dengan isi dan tujuan peraturan
asar.

£ e PN

Jelaslah bahwa, keputusan sebagai produk hukum dari
indak pemerintahan harus memenuhi norma keabsahan sebagai
riteria yuridis. Jadi, untuk menilai keabsahan suatu
EPPRES, perlu diteliti terpenuhi atau tidaknya norma-norma
emerintahan, dari aspek sumber kewenangan, prosedur, dan

ubstansinya.

.1. Sumber Kewenangan Keputusan Presiden

KEPPRES adalah 1istilah preoduk hukum yang dikeluarkan
leh Presiden. Sebelum menganalisis dasar hukum yang menjadi
umber kewenangan Presiden dalam mengeluarkan KEPPRES,
erlebih dahulu diketengahkan konsep hukum mengenai sumber
ewenangan.

Kewenangan adalah syarat bagi keabsahan tindak

emerintahan. Dikemukakan oleh Philipus Mandiri Hadjon

Z5-prilipus Mandiri Hadjon. Pengertian-pengertian Dasar tentang
indak Pemerintahan (bestuurshandeling). FH Unair. Surabaya, 1987. h.8.

i
|
‘ TESIS Penegakan hukum lingkungan ... Bambang Sugiono
]




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

77

Seti1ap tindak pemerintahan_disyaratkan atas kewenangan yang sah.
Kewenangan itu diperoieh melalui tiga sumber yaitu: atribusi.” dele-
gasi dan mandat. Kewenangan atribusi lasimnya digariskan melalui
pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar. kewenangan
delegasi dan mandat adalah kewenangan yagﬁ berasal dari_pelimpahan.
Perbedaan antara delegasi dan mandat, adalah bahwa dalam delegasi
Erosedur pelimpahan delegasi adalah dar1 suatu organ pemerintahan
epada organ 1ain dengan peraturan perundang-undangan dengan tang-
?ungjawab beralih pada delegataris, sedangkan pada mandat merupakan
wibungan rutin an ard atasan-bawahan sehingga tanggungjawab tetap
pada pemberi mandat .?

etiap kewenangan dibatasi oleh isi, wilayah dan waktu. Cacat
alam aspek-aspek tersebut, wmenimbulkan cacat kewenangan
onbevoegdheid) yang menyangkut cacat 1isi (onbevoegdheid
ateriae), cacat wilayah {onbevoegdheid ratione loci), cacat
aktu (onbevoegdheid ratione temporis) .

Kewenangan, sebagali landasan kekuasaan yang sah (me-
urut hukum) dalam penyelenggaraan pemerintahan, mencakup
ewenangan terikat yang bertumpu pada asas legalitas (wetma-
igheid van bestuur), diukur oleh peraturan perundang-
ndangan, serta (dalam batas tertentu}) berwujud kewenangan
idak terikat yang bertumpu pada asas keabsahén menurut hukum
rechtmatigheid van bestuur}, diukur oleh asas-asas umum
emerintahan yang baik, sebagai hukum tidak tertulis.?®’

Sebutan produk hukum yang dikeluarkan oleh Presiden,

inyatakan oleh A. Hamid S. Attamimi

26-philipus Mandiri Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam
judkan Pemerintahan Yang Bersih. Airlangga Universifty Press, Sura-
aya. 1994, h.8.

Z7-philipus Mandiri Hadjon. Beberapa Catatan Tentang Hukum Adminis-
rasi. Makalah, FH UBAYA. 1993. h.6.
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Apabila kekuasaan pengaturan oleh Presiden dengan persetujuan DPR
yang lahir dari Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 mewujudkan undang-
undang, dan yang lahir dari Pasal 5 ayat (2) mewujudkan peraturan
pemerintah, maka kekuasaan pengaturan berdasarkan Pasal 4 ayat (1)
tidak memuat ketentuan jelas mengenai bentuk dan wujud dari produk
hukum yang lahir. (garis bawah dari penulis )28
alam kapasitas sebagal kepala pemerintahan menurut UUD 1945,
’residen berwenang mengeluarkan dua bentuk produk hukum,
alitu Undang-undang {(UU) menurut Pasal 5 ayat (1}, dan Per-
turan Pemerintah (PP) menurut Pasal 5 ayat {2). Tidak dije-
askan nama dan bentuk produk hukum yang menjadi kewenangan
residen menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945,
Demikian pula, Soewoto memberikan klasifikasi bentuk
roduk hukum yang menjadi wewenang Presiden:
Wewenang Presiden yang terkait dengan tugas selaku kepala peme-
rintahan, adalah :
1. Kekuasaan membuat dalam arti mempersiapkan dan mengusulkan
Undang-undang . _ ‘
7. Kekuasaan menetapkan  Peraturan Pemerintah sebagai pengganti
Undang -undang. .
J. Kekuasaan menetapkan Peraturan Pemerintah. ‘
4. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Menteri Negara.?
engan demikian, produk hukum yang secara tegas disebut
enjadi kewenangan Presiden, baik dengan maupun tanpa perse-

ujuan DPR, adalah produk hukum yang berbentuk UU, PERPU dan

P. Artinya, Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat

28-A. Hamid S. Attamimi. op.cit.. h.182.

29.-Suwoto. Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden Indonesia : Suatu
enelitian Segi-segi Teoritik dan Yuridik Pertanggungjawaban Kekuasaan,
isertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga. Surabaya. 1990,
101,
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(1) UUD 1945 menyebutkan secara jelas nama dan bentuk dari
roduk hukum yang dihasilkannya. Namun, Pasal 4 ayat (1)
1345 tidak menyebutkan secara jelas nama dan bentuk
roduk hukum yang dihasilkannya.

TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, secara jelas menyebut KEPPRES
ebagal nama dari produk hukum berbentuk peraturan perundang-
ndangan, yang secara hirarkhis berposisi di bawah PP. TAP

PRS No. XX/MPRS/1966, antara lain menjelaskan
.. .Keputusan Presiden berisi keputusan yang bersifat khusus
(einmahlig) adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar

yang bersangkutan, Ketetapan MPR dalam bidang eksekutif atau
Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian, fungsi KEPPRES adalal untuk melaksanakan
1. Undang-Undang Dasar
2. Ketetapan MPR dalam bidang eksekutif
3. Peraturan Pemerintah.

Terhadap TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 yang menyebutkan
KEPPRES dikategorikan sebagai peraturan perundangan, tetapi
fungsinya sebagai keputusan yang bersifat khusus

(einmahlig),3° artinya satu kali, A. Hamid S. Attamimi,

menyatakan

m'A. Hamid §. Attamimi, op.cit., h.228. Menyunting kajian H.D, van Wijk dan W. Konijnenbelct,

joofdstukken van Administratiefrecht, Culemborg: lemma, 1988, h_184. dan Hans kelsen, Algemeine Theorie
der Normen, Wien : Manzsche Verlag, 1979, h.&6. Mengungkapkan bahwa ; ...kata einmahlig, berarti bersifat
s3tu kali, tidak berulang. Dalam hukum administrasi, yang berloku eirmahlig ialah penetapan (beschik-
xing), yaitu keputusan pemerintah (overheidsbesluit) untuk peristiwa individual, baik abstrak maupun
conkrit. Dalam ilmu tentang norma {normenlehre), sebuah norma yang merupakan tata hubungan tertentu
vang bersifat sekali selesai, berlaku individual (ein einmahliges, individuell bestimmtes verhalten)
disebut norma individual (individual norm). Berdasar pengertian diatas, jelas bahwa di bidang tata
wemerintahan, kata einmahiig digunakan untuk penetapan (beschikking), bukan peraturan {rcgeling).

TESIS Penegakan hukum lingkungan ... Bambang Sugiono




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

80

... dimana-mana kekuasaan pemerintahan selain mengandung kKekuasaan
memutuskan (beslissende bevoegdheid), Juga mengandung kekuasaan
mengatur (regelende bevoegdheid), maka penulis tidak sependapat
dengan ketentuan TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966.. dalam sistem
pemerintahan menurut UUD_ 1945 Presiden dapat mengeluarkan selain
penetapan juga peraturan.3!

inyatakan lebih lanjut oleh A. Hamid S. Attamimi
Penulis bherkesimpulan Keputusan Presiden Repubiik Indonesia adalah
pernyataan kehendak di Didang ketatanegaraan dan tata pemerintahan,
yang dapat berisi penetapan (beschikking) dan dapat pulta berisi
peraturan (regeling). Dengan perkataan lain. Keputusan Presiden
adalah nama gabungan yang 1isinya dapat berupa penetapan dan
peraturan ¥
Dengan demikian, KEPPRES adalah tindakan hukum ketata-
egaraan, sekaligus tindakan hukum administrasi yang dapat
engandung substansi sebagal peraturan maupun penetapan.
Philipus Mandiri Hadjon menyatakan
... Wewenang membuat dan menetapkan Keputusan Presiden melekat
secara inheren pada kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan
pemerintahan (UUD Pasal 4 ayat 1). sebagai pemegang kekuasaan peme-
rintahan Presiden dengan sendirinya dilekati berbagail wewenang mem-
buat dan menetapkan keputusan baik yang bersifat umum (seperti PP)
maupun yang bersifat khusus (konkret-individual) berupa keputusan
tata usaha negara (beschikking)
Mencermati makna Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, berkaitan
engan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 nyatalah bahwa, berdasarkan

umber kewenangannya terdapat dua Jjenis KEPPRES, yaitu:

ertama, KEPPRES berdasarkan kewenangan delegasi yang

3l.jpid., h.186.
2.ipid., h.227.
3.Philipus Mandiri Hadjon et al.. op.cit.. h.88.
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ecara tersurat (explicit) menurut TAP MPRS No. XX/MPRS/
966, ditentukan fungsinya untuk melaksanakan TAP MPR bidang
kgekutif dan PP. Kedua, KEPPRES berdasarkan kewenangan
tribusi yang secara tersirat (implicit) melekat pada Presi-
en sebagal pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4
yat (1) UUD 1945, dengan substansi penetapan maupun peng-
turan. Klasifikasi pertama melahirkan suatu kewenangan
erikat, sedangkan klasifikasi kedua melahirkan suatu kewe-
angan tidak terikat.

Selanjutnya, berkaitan dengan kompetensi pengujian
eabsahan KEPPRES, perlu dianalisis kriteria hukum bagi
residen dalam melaksanakan wewenang administrasi (adminis-
ratiefrechtelijk bevoegdheid) dan wewenang ketata-negaraan
(staatsrechtelijk bevoegdheid) .

Undang-Undang Dasar UUD 1945, menyatakan

Pasal 4
1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan
menurut Undang-undang Dasar.
2. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang
Wakil Presiden. (garis bawah dari penulis)

Pasal 6
1. Presiden ialah orang Indonesia asli.

2. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat dengan suara yang terbanyak. (garis bawah dari penulis)

enjelasan umum UUD 1945, tentang Sistem = Pemerintahan
egara, menyebutkan

IV. Presiden 1ialah penyelengaara pemerintahan negara yang ter-
tinggi di bawah majelis. Dibawah Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Presiden jatah penvelenagara pemerintahan negara yang
tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan
dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden (concentration of
power and responsibility upon the Presiden).
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VII. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Meskipun Kepala
Negara tidak bertangaqung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat,
ta bukan “"diktator” artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Di
atas telah ditegaskan. bahwa 1a bertanggung Jawab Kkepada
Majelis Permusyawaratan Rakyat. ...(garis bawah dari penulis)

denjelasan tentang Pasal demi Pasal, menyebutkan bahwa

Pasal 4
Presiden 1alah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara. Untuk
menjalankan Undang-undang. ia mempunyail kekuaSaan untuk menetapkan
Peraturan Pemerintah (pouvoir reglementair).

Pasal 6. Telagh jelas.

Pengaturan sistem pemerintahan negara menurut UUD 18945 di
atas, memperlihatkan suatu rumusan yang tidak konsisten
~entang kedudukan hukum Presiden. Batang tubuh menggunakan
sebutan Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan Penjelasan
Jmum menggunakan sebutan Kepala Negara ({Presiden) dan Wakil
Kepala Negara (Wakil Presiden). Masalahnya adalah, bagaimana
rubungan hukum antara Presiden dengan Kepala Negara ?
Dikemukakan oleh H. Muhammad Yamin bahwa, di dalam rapat
pesar Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
IBPUPKI] di Jakarta tanggal 15 Juli 1945, Socepomo selaku
panitia Kecil Perancang UUD atas permintaan Ketua Rapat
Rajiman Wedyodiningrat menjelaskan
. Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan rakyat, ialah
badan yang mengangkat Kepala Negara. Panitia Penyelenggara Undang-
Undang Dasar mengusulkan kepada rapat besar. supaya Kepala Neqara

itu diberi gelar Presiden. Kecuali itu. Majelis Permusyawaratan
Rakyat mengangkat 1 atau 2 orang Wakil Presiden. (garis bawah dari

penulis )

3.4 Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945,
1119d-1. Prapanca. Jakarta. 1959. Cetakan Kedua 1971. h.309.
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Jelaslah bahwa, Presiden adalah nama atau sebutan dari
epala Negara Republik Indonesia. Sebutan tersebut, berkaitan
engan bentuk negara Indonesia vyang republik. Penggunaan
.ebutan Presiden dan Wakil Presiden, dipilih oleh MPR dalam
atang tubuh UUD 1945 adalah Presiden sebagai Kepala Negara,
ang sekaligus berkedudukan sebagai penyelenggara tertinggi
emerintahan negara. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan
ahwa, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemer-
ntahan menurut Undang-undang Dasar.

Dengan demikian, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan
dalah juga Kepala Negara Republik Indonesia, atau dapat
ikatakan bahwa menurut UUD 1945, Kepala Negara yang disebut
residen, hakekatnya adalah penyelenggara pemerintahan negara
ertinggi (Kepala Pemerintahan).

Dua penggunaan sebutan berbeda untuk satu subyek menurut
JUD 1945, sangat dipengaruhi oleh sistem parlementer terutama

® yang memang memisah-

istem pemerintahan kerajaan Inggris,3
an kekuasaan antara Kepala Pemerintahan dengan Kepala Ne-
jara. Di Indonesia kekuasaan Presiden sebagai Kepala Pemerin-
ahan dan Kepala Negara, bersifat menyatu.

Dinyatakan oleh A. Hamid S. Attamimi

Dalam sistem pemerintahan negara berdasar konstitusi RIS dan UUDS

1950 yang parlementer dan yang menempatkan Presiden dalam kedudukan

yang "tidak dapat diganggu gqugat”, dapat dimengerti apabila Pre-
siden tidak mengeluarkan peraturan melainkan penetapan. Tetapi

¥.Suwoto. op.cit.. h.57.
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dalam sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945. Presiden dapat

mengeluarkan selain penetapan juga peraturan. Dan dalam kenyataan

nya, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden itu memang
ada. Bukankah menurut UUD 1945 Presiden adalah penyelenggara ter-
Eiﬂggg nggrintahan Negara. bahwa Presidenlah yang disebut pemerin-
ah itu ?

emikian pula diungkapkan Soewoto

Kesa]ahan_Pres1den dalam tugasnya menjalankan tugas sebagai Kepala
Negara, tidak dapat menjatuhkan secara langsung Presiden. Sebalik-
nya kesa]ahan Presiden dalam tugasnya sebagai kepala Pemerintahan.,
akan berakibat berakhirnya pemberian mandat pelepasan tugas Kepala
Negara. Alasan yang dapat dikemukakan adalah. tugas mandataris
adalah tugas tambahan disamping tugas pokok Presiden selaku Kepala
Pemerintahan. Tugas Kepala Negara adalah tugas yang melekat pada
Presiden, karena sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia
adalah sistem presidensial,
.ebih lanjut, dikemukakan saran konstruktif cleh Soewoto
ahwa, perlu dipikirkan lagi kebenaran dari prinsip Kepala
legara yang tidak dapat dipersalahkan, mengingat prinsip
ersebut adalah suatu dogma yang diturunkan dari sistem
arlementer karajaan Inggris yang tidak rasional dan tidak
ayak diterapkan dalam sistem presidensial.?®
Kedudukan dan Kkekuasaan Presiden sebagai Kepala Peme-
‘intahan dan sebagai Kepala Negara menurut UUD 19465, hanya
lapat dibedakan secara teknis peristilahan, tetapi pada
akekatnya bersifat integral, sehingga tidak dapat dipisahkan

ntara Presiden sebagai Kepala Femerintahan dengan

residen sebagai Kepala Negara. Sebagai konsekuensi yuridis,

3-A. Hamid S. Attamimi, op.cit.. h.188
3.Sywoto., op.cit.. h.186.
8-ibid.. h.193.
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elaksanaan wewenang administrasi dan wewenang ketatanegaraan
leh Presiden juga bersifat integral.

Berkaitan dengan pelaksanaan kedua wewenang di atas,
hilipus Mandiri Hadjon mengemukakan

Wewenang menerbitkan KTUN bersifat publik. Wewenang itu bisa me-

rupakan wewenang ketatanegaraan dan Hisa merupakan wewenang admi-

nistrasi. Antara wewenang ketatanegaraan dengan wewenang admi -

nistrasi dapat dibedakan tapi sulit dipisahkan. 39

Nyatalah bahwa, tindakan hukum yang bersumber dari
ewenang ketetanegaraan dan tindakan hukum yang bersumber
ari wewenang administrasi oleh Presiden bermakna integral,
arena keduanya wmwerupakan tindakan nukum publik, mengingat
ekuasaan Presiden sebagail Kepala Pemerintahan maupun sebagai
epala Negara juga bersifat integral. Dengan demikian, bukan-
ah menjadi permasalahan yuridis jika KEPPRES dikategorikan

ebagai tindakan hukum administrasi (tindakan hukum tata

usaha negara).

h.z. Prosedur Pembuatan Keputusan Presiden

| Prosedur sebagai salah satu kriteria yuridis bagi suatu
Feputusan administrasi yang sah, bertumpu pada tiga landasan
utama hukum administrasi yaitu: asas negara hukum, asas
demokrasi, dan asas instrumental, sebagaimana dikemukakan

Philipus Mandiri Hadjon

%-philipus Mandiri Hadjon. Aspek-aspek Hukum Adminmistrasi Dari
KTUN- Izin, Makalah Pelatihan Hakim PTUN, Bandung 29 Juni 1995, FH Unair,
Surabaya. h.1.
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Asas negara hukum dalam prosedur utamanya berkaitan dengan
perlindungan hak dasar. ...Asas demokrasi dalam prosedur berkenaan
dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas
keterbukaan mewajibkan pemerintah untuk secara aktif memberikan in-
formasi kepada masyarakat tentang suatu permohonan atau suatu ren-
cana tindak pemerintahan dan mewajibkan untuk memberikan penjelasan
kepada masyarakat atas hal yang diminta. Keterbukaan pemerintahan
memungkinkan peranserta masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Asas nstrumental meliputi asas daya guna (doelmatigheid) dan asas
hasil quna (doeltreffendneid) *°
Jelaslah bahwa, peranserta masyarakat dalam prosedur
lukum sebagal manifestasi dari asas keterbukaan dalam penye-
enggaraan pemerintahan
Mensyaratkan adanya peranserta masyarakat melalui prosedur
hukum dalam pengambilan keputusan, dan
. Mensyaratkan adanya sikap aktif pemerintah dalam mem-
berikan informasi kepada masyarakat tentang dikeluarkan
atau ditolaknya suatu KTUN vyang memuat rencana atau
kebijaksanaan yang berdampak penting terhadap lingkungan.
Penerapan secara konsisten asas prosedur dalam pembuatan
‘TUN, merupakan jaminan perlindungan hukum preventif yang
emiliki tujuan ganda, yaitu: pertama, mencegah terjadinya
engketa, serta kedua, memberi arti penting bagi tindak
emerintahan, yang didasarkan pada kebebasan bertindak
'kewenangan tidak terikat), karena memotivasi pemerintah

ntuk bersikap cermat dalam mengambil keputusan.

Penelusuran terhadap ketentuan  hukum, baik yang

40-philipus Mandiri Hadjon. Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam
ewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, op.cit.., h. 9.
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rbentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Kepu-
san Presiden di Indonesia, menunjukkan bahwa tidak
rdapat adanya ketentuan umum, maupun ketentuan khusus, yang
ngatur tentang tata cara atau prosedur pembuatan KEPPRES,
ik yang memiliki karakteristik pengaturan yang bersifat
um (besluit), maupun yang memiliki karakteristik penetapan
beschikking) .

Pada umumnya, setiap keputusan administrasi di bidang-
idang tertentu yang dibuat oleh instansi sektoral maupun
emerintah Daerah di Indonesia, memiliki prosedur dan per-
yaratan tersendiri. Contoh : izin mendirikan bangunan, izin
saha industri, dll. Konsekuensinya, diperlukan penelitian
ada masing-masing bidang hukum tersebut untuk wmemahami
rosedur pembuatan suatu KTUN. Namun, seluruh KTUN di Indone-
ia, dibuat tanpa disertai Kketentuan yang memuat prosedur
eranserta bagi pihak ketiga yang berkepentingan. Satu-satun-
a peraturan yang secara normatif menganut asas keterbukaan
alam prosedur penerbitan izin, adalah Ordonansi Gangguan
Hinder Ordonnantie) .*!

Kendatipun Ordonansi Gangguan yang terdiri atas 18
delapan belas) Pasal, adalah produk hukum warisan masa

emerintahan Hindia Belanda, tetapi prosedur pembuatan izin

0 sebagai suatu KTUN, bertumpu pada asas keterbukaan dengan

“.ibid.. h.269
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engakomodasi peranserta masyarakat. Garis besar prosedur
embuatan izin HO tersebut adalah sebagai berikut
Pengajuan permohonan izin. (Pasal 4)
Kesempatan pengajuan keberatan. (Pasal 5)
Penerbitan dan penyampaian izin kepada pemochon dengan
persyaratannya. (Pasal 8, Pasal 12, Pasal 13 dan pasal 14)
Pengumuman penerbitan izin untuk kepentingan pihak ketiga.
(Pasal 10)
Kesempatan pengajuan banding/gugatan. (Pasal 10)
Penolakan izin dengan disertai alasan penyebab. (Pasal 6)
Penambahan persyaratan pada pemegang izin. {(Pasal 11)

Oleh karena itu, sebagaimana prosedur dalam pembuatan
zin HO di atas, maka setiap pembuatan KTUN yang memiliki
ampak penting terhadap lingkungan sudah semestinya mengako-
ydasi peranserta masyarakat, sebagai sarana hukum bagi
ancegahan terhadap terjadinya kerugian atas kepentingan
1ngkungan.

Dengan demikian, ketentuan peranserta masyarakat sebagai
1jud dari asas keterbukaan, perlu dituangkan melalui sarana
1kum. Di Belanda ketentuan prosedur peranserta dalam pembua-
an keputusan administrasi, diatur dalam Bab 3.4 s/d Bab 3.5
1dang-undang Hukum Administrasi Umum (Algemene Wet Bestuurs-

acht, General Administrative Law Act).
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.3. Substansi Keputusan Presiden

Dilihat dari aspek substansi, kesesuaian antara substan-
1 dengan dasar hukum dan bentuk suatu KTUN, merupakan kri-
eria fundamental bagi keabsahan suatu keputusan.

A. Hamid S. Attamimi menjelaskan

.. istilah "materi muatan™ adalah terjemahan atau padanan het

onderwerp. dalam ungkapan Thorbecke “het eigenaardig onderwerp der
wet". Penulis menerjemahkannya dengan "materi muatan yang khas dari
undang-undang”, yakni materi pengaturan yang khas hanya dan semata-
mata dimuat dalam undang-undang dan oleh karena itu menjadi materi
muatan Undang-undang. (garis bawah dari penulis)®

aterl muatan sama maknanya dengan isi atau substansi. Suatu
entuk produk hukum, harus mencerminkan substansi yang menja-
i ciri khasnya. Selanjutnya, A. Hamid S. Attamimi memberikan
umusan lebih tajam, bahwa

...Undang-undang adalah suatu peraturan dengan materi muatan yang
khas tertentu, yang karena itu harus dibentuk menurut prosedur yang
khas dan tertentu pula. Dengan demikian ...materi muatan undang-
undang tertentu Yingkupnya dan terbatas sifatnya.®?

Dengan demikian, substansi peraturan perundang-undangan
erupakan wujud konkret dari pernyataan kehendak pemerintah
ecara tertulis, yang bertumpu pada konsep kekuasaan
emerintahan tentang kewenangan. Konsep tersebut diarahkan

ada pembatasan kewenangan pemerintah untuk menghindari

4.5 Hamid S Attamimi, op.cit., h 194

4.A Hamid S.Attamimi. Materi Muatan Undang-undang Indonesia, Ma-
alah 10 Juli 1993. FH UBAYA. Surabaya. h.4.

TESIS Penegakan hukum lingkungan ... Bambang Sugiono




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

90

indakan sewenang-wenang, sekaligus sebagai jaminan bagi
asyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Kriteria substansi produk hukum yang dibuat berdasarkan
ewenangan pemerintahan, dikemukakan oleh Philipus Mandiri
adjon

,..kekuasaan pemerintahan yang berisi wewenang pengaturan dan pe-

ngendalian kehidupan masyarakat dibatasi secara substansial. Aspek

substansial menyangkut “apa” dan “untuk apa“. Yang berarti bahwa
cacat substansial menyangkut “apa” merupakan tindakan sewenang-

wenang, dan cacat substansial menyangkut “untuk apa" merupakan tin-
dakan penyalahgunaan wewenang. %

Artinya, keabsahan suatu KTUN dilihat dari aspek sub-
tansi haruslah tercermin melalui karakter yuridisnya, seba-
ali berikut: Pertama, dapat diterapkan dalam suatu
indakan yang wajar dan rasional (redelijkheid), atau meng-
unakan wewenang sesual dengan batas-batas yang diatur oleh
umber kewenangan, dapat diterima oleh akal sehat, agar
idak terjadi tindakan sewenang-wenang, serta kedua, dapat
iarahkan pada sasaran secara tepat (zuiverheid van
ogmerk), atau menggunakan wewenang sesuai dengan tujuannya,
gar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Berpangkal tolak dari klasifikasi di atas, maka
eabsahan dari aspek substansi suatu produk hukum baik

erbentuk peraturan maupun berbentuk penetapan, harus

4 Philipus Mandiri Hadjon. op.cit., h.10.
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iemenuhi kriteria adanya kesesuaian antara: 1. bentuk dengan
fubstansinya, 2. substansi yang tertuang di dalam diktum
lengan konsideran faktual dan konsideran yuridis, dan 3.
penntuk dan substansi suatu produk hukum, dengan bentuk dan
pubstansi suatu produk hukum yang menjadi dasar hukumnya.
A. Hamid S. Attamimi menyebutkan bahwa, pembentukan
feputusan pengaturan oleh Presiden tanpa memerlukan persetu-
uan DPR, menunjukkan adanya konsentrasi kekuasaan pemerintah
[executive power). Hal ini tercermin dalam KEPPRES vyang
perfungsi
1. Pengaturan lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam
peraturan pemerintah (keputusan presiden delegasian)
2. Pengaturan hal-hal lain yang tidak termasuk salah satu jenis

peraturan perundang;undangan negara tersebut diatas (keputusan
presiden mandiri).

Dengan demikian, dilihat dari aspek substansi terdapat
ua kategori, yaitu: pertama, KEPPRES vang berfungsi pengatu-
an, dengan substansi hasil delegasian dari Peraturan Pemer-
ntah, substansi substitusi dari GBHN,*® substansi sisa,
Laitu yang tidak termasuk dalam substansi Undang-undang atau

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dan Peraturan

‘5'&. Hamid $. Attamimi, Disertasi, op.cit., h.234.

“'ibid., h.244. Contoh materi muatan “substitusi” karena penafsiran, ialah peretapan REPELITA
engan KEPPRES. Sebacaimana diketahui, REPELITA ditetapkan sebagai perincian lebih lanjut dari GBHM yang
i tetapkan dengan TAP MPR. Jenis peraturan yamg lebih rendah dari TAP MPR adalah W, yang dibentuk oleh
residen dengan persetujuan DPR. Namun sejak ditetapkan TAP MPR No. IV/MPR/1973 tentang GBHN yang mene-
askan bahwa Presiden menyusun REPELITA 11 (1974-1979) sebagai peliaksanaan pola umum PELITA vang dite-
apkannya, maka sejak itu REPFLITA ditetapkan dengan KEPPRES.
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emerintah,*’ serta kedua, KEPPRES yang berfungsi penetapan.
adi, KEPPRES adalah bentuk produk hukum yang memiliki sub-
tansi beragam dan berentang luas, mulai yang bersifat umum-
ibstrak sampal dengan bersifat individual-konkrit.

H. D. van Wijk dan W. Konijnenbelt, menyebutkan tinda-
an hukum pemerintah dapat terdiri dari produk hukum
peraturan maupun keputusan), dengan substansi

a. Gedelegeerde wettelijke regels, b. Beleidsregels, pseudo-
wetgeving. ¢. Besluiten van algemene strekking. d. Besluiten ger-
Icht tot bepaalde persoon/personen (beschikkingen

(a. Peraturan perundang-undangan yang delegasian, b. Peraturan yang
menyelenggarakan kebijaksanaan pemerintahan yang tidak terikat, c.
Keputusan administratif yang berentang umum, d. Keputusan adminis-
tratif ditujukan kepada orang atau orang-orang tertentu. (keputusan
tata usaha negara)

Nyatalah bahwa, pemerintah memang memiliki wewenang
embuat produk hukum, baik berbentuk peraturan perundang-
ndangan, peraturan Kkebijaksanaan, keputusan yang berfungsi
engaturan maupun keputusan yang berfungsi penetapan. Namun,

emi terwujudnya kepastian hukum melalui sistematisasi

‘7'ibid., 0.354. Memperhatikan sumber wewenang pembentukan ...karakteristik KEPPRES yang berfungsi

ngaturan mandiri, memiliki keleluasaan, karena materi muatannya meiiputi hal-hal yang tidak dijangkau
teri muatan undang-undang sebagaimana dimaksud diatas, yaitu materi muatan "substitusi® baik karena
inggantian konstitusi maupur karena penafsiran dan materi muatan sisa. Bandingkan, Philipus Mandiri
djon, Ide Megara Mulum Dalem Sistem Ketatanegarasn Republik Indonesia, Makalah, FH Unair, Surabaya,
04, h.8. Harus diberikan perhatian terhadap tertib norma hukum karena undang-undang menjadi tidak
rguna kalau dengan leluasa dapat diterobos celeh peraturan perundang-undangan dibawahnya atau oleh
raturan kebijaksanaan (beleidsregel),

“'H. D. van Wi jk dan W. Koniinenbelt, Hoofdstukken wan Administratief Recht, Vuga, 'S-Gravenhage,

84, h.179.
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pengaturan produk hukum, maka keempat produk hukum dengan

ubstansi yang berbeda tersebut, harus dituangkan dalam empat
entuk atau nama yang juga berbeda antara satu dengan
ainnya.

Bertitik tolak dari konsep hukum di atas, ternyata
EPPRES merupakan produk hukum dengan satu bentuk dan satu
ama, tetapi substansinya dapat berfungsi sebagai peraturan
erundang-undangan, peraturan kebijaksanaan, keputusan yang
erfungsi pengaturan maupun keputusan yang berfungsi penetap-
n. Akibatnya, keberadaan KEPPRES sebagai produk hukum wmemi-
iki kelemahan yuridis, sebagai berikut
Dapat menimbulkan ketidakserasian antara substansi dengan
bentuknya.

Dapat menimbulkan ketidakserasian antara substansi diktum

dengan konsideran faktual maupun konsideran yuridis dalam

suatu KEPPRES, dan

. Dapat memiliki substansi yang semestinya dituangkan dalam
produk hukum lebih tinggi, tertuang dalam suatu KEPPRES*®

Dengan demikian, dapat saja KEPPRES berfungsi sebagai
eraturan perundang-undangan sesuail kriteria Pasal 1 angka 2
U PTUN maupun dapat pula berfungsi sebagai KTUN sesuai

lengan kriteria Pasal 1 angka 3 UU PTUN.

43.A. Hamid S. Attamimi, op.cit.., h.292
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. Tinjauan dan Analisis Terhadap Obyek Sengketa Dalam Kasus

Dana Reboisasi

.1. Tinjauan Terhadap Obyek Sengketa Dalam Kasus Dana

Reboisasi
Para Penggugat yang terdiri atas

Ir. M. S. Zulkarnaen dkk. sebagai badan pengurus yang
bertindak atas nama Yayasan Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia (WALHI) sebagail Penggugat I;
Ir. Tri Nugroho, sebagai ketua badan pengurus yang ber-
tindak atas nama Lembaga Alam Tropika Indonesia sebagai
Penggugat II;
Drs. Atgia Abubakar dan Sanusi Muhammad Syarif, sebagai
ketua dan sekretaris badan pengurus yang bertindak atas
nama Yayasan Forum Studi Kependudukan dan Lingkungan Hidup
sebagai Penggugat III;
Ir. Kismanto Sastrcamidjojo, sebagal ketua yang bertindak
atas nama Yayasan Lembaga Pengembangan Lingkungan dan
Sumber Daya Manusia sebagal Penggugat 1IV;
Mas Achmad Santosa, SH. LL.M., sebagai direktur eksekutif
yang bertindak atas nama Lembaga Pengembangan Hukum
Lingkungan Indonesia sebagai Penggugat V;

. Ir. Agus Pambagio dan Ir. Tri Nugroho, sebagai pengurus
harian, yang bertindak atas nama Yayasan Pelangi Indonesia
sebagai Penggugat VI.

ada tanggal 1 Agustus 1994 di bawah daftar No.088/
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/1994 /Piutang/PTUN.Jkt., telah mengajukan gugatan terhadap
residen Republik Indonesia, yang berkedudukan di Gedung
ina Graha Jalan Veteran Jakarta Pusat.

Kasus posisi menurut surat gugatan, Para Penggugat
engetengahkan fakta hukum bahwa, pada tanggal 2 Juni 1994
ergugat telah mengeluarkan KEPPRES No. 42 Tahun 1994 sebagai
uatu KTUN sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU PTUN,
ebagali berikut:

Dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala
Pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, jo. Pasal 8
ayat (1) Tap. MPR RI No. III/MPR/1978, jo. Pasal 1 sub a
Undang-Undang No. 5 Tahun 19%74;

Bersifat konkrit, karena telah nyata adanya, berupa
bantuan pinjaman tanpa bunga kepada Perusahaan (Persero) PT
IPTN sebesar 400 miliar rupiah untuk membantu penyelesaian
program pembuatan prototipe Pesawat N-250;

Bersifat individual, karena ditujukan kepada {Persero) PT
IPTN dan tidak ditujukan untuk umum;

Bersifat definitif, karena telah menimbulkan akibat hukum
bagi PT IPTN, berupa hak memperoleh pinjaman tanpa bunga
dari hasil bunga/jasa giro dana reboisasi;

Bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan instansi
lain yang berwenang memberikan penclakan atau pengesahan.
Menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan

Penggugat, yaitu kepentingan atas terwujudnya pengelolaan
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lingkungan berasaskan pelestarian lingkungan yang serasi
dan seimbang wuntuk menunjang pembangunan yang ber-
kesinambungan bagili peningkatan kesejahteraan manusia,
sebagaimana Pasal 3 UULH.®°
Menurut para Penggugat, tindakan hukum Tergugat tersebut
elah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik,
hususnya asas kepastian hukum dan asas kepercayaan karena
elah mengabaikan peraturan yang telah dibuatnya sendiri dan
elanggar larangan berbuat sewenang-wenang, sehingga meng-
kibatkan dilanggarnya ketentuan Pasal 53 ayat (2} sub a, b,
an ¢ UU PTUN.
Dalam posita dan petitum, para Penggugat mengemukakan
alil-dalil sebagai berikut
Menurut Pasal 4 KEPPRES No. 29 Tahun 1990, seharusnya
Tergugat menggunakan dana reboisasi untuk membiayai kegia-
tan reboisasi di luar kawasan hak penguasaan hutan, pem-
bangunan hutan tanaman industri dalam kawasan atau areal
hutan yang tidak produktif, dan rehabilitasi lahan pada
kawasan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
Menurut Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1989 kepada

lenteri Kehutanan, maka penggunaan dana dan bunga/jasa giro

st'r'mu:l 3 ULH tentang Asas dan Tujuan, digantikan dengan Pasal 3 UUPLH tentang Asas, Tujuan dan
asaran, yang menyatakar. bahws Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung
awab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat, bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan
ang berwawasan lingkungan hidup da'am rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan
asyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepaca Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan asas
anggung jawab negara, asas keberlanjutan dan asas manfaat dalam UUPLH bersifat positif dalam upaya
erlindungan kepentincan lingkungan.
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ana reboisasi dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan reboi-
asi, dan bukan digunakan untuk maksud lain.
Demikian pula, menurut Pasal 1 sub a Keputusan
enteri Kehutanan No. 404/KPTS/IV/90, mekanisme penggunaan
ana reboisasi harus dilakukan dengan persetujuan Menteri
euangan dalam suatu daftar rencana kerja.
Dengan demikian, tindakan hukum Tergugat mengalihkan
ebagian dana reboisasi dalam bentuk peminjaman hasil
unga/jasa giro dari dana reboisasi kepada Perusahaan (Per-
aro) PT IPTN bertentangan dengan Pasal 4 KEPPRES No. 29
ahun 1990, Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1989, dan Pasal 1
ub a Keputusan Menteri Kehutanan No. 404/KPTS/IV/90.
Akibat dari tindakan hukum Tergugat tersebut, adalah
ebagai berikut:
Berkurangnya kemampuan pemerintah untuk melindungi daya
dukung lingkungan, terutama pelestarian fungsi hutan, yang
pada gilirannya wenurunkan kepercayaan masyarakat terhadap
Pemerintah di bidang tersebut;
Berkurangnya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang
baik dan sehat, yaitu diwujudkan dengan pelestarian daya
dukung lingkungan, agar dapat berfungsi optimal;

. Kerugian terhadap kepentingan lingkungan, terutama fungsi
daya dukung hutan.

‘etiganya werupakan Kkerugian terhadap kepentingan para

‘engqugat sebagai LSM yang bertujuan melindungi kepent.ingan
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ingkungan.
Berdasarkan alasan-alasan di atas, para Penggugat me-

wohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dalam pokok per-

ara
Menyatakan menerima seluruh gugatan para Penggugat;
Menyatakan Keputusan Presiden No. 42 Tahun 1994 tertanggal
2 Juni 1994 tentang bantuan pinjaman kepada Perusahaan
(Perserc) PT Industri Pesawat Terbang Nusantara adalah
tidak sah atau batal demi hukum.

. Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan surat Kkeputusan
pencabutan Keputusan Presiden No. 42 Tahun 1994.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam eksepsi, Tergugat menolak seluruh gugatan, dengan

lagan-alasan sebagai berikut:

Menurut Tap MPRS No. XX/MPRS/1966, Lampiran II dinyatakan
bahwa KEPPRES merupakan bentuk peraturan perundangan, yang
berfungsi untuk melaksanakan Tap MPR di bidang
eksekutif. Sebagali peraturan perundang-undangan, maka
tidak dapat diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

. KEPPRES No. 42 Tahun 1994 belum bersifat final sesuai
dengan ketetuan Pasal 1 angka 3 UU PTUN, sehingga
Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki wewenang untuk
memeriksa dan memutus pokok perkara sengketa ini.

Dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim mempelajari

engan teliti dan seksama wmengenai isi posita dan petitum
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ara Penggugat dan eksepsi Tergugat, sehingga sampai pada

uatu pertimbangan hukum sebagai berikut

Tentang KEPPRES No. 42 Tahun 1994 sebagai peraturan
perundang-undangan.

KEPPRES No. 42 Tahun 1994 merupakan penetapan tertulis,
dikeluarkan oleh pejabat tata wusaha negara, bersifat
konkrit dan individual. 0Oleh karena 1itu, bukanliah

merupakan suatu peraturan perundang-undangan.

Tentang KEPPRES No. 42 Tahun 1994 yang belum bersifat
final.

Kendatipun KEPPRES No. 42 Tahun 1994 merupakan penetapan
tertulis, dikeluarkan o¢leh pejabat tata usaha negara,
bersifat konkrit dan individual, tetapi bersifat mengatur
dan masih harus ditindaklanjuti oleh suatu perbuatan
perdata, yaitu melalul perjanjian pinjaman bunga/jasa
giro dana reboisasi antara Departemen Kehutanan dengan
Perusahaan (Perserc) PT IPTN No. 928/Men.Hut-II/RHS/94
pada tanggal 8 Juni 1994.

Akibatnya, terdapat dua perbuatan hukum, yaitu KEPPRES No.
42 Tahun 1994 dan perjanjian pinjaman bunga/jasa giro
dana reboisasi antara Departemen Kehutanan dengan
Perusahaan (Perserc) PT IPTN No. 928/Men.Hut-II/RHS/94,
sebagail perbuatan hukum perdata.

Oleh karena perbuatan hukum perdata dimaksudkan sebagai

tujuan akhir dari tindakan hukum Presiden R.I. sebagai
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pejabat tata usaha negara, maka menurut teori melebur,
kedua macam perbuatan hukum tersebut dianggap melebur ke
dalam perbuatan hukum perdata.
Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka KEPPRES No. 42
Tahun 1994 dikategorikan sebagai KTUN yang merupakan
perbuatan hukum perdata, sebagaimana dimaksud Pasal 2
huruf a UU PTUN. Akibatnya, sengketa berkaitan dengan
keluarnya KEPPRES No. 42 Tahun 1994 bukan kewenangan
Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan alasan-alasan
tersebut, maka eksepsi Tergugat mengenai kewenangan abso-
lut pengadilan dinyatakan diterima.®?
Berdasar segala uraian pertimbangan hukum di atas, maka
1jelis Hakim menerima eksepsi Tergugat mengenal kewenangan
bsolut pengadilan. Pada tanggal 12 Desember 1994 Majelis

2kim memutuskan:

alam eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat beralasan dan diterima.
Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak
berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa

perkara ini.

S'Sesuai dengan makna Pasal 62 ayat (1) UJ PTUN, bahwa suatu pertimbangan hukum tentang kewenangan
ngadili (kompetensi absolut) semestinya dikeluarkan dalam bentuk penetapan Dismissal. Namun, Majelis
kim berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang digunakan untuk menilai kewenangan mengadili terhadap
yek sengketa terpaksa dilakukan dalam Putusan, karena dasar untuk pengambilan keputusan berupa perjan-
an No. 928/ Men.Hu-IT/RHS/94 pada tanggal 8 Juni 1994, baru diketahui Majelis setelah dijadikan

mpiran eksepsi oleh Tergugat.

TESIS Penegakan hukum lingkungan ... Bambang Sugiono




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

101

alam pokok perkara:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Terhadap Putusan Majelis Hakim tersebut para Penggugat
enyatakan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
akarta pada tanggal 10 Pebruari 19%5. Melalui Putusan
©. 33/B/1995/PT.TUN.JKT.>? tanggal 18 Juli 1995, Pengadilan
inggi Tata Usaha Negara Jakarta menguatkan Putusan
engadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 088/G/1994/Piutang/
TUN.Jkt. tanggal 12 Desember 1994. Terhadap Putusan
engadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, para Penggugat

enerima Putusan dan tidak menyatakan Kasasi ke Mahkamah
gung R.I.

.2. Analisis Terhadap Obyek Sengketa Dalam Kasus Dana

Reboisasi
Beberapa kelemahan dan kekeliruan yuridis yang tertuang

alam posita dan petitum, eksepsi, serta pertimbangan hukum,

dalah sebagai berikut:

szPertii:mga\ hulum atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negare Jakarta, secara
aris besar adalah sebagai berikut : Memori banding kuasa pembanding/penggugat tidak memuat hal-hal baru
ang dapat membatalkan putusan pengadilan tata usaha negara Jakarta, melainkan merupakan pengulangan
eperti dikemukakan di pengadilan tata usana negara Jakarta, sehingga tidak perlu menjadi bahan pertim-
angan. Maj2lis menjadikan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagai per-
jmbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarts. Mengadiliz 1. Menerima permo-
onan baending dari Kuasa Pembanding/ Penggugat, 2. Merguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
akarta Ho. O0B8B8/G/1994/Piutang/ PTUN.JKT. pada tanggal 12 Desember 1994, dan 3. Menghukum
embanding/Penggugat membayar biaya perkara untuk tingkat banding Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
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.2.1. Alasan Pengajuan Gugatan.

Dalam posita gugatan, sepanjang berkaitan dengan kuali-
ikasi KEPPRES No. 42 Tahun 1994 sebagai obyek sengketa,
enggugat telah secara benar menunjukkan bahwa KEPPRES No. 42
ahun 1994 memenuhi elemen-elemen KTUN. Menurut Pasal 1 angka

UU PTUN, KTUN memiliki elemen-elemen sebagai berikut
Penetapan tertulis,

Dibuat oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,
Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara,

Bersifat konkrit, individual,

Final,

Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Kriteria KTUN memang bersifat substansi, sebagaimana
inyatakan dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PTUN bahwa:
istilah penetapan tertulis, terutama menunjuk kepada isi
an bukan bentuk vyang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat
ata Usaha Negara". Artinya, apapun bentuk atau penyebutan
ama produk hukum dapat dijadikan obyek gugatan, sepanjang
ubstansinya memenuhi elemen-elemen ketentuan Pasal 1 angka 3
U PTUN.

Namun, dalam posita gugatan yang mempersoalkan keabsahan
EPPRES No. 42 Tahun 1994 terdapat kelemahan yuridis.
inyatakan dalam posita bahwa KEPPRES No. 42 Tahun 1994,
ebagai KTUN telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub

b, dan c UU PTUN. Masalahnya adalah, dalam posita tidak

*
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iungkapkan ruang lingkup keabsahan yang meliputi : kewenan-
an, prosedur dan substansi dari KEPPRES No. 42 Tahun 1994

ebagai KTUN yang dianggap melanggar ketentuan Pasal 53 ayat

2}y UU PTUN.
Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus Mandiri

adjon bahwa beberapa syarat fundamental bagi keabsahan suatu

TUN, adalah adanya

Kewenangan (bevoegdheid) organ administrasi pembuat keputusan.
Tidak terdapat kekurangan yuridis dalam pembentukan kehendak
(geen jurisdische gebreken in de wilsvorming)

Keputusan dituangkan dalam bentuk yang telah ditetapkan dan di-
buat menurut tata-cara yang ditetapkan (vorm dan procedure)

ési dan tujuan keputusan sesuai dengan isi dan tujuan peraturan
asar.

$a L2 P2

emikian pula, dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (2) UU PTUN,
ahwa

Alasan-alasan yang dapat digunagkan dalam gugatan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. Keputusan tata usaha negara yang digugat 1tu bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan
keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan
wewenangnya untuk tujuan tain dari maksud diberikannya wewenang
tersebut:

¢. Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan ke-
putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertim-
bangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu
seharusnya tidak sampal pada pengambilan atau tidak pengambilan
keputusan tersebut.

lelanjutnya, penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN huruf a

wenyebutkan :

53.philipus Mandiri Hadjon. Pengertian-pengertian Dasar tentang
"indak Pemerintahan (Bestuurshandeiing). FH Unair. Surabaya. 1987, h.8.
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Suatu KTUN dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku apabtla keputusan yang bersangkutan 1tu -

1. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan per-

, undang-undangan yang bersifat prosedural/ formal:

2. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan datam peraturan

_perundang-undangan yang bersifat material/ substansial:

3. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata wusaha negara

yang tidak berwenang.
engan demikian, Pasal 53 ayat (2) UU PTUN adalah berfungsi
ebagai tolok ukur untuk menguji keabsahan suatu KTUN.

Jelaslah bahwa, dalam posita terdapat kelemahan yuridis
alam mempersocalkan keabsahan KEPPRES No. 42 tahun 1954,
aitu tidak dapat menunjukkan Kkewenangan, prosedur, dan
ubstansi KEPPRES No. 42 Tahun 1994 yang melanggar ketentuan
asal 53 ayat (2) UU PTUN. Akibatnya, materi gugatan menjadi
abur atau tidak jelas. Hal tersebut tentu saja akan menyu-
itkan penentuan tolok ukur untuk menguji keabsahan KEPPRES
lo. 42 Tahun 1994.

Dengan demikian, seharusnya dalam posita diuraikan
iecara jelas norma-norma keabsahan yang tidak dipenuhi oleh
‘EPPRES No. 42 tahun 1994, sehingga dikategorikan sebagai
elanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, sebab fungsi
rewenangan, prosedur dan substansi sebagai norma keabsahan
vatu KTUN, dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu:
ertama sebagai norma pemerintahan (bestuursnormen) bagi
parat pemerintahan, kedua sebagai alasan mengajukan gugatan

(bercepsgronden) bagi masyarakat dan ketiga sebagai dasar

engujian (toetsingsgronden) bagi nakim.
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.2.2. Eksepsi Tentang Kualifikasi KEPPRES No. 42 Tahun 1994.
Dalam eksepsi, pendapat Tergugat yang menyatakan bahwa
(EPPRES No. 42 Tahun 1994 adalah peraturan perundang-undangan
sesual dengan Lampiran II Tap MPRS No. XX/MPRS/196&, mengan-
lung kerancuan yuridis dan cenderung menyesatkan, karena
1lasan-alasan sebagai berikut:
Pengertian KEPPRES menurut Tap MPRS No. XX/MPRS/1966
dirumuskan secara tidak konsisten. Dinyatakan dari aspek
bentuk KEPPRES merupakan suatu peraturan perundang-
undangan, sedangkan dari aspek fungsi KEPPRES merupakan
suatu penetapan.

. KEPPRES merupakan bentuk produk hukum dengan satu nama
atau sebutan, tetapi dapat memiliki substansi yang
berfungsi sebagail peraturan perundang-undangan, peraturan
kebijaksanaan, keputusan yang berfungsi pengaturan, dan
keputusan yang berfungsi penetapan.

. Peraturan perundang-undangan tidak dapat dinilai hanya
berdasarkan bentuk dan tata urutannya saja, tetapi harus
dinilai berdasarkan elemen-elemen yang menjadi
substansinya, sebagai berikut
a. Dapat digunakan sebagai dasar wewenang pemerintahan

bagi suatu pejabat tata usaha negara.
b. Memiliki daya kerja keluar secara umum, artinya norma-
norma substansinya bersifat mengatur secara umum dan

abstrak, berlaku bagi jajaran pemerintah yang dituju
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maupun bagi warga masyarakat.
¢. Diciptakan menurut prosedur vyang ditentukan suatu
peraturan perundang-undangan diatasnaya.

. Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PTUN, tidak mempersoalkan
bentuk dan nama produk hukum yang menjadi obyek gugatan,
tetapi justru menilai substansi produk hukum yang menjadi
obyek gugatan.

Dengan demikian, substansi dari Keputusan Presiden dapat
aja mengandung elemen-elemen sebagai KTUN menurut ketentuan

’asal 1 angka 3 UU PTUN.

.2.3. Pertimbangan Hukum Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan

Putusan atas dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim yang
enyatakan bahwa menurut teori melebur, KEPPRES No. 42 Tahun
994 adalah keputusan tata usaha negara yang merupakan per-
uatan hukum perdata sesual Kketentuan Pasal 2 huruf a UU
TUN, adalah tidak tepat. Putusan tersebut dibuat tanpa
lidasarkan pada pertimbangan hukum (legal reasoning) yang
iengacu pada ilmu hukum lingkungan administratif serta
arana penegakan hukumnya melalui Peradilan Tata Usaha Ne-
jara.

Persyaratan bagi suatu putusan yang patut dan layak
liangkat sebagai "case law" yang berkualitas sebagai "stare
lecisis", dikemukakan oleh Yahya Harahap sebagaimana dikutip
leh Siti Sundari Rangkuti, bahwa

a. putusan tersebut mengandung "ratio decidendi” :
putusan menjelaskan dasar-dasar hukum yang aktual sebagai
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landasan pertimbangan

- atau putusan menjelaskan alasan-alasan hukum yang aktual dan
rasional. dan dari alasan-alasan itulah diambil kesimpulan
dan aturan hukum yang ditetapkan hakim daiam putusan yang
dijatuhkan

- dan semua fakta yang ditemukan hakim dalam proses
persidangan. harus dipertimbangkan dengan seksama.

b. putusan juga harus mengandung obiter dicta
- hal-hal yang tidak pokok tetapi dapat menjelaskan lebih
terang ratio decidendi. harus terfuang dalam putusan
- kandungan obiter dicta dalam putusan merupakan pelengkap
ratio decidendi. meskipun obiter dicta bukan hal yang pokok
dalam putusan. (garis bawah dari penulis )™
Jelaslah bahwa, suatu putusan harus didasarkan pada pertim-
angan hukum (legal reascning) yang disusun secara kritis.
emikian pula, penyusunan "ratio decidendi" dalam proses
ersidangan kasus lingkungan, mensyaratkan hakim untuk wme-
guasai ilmu hukum lingkungan.
Dalam pertimbangan hukum yang mendasari putusan tentang
ompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga

engakibatkan tidak diujinya keabsahan KEPPRES No. 42 Tahun

994, ditemukan beberapa kekeliruan yuridis sebagai berikut

. Kekeliruan Pemahaman dan Penerapan Teori Melebur.

Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 2
uruf a UU PTUN, KEPPRES No. 42 Tahun 1994 adalah keputusan
ata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata,

arena belum bersifat final dan belum menimbulkan akibat

“.Siti Sundari Rangkuti. Beberapa Problematika Hukum Lingkungan.
akalah Program Pendidikan Konsultasi Hukum dan Kepengacaraan, Kerjasama
H Unair-PT Jatim.. Surabaya. 1994, h.3.
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lukum. Selanjutnya, dengan merujuk pada teori melebur
‘oplossing theorie), Majelis Hakim mengangkat contoh Pasal 63
Indang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokck Pemerinta-
an di Daerah.

Padahal dalam penjelasan Pasal 2 huruf a UU PTUN dicon-
ohkan

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata,

umpamanya keputusan yang menyangkut masalah  jual beli yang

dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang
¢idasarkan pada ketentuan hukum perdata.

Demikian pula, dinyatakan dalam Pasal 63 Undang-undang
jlo. 5 Tahun 1974, bahwa keputusan Kepala Daerah untuk melaku-
an persetujuan dalam penyelesaian perkara perdata, baru
erlaku setelah keluarnya keputusan pengesahan Menterl Dalam
jlegeri. Menurut teori melebur, pengesahan Menteri Dalam
legeri dianggap melebur dalam perbuatan hukum perdata yang
ilakukan Kepala Daerah, sebagai tujuan akhir keluarnya KTUN.
onsekuensinya, penanganan perlindungan hukumnya dilakukan
elalui badan Peradilan Umum.

Mencermati kerangka pikir Majelis Hakim di atas, terli-
at bahwa pertimbangan hukum tidak didasari dengan alasan-
lasan hukum vyang relevan dan akurat. Akibatnya, timbul
ekeliruan yuridis dalam pemahaman dan penerapan teori mele-
ur sebagai berikut

Teori melebur menitikberatkan pada penilaian atas

perbuatan yang menjadi akhir proses, yaitu perbuatan
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perdata. Perbuatan hukum perdata terjadi karena adanya
kesepakatan antara dua pihak atau lebih. KEPPRES No. 42
Tahun 1994 wmerupakan suatu tindakan hukum yang bersifat
sepihak, yang tidak memerlukan adanya kesepakatan dari
pihak lain.
Pasal 63 Undang-undang No. 5 Tahun 1974, menentukan bahwa
suatu perbuatan hukum perdata antara Kepala Daerah dengan
badan hukum perdata, memerlukan pengesahan Menteri Dalam
Negeri. Namun, tidak terdapat suatu Xetentuan dalam
peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa,
KEPPRES berfungsi sebagai pengesahan suatu perbuatan
perdata yang dilakukan oleh Menteri sebagai pembantu
Presiden.
Karakteristik Pasal 2 huruf a UU PTUN, mencerminkan
karakteristik perbuatan hukum perdata (privat}, bukan
karakteristik tindakan hukum administrasi (publik). Oleh
karena itu, tidak tepat disebut sebagal pengecualian,
karena elemen-elemen Pasal 2 huruf a UU PTUN berbeda
dengan elemen-elemen KTUN. Penjelasan Pasal 2 huruf a UU
PTUN memberikan contoh jual beli; yang memang tunduk pada
ketentuan hukum perdata. Namun, KEPPRES No. 42 Tahun 1954
adalah tindakan hukum sepihak Presiden, yang tunduk pada
ketentuan hukum administrasi.

Nyatalah bahwa, hakim telah melakukan kekeliruan yuridis

ang mengakibatkan pengujian keabsahan atas sumber kewe-

TESIS Penegakan hukum lingkungan ... Bambang Sugiono



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

110

langan, prosedur dan substansi KEPPRES No. 42 Tahun 1994

sebagai aspek paling penting dalam proses peradilan, justru

1dak dilakukan.

. KEPPRES No. 42 Tahun 1994 Sebagai Tindakan Hukum Publik.

Wewenang menetapkan Keputusan Presiden melekat secara
nheren pada kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan
emerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Artinya,
'asal 4 ayat (1) UUD 1945 secara tersirat (implicit) memberi
lasar hukum bagi keberadaan KEPPRES berdasarkan kewenangan
tribusi Presiden sebagail pemegang kekuasaan pemerintahan,
lengarn substansi penetapan maupun pengaturan.

Selanjutnya, terhadap kedudukan hukum Presiden dalam
elaksanakan wewenang ketatanegaraan yang melahirkan tindakan
ukum ketatanegaraan dan wewenang administrasi yang mwela-
irkan tindakan hukum tata usaha negara (administrasi),
ikemukakan oleh Philipus Mandiri Hadjon

Wewenang menerbitkan KTUN bersifat publik. Wewenang 1itu bisa

merupakan wewenang ketatanegaraan dan Disa merupakan wewenang

administrasi. Antara wewenang ketatanegaraan dengan wewenang

administrasi dapat dibedakan tapi sulit dipisahkan. 35

Dengan demikian, Presiden adalah sebutan Kepala Negara
ekaligus sebagal penyelenggara tertinggi pemerintahan

egara menurut Pasal 4 ayat (1} UUD 1945. Kedudukan dan

%-Philipus Mandiri Hadjon, Aspek-aspek Hukum Administrasi Dari
TUN: T1zin. op.cit., h.1.
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cekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara yang bersifat inte-
jral dengan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, membawa
consekuensi yuridis bahwa pelaksanaan wewenang ketatanegaraan
lan wewenang administrasi Presiden juga bersifat integral.
Jelaslah bahwa, tindakan hukum Presiden mengeluarkan
{EPPRES No. 42 Tahun 1994 bermakna sebagai tindakan hukum

ata usaha negara.

. KEPPRES No. 42 Tahun 13994 Telah Menimbulkan Akibat Hukum.

Tindak pemerintahan (bestuurshandeling) terdiri atas
indakan nyata (feitelijk handelingen) vyang menimbulkan
kibat nyata, dan tindakan hukum (rechtshandelingen} vyang
enimbulkan akibat hukum. Akibat nyata sebagai konsekuensi
iilakukannya,6 tindakan nyata, menimbulkan suatu perubahan
'isik pada obyek yang menjadi sasaran tindakan, sedangkan
kibat hukum sebagai konsekuensi dilakukannya tindakan hukum,
enimbulkan suatu perubahan hak dan kewajiban pada pihak yang
enjadi sasaran tindakan.

Contoh akibat nyata : pembongkaran paksa oleh aparat
emerintah Daerah atas suatu bangunan karena tidak dilengkapi
lengan izin untuk mendirikan bangunan (IMB). Contoh akibat
ﬁukum : diperolehnya hak untuk membangun setelah mendapatkan
ITUN, berupa izin untuk mendirikan bangunan (IMB).

KTUN sebagal produk dari tindakan hukum tata usaha
egara, yaitu tindakan hukum publik yang bersifat sepihak dan
iarahkan kepada sasaran individual, membawa akibat timbulnya

erubahan hak dan kewajiban dari individu yang menjadi sasar-
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nya.

Menyimak makna Pasal 3 KEPPRES No. 42 Tahun 1994, yang
2nyatakan bahwa

Pelaksanaan pemberian bantuan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 dilakukan oleh Menteri Kehutanan dilakukan dengan cara

memindahkan dana dari rekening Menteri Kehutanan ke rekening

Perusahaan Perseroan (PERSERQ) PT. [Industri Pesawat Terbang

Nusantara.
2laslah bahwa, Pasal 3 KEPPRES No. 42 Tahun 1994 sebagai
indakan hukum publik yang sifatnya sepihak, telah membawa
¢ibat hukum bersifat final yang ditujukan pada sasaran
1dividual, yaitu timbulnya hak bagi PT IPTN untuk mendapat-
an bantuan pinjaman dana sebesar 400 wmiliar rupiah.

Dengan demikian, pendapat Tergugat dan Majelis Hakim
ang wmenyatakan bahwa akibat hukum tidak disebabkan oleh
2]luarnya KEPPRES No. 42 Tahun 1994, tetapi terjadi akibat
2laksanaan pemindahan dana dari rekening Menteri Kehutanan
> rekening Perusahaan (Perserc) PT IPTN tidak memiliki dasar
iridis yang jelas.

Pelaksanaan pemindahan dan pengaturan dana antara Men-
3ri Kehutanan dengan Direktur Utama PT IPTN, adalah tindakan
>rgifat teknis yang didasarkan pada kesepakatan antara kedua
2lah pihak, sehingga tidak memiliki relevansi dengan akibat
ikum keluarnya suatu KTUN. Nyatalah bahwa, KEPPRES No. 42
shun 1994 telah memenuhi elemen f£inal karena teiah menimbul-

in akibat hukum bagi PT IPTN, sehingga dapat dijadikan

=bagali obyek sengketa.
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. Petitum Penggugat Mempersocalkan Keabsahan.
Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menyatakan

Berbeda dengan gugatan di muka Pengadilan Perdata. maka apa yang
dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada satu
macam tuntutan pokok  yang berupa tuntutan ggar Keputusan Tata
Usaha_Negara yang merugikan kepentingan penggugat itu dinvatakan
batal atau tidak sah. (garis bawah aari penulis)

=erdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN di atas,
etitum pokok pada gugatan selalu berkaitan dengan masalah
2absahan suatu KTUN yang menjadi cbyek sengketa.

Dalam posita dikemukakan oleh Penggugat bahwa keputusan
ergugat terbukti melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2} sub a

dan ¢ UU PTUN. Kemudian dalam petitum penggugat memohon

jar Majelis Hakim menyatakan bahwa KEPPRES No. 42 Tahun
984 tentang bantuan pinjaman kepada Perusahaan {Persero} PT
PTN adalah tidak sah atau batal demi  hukum dan menghukum
ergugat untuk mengeluarkan surat keputusan pencabutan
EPPRES No. 42 Tahun 1994.

Petitum penggugat yang mempersoalkan keabsahan KEPPRES
5. 42 Tahun 1994 jelas mencerminkan KEPPRES No. 42 Tahun
594 sebagai suatu KTUN, karena gugatan terhadap keabsahan
natu KTUN merupakan kompetensi badan Peradilan Tata Usaha
agara, sedangkan dalam suatu sengketa perdata gugatan bertu-
nan untuk menetapkan hak dan kewajiban dari para pihak yang
ersengketa. Namun demikian, petitum penggqugat yang menyata-

an perlunva pencabutan KEPPRES No. 42 Tahun 1994 menunjukan
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ekeliruan pemahaman terhadap prinsip keabsahan dalam hukum
dministrasi. Petitum yang memohcn agar Majelis Hakim memer-
ntahkan tergugat mencabut KEPPRES No. 42 Tahun 1594 adalah
eliru dan tidak perlu, karena dengan putusan yang membatal-
an keabsahan KEPPRES No. 42 Tahun 1994, secara otomatis
enjadikannya tidak berlaku lagi dan tidak memiliki daya ikat

uridis tanpa harus disertail keputusan pencabutan.

. Kualifikasi dan Keabsahan Keputusan Presiden No. 42 Tahun

1994

Hasil analisis terhadap obyek sengketa dalam kasus dana
eboisasi di atas, membuktikan bahwa KEPPRES No. 42 Tahun
994 memenuhi kualifikasi sebagai KTUN sesuai dengan keten-
uan Pasal 1 angka 3 UU PTUN. Kualifikasi KEPPRES No. 42
ahun 1994 sebagai KTUN tercermin dengan terpenuhinya krite-
ia hukum sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan
leh Presiden berdasarkan wewenang pemerintahan, untuk mem-
erikan bantuan pinjaman bunga/jasa giro dana reboisasi
ebesar 400 miliar rupiah kepada PT IPTN sebagai badan hukum
erdata.

Dengan terbuktinya kualifikasi KEPPRES No. 42 Tahun
994, selanjutnya perlu dilakukan penilaian terhadap ke-
bsahan KEPRRES No. 42 Tahun 19%4 berdasarkan sumber kewe-

angar, prosedur dan substansi.
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.1. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 1994 Sebagai KTUN Tidak

Terikat Berdasarkan Sumber Kewenangan Atribusi.

Dasar hukum KEPPRES No. 42 Tahun 1994, tercermin dalam
onsideran yuridis sebagai berikut

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1976 tentang Penyertaan
Modal Negara Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO)
Dalam Bidang Industri Pesawat Terbang (Lembaran Negara Tahun
1976 Nomor 21).

3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi
sebagaimana  telah beberapa kali diubah. terakhir  dengan
Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993.

engan demikian, XKEPPRES Nc¢. 42 Tahun 1994 dikeluarkan berda-
arkan sumber kewenangan atribusi.

Selanjutnya, mencermati substansi dari ketiga butir
onsideran yuridis di atas berkaitan dengan kewenangan Presi-
en mengeluarkan KEPPRES No. 42 Tahun 1994, dapat dijelaskan
ebagal berikut

Konsideran butir pertama yaitu Pasal 4 ayat (1) Undang-
undang Dasar 1945 mwmenyatakan bahwa Presiden Republik
Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-
undang Dasar.

Konsideran butir kedua tentang Peraturan Pemerintah No. 12
Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Untuk Pendirian
Perusahaan Perserocan {PERSERO) dalam Bidang Industri
Pesawat Terbang (LN RI 1976 Nomor 21), memuat substansi

yang pada garis besarnya menyatakan bahwa sebagai pemilik

Perusahaan (PERSERO) PT IPTN, pemerintah berkewajiban
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memberikan bantuan modal kepada Perusahaan (PERSERO) PT
IPTN. Namun demikian, tidak terdapat ketentuan yang
mengatur sumber bantuan modal dari pemsrintah tersebut.
Konsideran butir ketiga tentang KEPPRES No. 29 Tahun 1990
tentang Dana Reboisasi, terakhir diubah dengan KEPPRES
Nc. 40 Tahun 1993, memuat substansi vyang pada garis
besarnya mengatur tujuan penggunaan dana reboisasi, sumber
dana reboisasi, mekanisme penggunaan, dan tanggungjawab
penggunaan dana reboisasi. Namun demikian, tidak terdapat
ketentuan yang membenarkan adanya penggunaan dana wmaupun
bunga dana reboisasli untuk maksud dan tujuan di luar
peruntukannya.

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa
residen Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan
enurut Undang-undang Dasar. Dengan demikian, Pasal 4 ayat
1) UUD 1945 tersebut memuat suatu rumusan yang tersamar
vague) tentang produk hukum apa saja yang dapat dikeluarkan
leh Presiden sebagai wujud dari kekuasaan pemerintahannya.
al ini berbeda dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal
2 ayat (1) UUD 1945 yang dengan jelas menyebutkan nama
roduk hukum yang dihasilkannya.

Dengan demikian, Keputusan Presiden yang dikeluarkan
erdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, melahirkan suatu
ewenangan tidak terikat (mandiri) untuk melakukan interpre-

asi terhadap rumusan yang memuat norma tersamar. Kewenangan
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k terikat menghasilkan KTUN tidak terikat.
Dikemukakan oleh Philipus Mandiri Hadjon :

Pada dasarnya pemerintah tidak hanya melaksanakan undang-undang
tetapi atas dasar freies Ermessen dapat melakukan perbuatan lainnya
meskipun belum diatur secara tegas cleh Undang-undang. Kepustakaan
Belanda lebih populer menggunakan istilah pestuur daripada istilah
uitvoerende macht. Dalam kaitannya dengan KTUN, disamping keputusan
pelaksanaan (executive decision, Descnfkkf@g). ada keputusan bebas
(discretionary decision., vrije beschiking).

lanjut, Philipus Mandiri Hadjon mengungkapkan :

Kekuasaan bebas meliputi kewenangan untuk memutuskan secara mandir
dan kewenangan interpretasi terhadap norma tersamar (vage normen).
terhadap kekuasaan bebas (vrij bestuur) asas wetmatigheid tidaklah
memadai. Kekuasaan bebas bukaniah suatu kekuasaan yang tidak
terbatas. karena harus merupakan kekuasaan yang tunduk pada hukum,
setidaknya tunduk kepada hukum tidak tertulis berupa asas-asas
hukum, yang dalam hukum administrasi Belanda dirumuskan sebagai
algemene beginselen van behcorlijk bestuur. pripnciples of proper
administration, principles of due administration.®

Menurut P. Nicolai, fungsi asas-asas umum pemerintahan

baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur),

Jalah sebagai berikut

Zien we de ontwikkeling van beginselen van behoorlijk bestuur als
een noodzakelijk antwoord op de terugtred van de wetgever. als een
tegengif tegen de verzwakking van de’'maatschappelijke control dan
vioeien daaruit de volgende uitgangspunten voort:

- De  beginselen van  behoorlijk  beStuur vormen primair
referentiepunten voor een tot behoorli jke bevoegd-
heidsuitoefening geroepen administratie, secundaire toetsings-
criteria voor rechtbescherming biedende organen.

- De beginselen  hebben algemene betekenis voor de verhoudingen
tussen bestuur en burger. en worden verondesteld fundamentele
maatschappeli jke waarden betreffende de relatie tussen burger en
bestuur te reflecteren.

%6-philipus Mandiri Hadjon, et al.. op.cit.. h.138.

-Philipus Mandiri Hadjon, Pemerintahan Menurut Hukum (Wet en

'Fcntmatig bestuur). Yuridika. Agustus. 1993, h.4.
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- De beginselen brengen eisen tot uitdrukking die op de behoor
lijkheid van de bestuuursrechtelijke bevoegdheiduitoefening en
op bestuursgedrag tegenover de burger betrekking hebben 58

(Bahwa perkembangan dari asas-asas pemerintahan yang baik sebagai
sudtu yang harus dijawab karena adanya kemunduran dari peranan
pembuat peraturan perundang-undangan dan sebagai imbangan dari
melemahnya kontrol sosial menimbulkan

- AUPB merupakan acuan (referentiepunten) bagi pelaksanaan kekuasaan
yang layak. merupakan kriteria penguii ‘toetsingscriteria) bagi
perlindungan organ.

- AUPB mempunyai arti umum untuk hubungan antara pemerintah dan
warga negara. yang merupakan refleksi dar1 nilai-nilai
masyarakat yang mendasar. mengenai hubungan timbal balik antara
warga negara dan pemerintah.

- AUPB menuntut adanya “"kelayakan” dari pelaksanaan kewenangan
pemerintah secara hukum serta bertalian dengan tindakan
pemerintah terhadap warga negara).

Penggunaan asas-asas umum pemerintahan yang baik di
ndonesia sebagai hukum tidak tertulis untuk menguji ke-
bsahan  suatu KTUN tidak terikat, dapat dilakukan dengan
amanfaatkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf 4 UU PTUN.
isamping itu, penggunaan asas-asas umum pemerintahan yang
aik, Jjuga dimungkinkan sebagali penerapan asas ius curia
ovit menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1} Undang-undang No.
1 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menolak
ntuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan
erigan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan
3jib untuk memeriksa dan mengadilinya, dan ketentuan Pasal

7 ayat (1) Undang—ﬁndang No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan

58.p Nicolai. Beginselen van Behoorlijk Bestuur, Kluwer Deventer,
190, h.222.
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ahwa Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengga-
i, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam
asyarakat .

Dengan demikian, asas-asas umum pemerintahan yang baik
erlu digunakan sebagai alat ukur untuk menguji keabsahan
EPPRES No. 42 Tahun 1994 sebagail suatu KTUN tidak terikat,
arena peraturan perundang-undangan hanya dapat dijadikan
lat ukur untuk menguji keabsahan suatu KTUN yang dikeluarkan

erdasarkan kewenangan terikat.

.2. Prosedur dan Substansi Keputusan Presiden No, 42 Tahun

1994 Merugikan Kepentingan Lingkungan.

Sebagail manifestasi asas keterbukaan dalam pengelolaan
ingkungan, sudah semestinya pemerintah meminta pertimbangan
cpada masyarakat sebagai subyek vyang memiliki hak atas
ingkungan yang baik dan sehat, khususnya L,8M 1lingkungan
ntuk berperanserta dalam prosedur pembuatan KTUN yang memi-
iki dampak penting terhadap lingkungan.

Pelaksanaan peranserta masyarakat dalam pengelolaan
ingkungan dalam prosedur pembuatan KTUN merupakan jaminan
erlindungan hukum preventif yang dapat mencegah terjadinya
engketa, serta memotivasi pemerintah untuk bersikap cermat
alam mengambil keputusan yang didasarkan pada kebebasan
ertindak yang menghasilkan KTUN tidak terikat.

Dalam kenyataan, prosedur pembuatan KEPPRES, termasuk

EPPRES No. 42 Tahun 1954 yang substansinya memiliki dampak
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enting terhadap lingkungan tidak menyediakan peranserta
asyarakat, termasuk peranserta bagi LSM lingkungan mewakili
apentingan lingkungan. Padahal, peranserta tersebut
erupakan elemen penting dalam proses pengambilan keputusan,
arena memungkinkan pemikul risiko wuntuk memahami, bahwa
emua aspek mengenail risiko dan alternatif pemecahan telah
acara cermat dikaji dalam proses pengambilan keputusan.

Tidak tersedianya ketentuan tentang sarana peranserta
alam prosedur pembuatan KEPPRES No. 42 Tahun 1994, telah
engakibatkan tidak adanya peraturan perundang-undangan
espagal hukum tertulis untuk dijadikan instrumen pengujian
sabsahan dari aspek prosedur. Berdasarkan asas-asas umum
emerintahan yang baik sebagai hukum tidak tertulis untuk
=nguji keabsahan suatu keputusan administrasi, khususnya
ang bersumber pada kewenangan tidak terikat, terungkap bahwa
ecara prosedural KEPPRES No. 42 Tahun 1994 melanggar asas
ecermatan.

Dikemukakan oleh P. Nicolai bahwa

Er is een beginsel van behoorlijk bestuur dat vereist dat het

bestuur aan zijn besluit een zorgvuldig onderzoek van de feiten

doet vooraf'gaan.®

(Salah satu asas dalam pemerintahan yang layak tersebut menghendaki

bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah mensyaratkan

adanya pemeriksaan secara cermat terhadap fakta yang telah ada

sebelumnya) .

Pelanggaran terhadap asas kecermatan dalam prosedur

*9-jpid.. h.332.
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embuatan KEPPRES No. 42 Tahun 1994 sebagai suatu KTUN tidak

erikat yang berdampak penting terhadap lingkungan, terlihat

lalam diktum :

Pasal 1

Pemerintah  memberikan bantuan pinjaman  tanpa bunga kepada
Perusahaan Perseroan (PERSERO)Y PT. Industri Pesawat Terbang
Nusantara. sebesar Rp.400.000.000.000.- C(empat ratus milyar

rupiah). untuk membantu penyelesaian program pembuatan prototipe
pesawat N-250.

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2):

1. Pengembalian bantuan pinjaman oleh Perusahaan Perserogan
(PERSERQ) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara kepada
pemerintah dilakukan dalam bentuk pembayaran royalti, vyang
besarnya 5% (1ima perseratus) dari hasil penjualan setiap
pesawat N-250.

2. Pengembalian bantuan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) berlangsung hingga lunasnya bantuan pinjaman sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1.

Diktum KEPPRES No. 42 Tahun 19%4 yang tertuang dalam
asal 1 dan Pasal 4 di atas, membuktikan bahwa secara prose-
lural KEPPRES No. 42 Tahun 1994 yang memuat pemberian bantuan
injaman tanpa bunga dari bunga/jasa giro dana reboisasi
ebesar 400 miliar rupiah  kepada Perusahaan (Persero) PT
PTN, telah mengabaikan kepentingan lingkungan, yaitu peles-
arian daya dukung hutan.

Ketidakcermatan secara prosedural juga terlihat dalam
)erumusan kongsideran yuridis butir kedua dan ketiga KEPPRES

jo. 42 Tahun 1994, yang ternyata substansinya tidak memuat
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1sar hukum pemberian wewenang kepada Presiden untuk melaku-
an diktum KEPPRES No. 42 Tahun 1994.

Fakta terkait yang mendukung ketidakcermatan dalam
cosedur pembuatan KEPPRES No. 42 Tahun 1994, adalah sebagai
arikut

Jumlah hutan vyang ditanami kembali (reboisasi}, tidak
seimbang dengan jumlah hutan yang ditebang melalui proyek
Hak Pengelolaan Hutan. Sejak tahun 1980 sampai dengan
tahun 1991, tingkat penggundulan hutan di Indonesia rata-
rata pertahun mencapai luas 1.300.000 hektar, sedangkan
hasil pelaksanaan reboisasi rata-rata pertahun hanya
57.200 hektar.%® Demikian pula, data paling akhir juga
menunjukkan ketidakseimbangan antara tingkat penggundulan
hutan di Indonesia pada tahun 1995 yang mencapai 4.760.000
hektar, dengan hasil pelaksanaan rebeoisasi pada tahun
1995 yang hanya mencapai 254.000 hektar.S*

Pemerintah, melalui Departemen Kehutanan masih mendapatkan
bantuan pinjaman luar negeri untuk dana pendamping
reboisasi sebesar 221 milyar rupiah dalam Pelita V, tahun

1989-1994.%% Jumlah dana pendamping reboisasi tersebut

60.pepartemen Kehutanan R.1., Statistik Kehutanan Indonesia. Laporan
riode 1989/1990 dan 1990/1991. Setjend. Dep. Kehutanan, Jakarta, 1992.

6l.pepartemen Kehutanan R.1., Statistik Kehutanan Indonesia. Laporan
)94/1995, Setjend. Dep. Kehutanan, Jakarta, 1996.

62.Mas Achmad Santosa. Deskripsi Kontroversi Seputar Dana Reboisasi

3gi Pembangunan Pesawat Terbang. Indonesian Center for Environmental Law
[CEL), Jakarta, 1994.
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|
lebih kecil dibandingkan dengan jumlah bantuan pinjaman
tanpa bunga dari bunga/jasa girc dana reboisasi kepada
Perusahaan (Perserc} PT IPTN, sebesar 400 milyar rupiah
untuk program pembuatan prototipe pesawat N-250.
Selanjutnya, keabsahan suatu KTUN dari aspek substansi,
ercermin dari substansi dari KTUN tersebut dapat: pertama
iterapkan dalam suatu tindakan yang wajar dan rasional, agar
idak terjadi tindakan sewenang-wenang dan kedua diarahkan
ada sasaran yang tepat sesual dengan tujuannya, agar tidak
erjadi penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, terdapat
esesuaian (sinkronisasi) antara substansi KEPPRES Nc. 42
ahun 1994 dengan substansi produk hukum lain yang mengatur
entang dana reboisasi.
Berdasarkan kerangka pikir di atas, substansi KEPPRES
o. 42 Tahun 1994, ternyata tidak wmengandung kesesuaian
engan substansi
KEPPRES No. 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi.
INPRES No. 6 Tahun 1989 tentang Bunga dan Jasa Giro Dana
Reboisasi.
Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Keuangan
No. 421/Kpts-II/1990 dan No. 931/KMK.013/1990 tentang
ketentuan-ketentuan penyertaan modal pemerintah dan
pinjaman yang Dberasal dari dana rebeisasi dalam

pembangunan hutan tanaman industri.

Pasal 1 KEPPRES No. 42 Tahun 1994 menyatakan
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Pemerintah memberikan bantuan pinjaman tanpa bunga kepada
Perusahaan Perseroan (PERSFRD) PT. [Industri Pesawat Terbang
Nusantara. sebesar Rp.400.000.000.000.- (empat ratus milyar
rupiah), untuk membantu penyelesaian program pembuatan prototipe
pesawat N-250.

Pasal 2 KEPPRES No. 42 tahun 1994 menyatakan

Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. diambil dari hasil
hunga/)asa giro Dana Reboisasi. yang dikelola oleh Menteri
Kehutanan sesuat dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990
sebagaimana telah beberapa kali diubah. terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 40 tahun 1993. dan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun
1989 tentang Bunga dan Jasa Giro Dana Reboisasi.

Diktum KEPPRES No. 42 Tahun 1994, sebagaimana tertuang
alam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 di atas tidak mengandung

esesuaian (tidak sinkron) dengan substansi
Pasal 4 KEPPRES No. 29 Tahun 1990 yang menyatakan :

Dana Reboisasi digunakan untuk membiayail kegiatan di luar kawasan
atau areal Hak Pengusahaan Hutan, pembangunan Hutan Tanaman
Industri dalam kawasan atau areal hutan yang tidak produktif. dan
rehabilitasi lahan pada kawasan atau areal yang ditetapkan oleh
Menteri Kehutanan.

Butir 2 dan butir 3 INPRES No. 6 Tahun 1989, yang menyatakan :

1. Menyusun rencana pemanfaatan secara berkala atas seluruh bunga
dan jasa giro sebagaimana dalam diktum pertama dan mengajukan
secara tertulis kepada Presiden untuk memperoleh persetujuan.

2. Melaksanakan pemanfaatan bunga dan jasa giro tersebut sesuai
dengan rencana yang telah disetujui Presiden.

Pasal 2 dan  Pasal 3 Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan
Menteri Keuangan No. 421/Kpts-I11/1990 dan No. 931/KMK.013/1990,
yang menyatakan :
Pasal 2 ayat (2) :
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat bekerjasama dengan swasta dan

atan koperasi untuk melakukan pembangunan hutan tanaman industri
dengan membentuk badan hukum baru dalam bentuk persercan terbatas.
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Pasal 3 ayat (2) dan (3)

Pinjaman dana reboisasi hanya diberikan kepada badan hukum
perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat {(2). Dana
reboisasi hanya digunakan untuk membiayai komponen kegiatan
peﬂbangunan hutan tanaman industri yang ditetapkan oleh Menteri
Kehutanan.

Dengan demikian, substansi diktum KEPPRES No. 42 Tahun
1994 mengabaikan atau menyimpang dari substansi diktum KEP-
PRES  No. 29 Tahun 1850, INPRES No. 6 Tahun 1989, dan Kepu-
lusan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Keuangan No. 421/
pts-11/1990 dan No. 931/KMK.013/1990. Penyimpangan di atas
ienurijukan bahwa substansi diktum KEPPRES No. 42 Tahun 1994
elanggar asas kepercayaan.

Dinyatakan coleh P. Nicolai bahwa

Pe door de toe’passing van  het vertrouwensbeginsel relevante

vragen zijn dunkt mij, de volgende :

7.1. Zijn de gewekte verwachtingen toe te rekenen aan het orgaan dat
de beslissing neemt:

7.2. aan welke gedragingen kon voor eventuele bescherming in
aanmerking komend vertrouwen worden ontleend:

7.3. wat 1S het (gewicht van het) belang van de burger bij
honorering van het gewekte vertrouwen:

7.4, wat is de zwaarte van de rechtvaardigingsgrond van de
administratie voor een beslissing waardoor het gewekte
vertrouwen wordt geschonden:

7.5. wat is het gewicht van een rechtens te beschermen belang van
een of meer derden, dat Zzich tegen honorering van het
vertrouwen verzet 79

(Penggunaan secara benar terhadap asas kepercayaan berkaitan dengan

gertgnyaan relevan yang menurut pendapat saya, adalah sebagai

erikut :

7.1. sejauhmana harapan yang ditimbulkan dapat dibebankan pada
organ yang mengambil keputusan.

7.2. oleh tingkah 1laku mana kepercayaan yang mungkin harus
dilindungi ditimbuikan.

83-p, Nicolai, op.cit.. h.361 o
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7.3. apa yang menjadi kepentingan warga dalam pemenuhan kepercaydan

yang ditimbulkan.

7.4. apakah dasar-dasar pembenaran yang dimiliki organ pemerintahan

untuk melakukan pelanggaran kepercayaan itu

7.5. berapakah kadar kepentingan yang menurut hukum harus dilindungi

terhadap satu atau lebih pihak ketiga. yang menuntut dipenuhi-
nya kepercayaan tersebut 7.)

Menurut asas kepercayaan, sebagaimana tertuang dalam
ibstansi diktum KEPPRES Nc. 29 Tahun 1990, INPRES No. 6
ashun 1989, dan Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan
enteri Keuangan No. 421/Kpts-I1I1/1990 dan No. 931/KMK.013/
990, dana reboisasi beserta bunga/jasa giro dana reboisasi
dalah untuk membiayai kegiatan di luar kawasan atau areal
ak pengusahaan hutan, pembangunan hutan tanaman industri
alam kawasan atau areal hutan yang tidak produktif, dan
ehabilitasi lahan.

Dalam kenyataan, substansi KEPPRES No. 42 Tahun 19294
elah melanggar asas kepercayaan, yaitu menggunakan sarana
ukum secara menyimpang dari tujuan yang menjadi harapan atau
epercayaan masyarakat. Akibatnya, keluarnya XEPPRES No. 42
ahun 1994 telah mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan
ingkungan, karena melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai
erikut: pertama, telah menggunakan bunga/jasa giro dana
eboisasi secara menyimpang atau tidak sesuai peruntukannya
an kedua, dana yang seharusnya dipergunakan oleh BUMN yang
ekerjasama dengan swasta atau koperasi untuk melakukan

)lembangunan hutan tanaman industri, telah dialih fungsikan

ntuk kepentingan industri PT IPTN. Demikian pula, ketiga,
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ecara sewenang-wenang mengubah pinjaman tanpa bunga/jasa
iro dana reboisasi menjadi modal penyertaan pemerintah pada
erusahaan (PERSERO) PT IPTN.®*
Menurut L. Woltgens dan Th. G. Drupsteen bahwa
Sehubungan dengan tujuan perencanaan kebijaksanaan lingkungan. maka
ditentukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi  oleh
perencanaan kebijaksanaan lingkungan:...penyesuaian dengan bagian-
bagian lain dari kebijaksanaan penguasa sebanyak mungkin haruslah
terjadi dengan bantuan perencanaan umum dan strategis untuk
kebiJjaksanaan 1ingkungan. Disamping i1tu. dalam perencanaan mengenal
bidang-bidang kebijaksanaan lain hendakiah diberikan perhatian
terhadap kepentingan lingkungan . ®®
Dengan demikian, prosedur dan substansi KEPPRES No. 42
ahun 1994 telah merugikan kepentingan lingkungan, yang
ibuktikan dengan pelanggaran terhadap asas kecermatan dan
sas kepercayaan. Suatu KTUN yang berdampak penting terhadap
ingkungan seharusnya mengedepankan pertimbangan lingkungan
(environmental consideration), sesuai dengan rumusan Pasal 3
LH tentang asas dan tujuan pengelolaan lingkungan. Bahkan
engan berlakunya UUPLH menggantikan UULH, tujuan dan sasaran

aitu terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

ingkungan, harus berlandaskan pada asas tanggung jawab

6"Har‘ian Republika, Diharapkan Untuk Yang Terakhir Kali : Pinjaman Bunga DR ke IPTH Jadi Modal
intah, Kamis, 30 Januari 1997, Lihat, Harian Surya, Menhut. : 1PTH Tak Usah Kembalikan DR Rp. 400
iliar, Kamis, 30 Januari, 1997. Menteri Kehutanan pjamatudin Surychadikusumo menjelaskan dalam Rapat
erja Komisi IV DPR Rl di Jakarta pada tanggal 29 Jarwari 1997, bahka PT IPTN tidak perlu mengembalikan
injaman bunga/jasa giro dana reboisasi, untuk selanjutnya dana tersebut menjadi penyertaan modal pemer-

intan.

_ 65'L. Woltgens, dan Th. G. Drupsteen, Pengantar Hukum Perizinan Lingkungan, Disunting cleh Siti
Sundari Rangkuti, Kerjasama Indonesia-Betanda, FH Unair, Surabaya, 1992, h.40. .
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egara, asas keberlanjutan dan asas manfaat, sebagaimana
irumuskan dalam Pasal 3 UUPLH.

Selanjutnya, mencermati masalah yuridis dalam pemberian
antuan pinjaman tanpa bunga kepada Perusahaan Perseroan
PERSERQ) PT Industri Pesawat Terbang Nusantara, sebesar 400
ilyar rupiah untuk membantu penyelesaian program pembuatan
rototipe pesawat N-250 melalui KEPPRES No.42 Tahun 19%4
ebagaimana uraian analisis di atas, sebenarnya akar wmasa-
ahnya terletak pada penggunaan KEPPRES No. 29 Tahun 1880
ebagaimana terakhir kali diubah dengan KEPPRES No. 40 Tahun
993 tentang Dana Reboisasi.

Pengaturan tentang pengelolaan dana reboisasi sebagai
endapatan negara bukan pajak (PNEP) yang dipergunakan untuk
ujuan khusus tersebut, seharusnya dituangkan dalam Undang-
ndang, dengan substansi yang wmengatur kriteria penggunaarn
anksi administrasi dan sanksi pidana, serta memuat prosedur
enggunaan dana yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan
an Belanja Negara {APBN). Dengan demikian, pengalihan peng-
unaan dana diluar peruntukannya dapat dihindari. Hasil
nalisis membuktikan bahwa penggunaan KEPPRES sebagail bentuk
roduk hukum dari eksekutif dengan ragam fungsi memiliki
elemahan vyuridis, baik dari aspek kewenangan, prosedur
aupun substansinya. Salah satu akibatnya, adalah terjadinya
enyalahgunaan dana reboisasi yang seharusnya diperuntukan

ntuk kepentingan lingkungan.
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BAB III
KUALITAS DAN KEPENTINGAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT LINGKUNGAN
SEBAGAI PENGGUGAT MELALUI BADAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Hak untuk bertindak sebagaili Penggugat (ius standi) bagi
SM lingkungan sangat diperlukan dalam proses penegakan hukum
ingkungan melalui badan Peradilan Tata Usaha Negara. Per-
varatan sebagai Penggugat melalui badan Peradilan Tata Usaha
cegara menurut Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, adalah seseorang
tau badan hukum perdata yang merasa kepentingan-nya dirugi-

an akibat keluarnya suatu KTUN.

Selanijutnya, Pasal 5 ayat (1) UULH' menyatakan bahwa,
J Yy Y Y

etiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik
|

n sehat, sedangkan penjelasan Pasal 5 ayat (1) UULH menya-

kan bahwa, vyang dimaksud dengan orang ialah orang seorang,
lompok orang atau badan hukum. Artinya, penjelasan Pasal 5
at {1) UULH memberikan pengakuan terhadap eksistensi LSM
ingkungan sebagai manifestasi kelompok orang atau badan
kum yang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan
hat.

Dengan demikian, bagi LSM lingkungan yang hendak tampil
Penggugat harus memenuhi syarat sebagai badan

bagai

1‘Pasal 5 ayat (1) UULH dirumuskan kembali dalam Pasal 5 ayat (1) UUPLH, yang menyatakan: Setiap
ang mempunyai hak yang sama atas Lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penjelasannya menyatakan: cukup
las. Dengan demikian, pada hakekatnya makna Pasal 5 ayat (1) UULH tidak mengalami perubahan. Tidak
perlukannya penjelasan dalam pasal 5 ayat (1) UUPLH, karena Bab I UUPLH tentang Ketentuan Umum, Pasal
angka 24 menyatakan: orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dansatau badan hukum.
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kum perdata. Di samping itu, sebagai alasan pengajuan
gatannya, LSM lingkungan harus dapat membuktikan bahwa
pentingannya dirugikan akibat keluarnya suatu KTUN.
Pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergu-
t tentang kualitas dan kepentingan Penggugat dalam kasus
na reboisasi, mengakui hak untuk mengajukan gugatan bagi 4
mpat) Penggugat yang menyatakan dirinya LSM lingkungan,
tapli menolak hak untuk mengajukan gugatan bagi 2 {dua)
nggugat lainnya yang juga menyatakan dirinya sebagai LSM
ingkungan. Dalam posita, keenam Penggugat berdalih bahwa
reka merupakan LSM lingkungan dengan bentuk organisasi
yasan, yang memenuhi Kkualitas dan Kkepentingan sebagai
nggugat mewakili kepentingan lingkungan. Dalam eksepsi,
rgugat menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas
n kepentingan untuk mengajukan gugatan, karena bukanlah
ihak yang dirugikan akibat keluarnya KEPPRES No. 42 tahun

904 .

. Pengertian dan Bentuk Organigasi LSM Lingkungan
.1. Pengertian LSM Lingkungan

Pengertian yuridis Lembaga Swadaya Masyarakat
LSM) pertama kali dirumuskan dalam UULH. Menurut Pasal 1
ngka 12 UULH, LSM adalah organisasi yang tumbuh secara
wadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri, di tengah

asyarakat, dan berminat serta bergerak dalam bidang
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ing kungan hidup. Penjelasan Pasal 1 angka 12 menyebutkan
hwa, pengertian organisasi termasuk pula kelompok masyara-
t_z
Selanjutnya, Pasal 19 UULH menyebutkan bahwa LSM berper-
sebagai penunjang dalam pengelolaan lingkungan hidup.
enjelasan Pasal 19 UULH menyebutkan bahwa, pada pokoknya LSM
encakup kelompok profesi, kelompok hobi dan kelompok minat
ang berbuat bagi pengembangan lingkungan hidup. Dalam menja-
ankan perannya sebagai penunjang, LSM mendayagunakan dirinya
ebagal sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggo-
a masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan.
Dalam perspektif yuridis, elemen-elemen LSM adalah
ebagai berikut :
Suatu organisasi atau kelompok masyarakat.
Tumbuh secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri
di tengah masyarakat.
. Berminat serta bergerak dalam bidang lingkungan hidup.
elaslah bahwa, pengertian LSM menurut UULH mengandung

2'Henurut Pasal 1 angka 22 UUPLH: Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk

as kehendak dan keinginan serdiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkun-
in hidup. Penjelasannya menyatakan: cukup jelas. Perbedaan antara Pasal 1 angka 12 WILH dengan Pasal 1
wgka 22 UUPLH adalah digantinya istilah LSM menjadi Organisasi lingkungan. Disamping itu elemen kclom-
k orsng dalam penjelasan Pasal 1 angka 19 WLH dituangkan datam rumusan Pasal 1 angka 22 UUPLH.
tentuan Pasal 19 UULH berikut penjelasannya tentang pecan dan jenis LSM Lingkungan, dihilangkan dalam
IPLH. Selanjutnya, sebagai konsekuensi perumusan Pasal 1 angka 24 UUPLH, maka peran yuridis organisasi
ngkungan termasuk yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (1) twwuf b UWPLH, sedangkan
wan nyata organisasi lingkungan termasuk yang diatur dalam Pasal 7 UUPLH. Bardasarkan uraian tersebut,
ka pengertian LSM menurut UULH maknanya sama dengan pengertian organisasi lingkungan menurut UUPLH,
i tu memberikan penekanan pada aktifitas tanpa mempersoalkan bentuk atau jenis organisasi yang menjadi
xdia aktifitas.
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umusan yang memberikan penekanan pada aktifitas, tanpa
empersoalkan bentuk atau jenis organisasi yang digunakan
alam pelaksanaan aktifitas tersebut.

Dikatakan oleh Siti Sundari Rangkuti bahwa

Dalam menjalankan peranannya lembaga swadaya masyarakat mendaya-

gunakan dirinya sebagai sarana mengikutsertakan sebanyak mungkin

anggota masyarakat untuk mencapai tujuan pengelotaan 1ingkungan.

Semula Organtsasi Non Pemerintah (ORNOP) bergerak sendiri-sendiri

menanggapi masalah 1ingkungan tanpa kerjasama yang berarti. Setelah

menyadari betapa kompleksnya masalah lingkungan. pada tahun 1978

atas prakarsa beberapa lembaga swadaya masyarakat di Jakarta di-

bentuk kelompok sepuluh. suatu koalisi organisasi/iembaga pengem-

bangan lingkungan hidup, bekerjasama dengan Kantor Menteri Negara

PPLH. ...ORNOP masih mengikuti pola Non Govermental Organization

(NGO's) dari UNEP yang berkedudukan di Nairobi dan aktif bergerak

di bidang lingkungan hidup.®
engan demikian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah LSM
ingkungan, yang merupakan istilah Organisasi Non Pemerintah
IORNOP), atau Non Govermental Organization (NGO's) yang
ergerak di bidang pengelolaan lingkungan.

Pengertian yuridis secara jelas menyebutkan bahwa yang
imaksud LSM adalah LSM lingkungan. Namun, dalam kenyataan
idak semua LSM bergerak di bidang pengembangan lingkungan.
ertanyaan yang timbul adalah, faktor-faktor apa sajakah yang
urut mempengaruhi penggunaan istilah LSM di Indonesia ?

Igtilah ORNOP di Indonesia mulai digunakan pada tahun
970, sebagai terjemahan NGO's, sedangkan LSM mulai di-

nakan sebagai pengganti istilah ORNOP dalam Seminar ORNOP

3.59t7 Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan [ingkun-
an MNasional. Airlangga University Press. Surabaya, 1996. h.188.
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1 Jakarta pada tahun 1980, atas inisiatif Yayasan WALHI dan
ayasan Bina Desa. Alasan penggunaan istilah LSM, karena
stilah ORNOP cenderung diartikan sebagai oposisi terhadap
emerintah.? Penggantian istilah ORNOP dengan LSM dimaksudkan
ntuk memperbaiki program-program LSM, agar dapat bekerjasama
engan pemerintah, sehingga LSM merupakan bagian dari
istem.5

Namun, berbagal kritik kemudian muncul terhadap penggu-
aan 1stilah LSM, karena kata "swadaya" dalam LSM tidak
esual dengan realita. Umumnya LSM bergantung dari bantuan
ana negara maju. Istilah ORNOP tampak lebih mengena, karena
erupakan terjemahan NGO's, tidak bersifat legal-formal,
erorganisasi, dan berfungsi memberdayakan masyarakat.

Pada akhirnya, penggunaan istilah LSM ternyata diterima,
arena di samping lebih menunjukkan c¢iri Indonesia, juga
stilah ORNOP mengandung pengertian yang sangat luas, sehing-
a mencakup sektor swasta, organisasi kemasyarakatan (ORMAS),
an organisasi sosial (ORS0S), vyang ijuga bersifat non-

emerintah.® Latar belakang keberadaan LSM jelas berbeda

%Erna Witoelar, Identitas dan Kemandirian Ornop. Makalah Seminar
aranagn LSM/LPSM Dalam Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat. Jakarta,
<tober 1981, h.20.

>-Ismid Hadad, Menampilkan Potret Pembangunan Berwajah Swadaya
asyarakat., Prisma No. 4. April 1983. h.24.

-Bonnie Setiawan. Organisasi Non-Pemerintah dan Masyarakat Sipil,
risma No. 7 Juli 1996, h.38.
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bngan ORMAS, ORSCS, organisasi bisnis, maupun organisasi
rnididikan dan keagamaan, seperti Budi Utama, Taman Siswa
bupun Pesantren.

Dikemukakan oleh Todung Mulya Lubis

Ul Ormas does not use the words NGC. [t prefers the word organisast
kemasyarakatan. translated literally as societal organization....
Such a definition covers almost every type of organization outside
government, including political parties. despite the ract that they
are already governed by the [ayv on the Political Party and the
Functional Group.

(Kata NGO tidak terdapat dalam UU Ormas. Kata tersebut boleh jadh
merujuk pada kata organisasi kemasyarakatan, sebagal terjemahan
dari societal organization.... Batasan pengertian tersebut mencakup
seluruh dari berbagail tipe organisasi diluar pemerintah, termasuk
partai politik, yang diatur daiam UU partay politik dan kelompok
fungsional ;.

pasnya pengertian ORMAS membawa konsekuensi bahwa ORNOP
apat disebut ORMAS, atau sebaliknya. Dengan demikian, dapat
hja ORMAS dikualifikasikan sebagai LSM lingkungan, sepanjang
rganisasinya memenuhi elemen-elemen Pasal 19 UULH.

Pada umumnya LSM di Indonesia termasuk dalam Jenis ke-
ijatan yang bersifat operasional, yaitu melakukan motivasi
an  pemberdayaan secara langsung pada masyarakat. Hanya
erdapat satu LSM yang berfungsi sebagal donor, yaitu Yayasan

eanekaragaman Hayati (The Indonesian Biodiversity Founda-

ion), disebut dengan istilah Yayasan KEHATI.®

7'\‘m:lung Mulya Lubis, In Search Of Wumen Rights : Legal-Political Dilemmas of Indonesia’s New
tder, 1966-1990, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, h.231.

8'Y'aa‘;nasan Keaneragaman Hayati Indonesia (Yayasan KEMATI), The Indonesian Biodiversity Foundation,

Losur 1dentitas, Tahun 1997. Berdiri di Jakarta Tahun 1994, dengan Ketua Dewan Penyantun Prof. Dr. Emil
blim, Direktur Eksekutif Dr. Setijadi Sastrapradja.
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idirikan di Jakarta pada tahun 1994, dengan peran sebagai
ganisasi penyandang dana bantuan yang mandiri dan bersifat
ir laba. Tujuan Yayasan KEHATI untuk melestarikan kekayaan
am dan keanekaragaman sumber-sumber daya hayati Indonesia.
ogram dana Yayasan KEHATI mencakup tiga fungsi dasar,
itu: 1. Memberi dana bantuan kepada kelompok ilmuwan,
dayawan, dan LSM. 2. Membantu pendanaan kegiatan khusus
ng dilakukan ocleh lembaga-lembaga berskala nasional. 3.
rperan sebagai media untuk menghubungkan pemberian dana
ari lembaga-lembaga regional maupun internasional, kepada
embaga-lembaga yang melakukan kegiatan berskala nasicnal.
Dengan demikian, istilah LSM secara yuridis adalah suatu
elompok masyarakat yang memiliki kepedulian dengan pelesta-
ian, perlindungan dan pengembangan lingkungan. Namun melalui
roses sosial, tanpa adanya pengaturan hukum vyang jelas,
ikenal pula istilah LSM yang tidak hanya bergerak di bidang
ingkungan. Oleh karena itu, istilah LSM lingkungan merujuk
ada pengertian LSM menurut Pasal 1% UULH, apapun bentuk

rganisasi yang menjadi wadahnya.

.2. Bentuk Organisasi LSM Lingkungan

Kelahiran Undang-undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organ-
sasi Kemasyarakatan, ternyata membawa kekhawatiran terhadap
eleluasaan ruang gerak LSM. Dinyatakan oleh Todung Mulya

ubis
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W Ormas stipulates that the government wil) provide supervision of
NGO's and that. at a later stage. they are to be administered
through implementing requlations. The term supervision presumes
that the NGOs are not capable of governing themselves. and Still
need to be guided by the governmenrt. Coviousiy. autonomy as g
notion is not fully reccgnized. The government. 45 the father under
1ﬂtegra?istfc staatsidee. 43S the duiy ot taking care of his child-
rer .

(UU Ormas menetapkan bahwa pewmerintah akan menunjuk pengawas LSM
dan kemudian para pengawas LSM tersebut diatur dengan peraturan
pelaksanaan. Pengawas menganggap babwa LSM tidak mampu mengatur
dirinya sendiri. dan masih membutuhkan bimbingan dari pemerintah.
Dalam kenyataannya. otonomi mengenai suatu ide tidak mendapat
pengakuan dari pemerintah. Pemerintah. bertindak seperti seorang
dyah dalam negara kekeluargaan berkewa)iban menjaga anak -anaknya) .

engawasan pemerintah terhadap ruang gerak LSM yang memiliki
esamaan peran dengan ORMAS, diperkirakan justru menjadi
ambatan bagi LSM dalam melaksanakan program-programnya.

Menurut Pasal 1 UU ORMAS, pengertian ORMAS adalah :

... Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara
Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan.
profesi, fungsi, agama. dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa. untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai
tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila.

asal 5 UU ORMAS, menyebutkan fungsi ORMAS sebagai berikut

Organisasi kemasyarakatan berfungsi sebagai :

a. Wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya:

b. Wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha
mewujudkan tujuan orgamisasi:

. Wadah peranserta daiam usaha menyukseskan pembangunan:

. Sarana penyalur aspirasi anggota. ...

(ol o]

engertian dan fungsi ORMAS di atas, menunjukkan bahwa konsep

%Todung Mulya Lubis. op.cit., h.222.
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iukum tentang pengertian dan fungsi ORMAS sangat luas.
Selanjutnya, terdapat pula pengaturan LSM dalam Instruk-
51 Mendagri No. 8 Tahun 1990, yang ditujukan kepada Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia dan Bupati/Waliko-
ramdya KDH Tingkat II seluruh Indonesia. Dalam ketentuan
Butir Pertama dinyatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota-
nadya perlu
Melakukan inventarisasi keberadaan semua organisasi yang menyatakan
dirinya atau dinyatakan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat.
meliputi: nama. status 1embaga. anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga atau akte pendirian, susunan pengurus atau anggota
organisasi, tujuan dan program kegiatan.
bengertian LSM dinyatakan dalam lampiran Instruksi Mendagri
No. 8 Tahun 1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan LSM,
Eebagail berikut
...LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota
masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas
kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan
tertentu yang ditetapkan oleh organisasi sebagai wujud partisipasi
masyarakat dalam upaya memingkatkan tarat hidup dan kesejahteraan
masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.
Dalam lampiran Instruksi Mendagri No. 8 Tahun 1990, dinyata-
kan pula bahwa LSM dapat berbentuk Yayasan atau organisasi
htau lembaga lainnya.
Kesamaan kriteria pengertian ORMAS dengan kriteria
pengertian LSM menurut Instruksi Mendagri No. 8 Tahun 1999,
hdalah sebagai berikut

1. Dibentuk masyarakat Indonesia secara sukarela dan swadaya.

P . Berminat di bidang tertentu.
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Bergerak dalam bentuk partisipasi.

Bertujuan tidak untuk mencari keuntungan materiel.
lesamaan Kkriteria di atas terjadi, karena pengertian LSM
idak menekankan pada pilihan bentuk organisasi, tetapi lebih
emberikan penekanan pada aktifitas dan tujuan organisasi.

Kriteria hukum LSM menurut Pasal 1 angka 12 UULH (demi-
ian pula kriteria hukum organisasi lingkungan menurut Pasal

angka 22 UUPLH) memberikan kemungkinan suatu ORMAS yang

erminat dan bergerak di bidang pelestarian, perlindungan dan
engembangan lingkungan menyatakan diri atau dinyatakan
ebagai LSM lingkungan. Pengertian LSM secara yuridis, wmem-
erikan keleluasaan bentuk organisasi sebagai wadah perjuan-
)an untuk mencapai tujuan.

Dengan demikian, organisasi LSM lingkungan dapat saja
erbentuk

ORMAS yang bergerak di bidang pelestarian, perlindungan

dan pengembangan lingkungan.

. Kelompok minat, profesi, dan hobi di bidang pelestarian,
perlindungan dan pengembangan lingkungan.

. Yayasan bergerak di bidang pelestarian, perlindungan dan
pengembangan 1lingkungan.

enyataan menunjukkan bahwa, pada umumnya LSM lingkungan

emilih bentuk organisasi Yayasan sebagai wadah perjuangan

embela kepentingan lingkungan.
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.3. Yayasan Sebagai Bentuk Organisasi LSM Lingkungan

Organisasi LSM lingkungan pada umumnya berbentuk yaya-
an, walaupun tidak berarti bahwa yayasan selalu memiliki
ubstansi aktifitas sebagai LSM lingkungan. Hal ini karena,
ayasan adalah badan hukum perdata yang dianggap efektif
ntuk menunjang gerakan LSM lingkungan.

Yayasan adalah produk hukum dari suatu kebiasaan yang
imbuli dari kebutuhan dalam masyarakat, untuk kemudian
iakui sebagai hukum. Lahirnya Wet op Stichtingen pada 1956
i Belanda, menjadikan pengaturan Yayasan di Belanda memiliki
asar hukum yang jelas. Artinya, di Belanda sebelum tahun
956, maupun di Indonesia sampai saat ini, tidak memiliki
eraturan hukum tentang yayasan.®

Paul Scholten, sebagaimana dikutip Ali Rido mengemukakan
ahwa

Yayasan adaiah suatu badan hukum, yang dilahirkan oleh suatu

pernyataan sepihak, pernyataan itu harus berisikan suatu kekayaan

untuk suatu tujuan tertentu, dengan penunjukan. bagaimana kekayaan
itu diurus dan digunakan.l!

Dengan demikian, suatu organisasi yang berbentuk yayasan

ebagai badan hukum perdata, memiliki ciri sebagai berikut:

10.pochmat Soemitro, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf,
resco. Bandung, 1993. h.159

13-AYi Rido. Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perseroan, Perkumpulan
operasi. Yayasan, Wakaf., Alumni. Bandung, 1986. h.112.
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1. adanya harta kekayaan sendiri yang berasal dari perbuatan
pemisahan, 2. adanya tujuan tertentu, dan 3. adanya alat
perlengkapan organisasi.
Dikemukakan oleh Rochmat Socemitro
Istilah Organisasi Tanpa 7Tujuar Laba (OTTL) adalah lebih luas dari
pada Yayasan. Yayasan adalah OTTL tetapi sebaliknya bahwa OTTL
tidak selalu merupakan yavasan. Yayasan merupakan salah satu Orga-
nisasi Tanpa TuJuan Ltaba. Jadi kata TUJUAN menurut pendapat saya
sebaiknya dicantumkan dalam istilah. 12
Yayasan adalah OTTL. Namun, OTTL tidak selalu merupakan
yayasan. Bentuk OTTL beragam, dan Yayasan adalah salah satu
bentuknya. OTTL, termasuk yang berbentuk ORMAS, merupakan
bentuk organisasi yang tujuan utamanya tidak untuk mencari
keuntungan. LSM lingkungan, memilih Yayasan sebagai bentuk
organisasinya, karena tujuan LSM lingkungan maupun Yayasan
tidak bersifat mencari keuntungan yang bersifat material dan
ekonomi .
Dinyatakan lebih lanjut oleh Rochmat Soemitro bahwa
Yayasan menurut pendapat yang sudah ltazim dianut tidak mempunyai
anggota. hanya mempunyai pengurus dan mungkin mempunyai sekelompok
orang yang mendapat manfaat karena diberi bantuan atau sumbangan,
seperti halnya dengan Yayasan yang memberi Bea Siswa kepada para
mahasiswa atau orang jompo yang diberi santunan setiap bulan dsb.

Memang tujuan Yayasan harus bersifat SOSIAL dan IDIIL. Kata Idiil
dapat disamakan dengan “filantropis”.1®

Demikian pula, karakteristik Yayasan yang tidak memiliki

12.pochmat Soemitro. op.cit.. h.161
B-ipid.. h. 1€2.
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nggota, tetapi hanya memiliki pengurus sebagai alat perleng-
apan organisasi dan memiliki tujuan yang bersifat ideal,
angat tepat digunakan sebagal bentuk organisasi bagi LSM
ingkungan. Pada hakekatnya, program LSM lingkungan bersifat
ungsional, ditujukan pada kepentingan lingkungan sehingga
idak memerlukan anggota.

Dalam praktek, yayasan didirikan dengan akta notaris,
elalui pemisahan harta kekayaan pendiri.!* Akta notaris,
erfungsi sebagai statuta organisasi yayasan, memuat anggaran
asar, sebagai ketentuan yang mengikat yayasan dan pengurus-
ya. Dalam hal tertentu, anggaran dasar juga memuat ketentuan
entang pihak yang mendapat manfaat dari kekayaan yayasan.
ayasan sebagai badan hukum perdata yang memiliki anggaran
asar, memberikan keuntungan bagi LSM lingkungan dalam melak-
anakan konsolidasi organisasi secara internal, serta memper-
uas gerak perjuangan LSM lingkungan secara eksternal, karena
apat melakukan suatu perbuatan hukum.

Dengan demikian, bentuk corganisasi yayasan tepat diguna-
an sebagal wadah perjuangan LSM lingkungan, karena adanya
eberapa keuntungan sebagai berikut

Yayasan adalah bentuk organisasi yang tujuannya tidak
mencari keuntungan yang bersifat material dan ekonomis.
Yayasan yang tidak meéemiliki anggota, tetapi hanya memiliki

pengurus sebagai alat perlengkapan organisasi.

Y-ibid., h.165
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Yayasan adalah badan hukum perdata dengan anggaran dasar,
yang bermanfaat secara internal bagi konsolidasi
organisasi, serta secara eksternal menjadikan LSM
lingkungan lebih leluasa dalam melakukan perbuatan hukum.
Status yayasan sebagail badan hukum perdata, menjadikan LSM
lingkungan memenuhi kriteria formal sebagai Penggugat
melalui badan peradilan tata usaha negara.

Cleh karena itu, dalam konteks pembaruan hukum nasional,
enyusunan Undang-Undang tentang Yayasan menjadi kebutuhan
ang mendasar. Pengaturan Yayasan dalam suatu Undang-undang
apat menghindari kerancuan interpretasi antara fungsi
ayasan dengan OTTL lainnya, sehingga pemanfaatannya sebagai
entuk organisasi bagi LSM lingkungan memiliki daya guna dan
asil guna yang tinggi, dalam memperjuangkan tujuannya meme-

ihara dan membela kepentingan lingkungan.

. Kepentingan LSM Lingkungan Dalam Pengelolaan Lingkungan
Kepentingan LSM lingkungan dalam berperanserta sebagai
enunjang dalam pengelolaan lingkungan menurut Pasal 19 UULH,
iwujudkan melalui peranserta LSM lingkungan wmewakili
asyarakat untuk: pertama, wenegakkan hak atas lingkungan
idup yang baik dan sehat dan kedua, melakukan pengawasan
erhadap pelaksanaan wewenang pemerintah dalam pengelolaan

ingkungan.
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.1. Mewakili Kepentingan Masyarakat Dalam Menegakkan Hak

Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat

Menurut Pasal 18 ayat (1) UULH, pengelolaan lingkungan
i tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perang-
at kelembagaan yang dipimpin seorang menteri. Namun demi-
ian, dalam Pasal 18 ayat (2) UULH dinyatakan bahwa, dalam
caitan dengan keterpaduan pelaksanaan Kkebijaksanaan nasional
entang pengelolaan lingkungan hidup secara sektoral, dilaku-
<an oleh departemen/lembaga non departemen sesual dengan
idang tugas dan tanggungjawab masing-masing. Dengan demi-
ian, lembaga yang berwenang di bidang pengelolaan lingkungan
dalah Menteri Departemen dan Ketua Lembaga Pemerintah Non
epartemen, yang umumnya dilakukan melalui pemberian izin
ang berdampak penting terhadap lingkungan.

Di samping itu, Pasal 18 ayat (3} UULH, menyebutkan
ahwa dalam kaitan dengan keterpaduan pelaksanaan kebijaksa-
aan nasional tentang pengelclaan lingkungan hidup di daerah
ilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai Undang-undang No. &5
ahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Pengaturan tersebut mengakibatkan kurang efektifnya
enggunaan sarana hukum di bidang pengelolaan 1lingkungan,

ebagaimana dikemukakan Siti Sundari Rangkuti

Sehubungan dengan pembentukan kabinet pembangunan VI, telah
ditetapkan KEPPRES MNo. 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas
Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri
Negara. ... Menteri Negara dalam Pasal 1 KEPPRES No. 44 Tahun 1993
"menangani bidang tugas yang bidang tugasnya tidak ditangani oleh
suatu departemen”. sedangkan menurut Pasal 1 KEPPRES No. 25 Tahun
1983 “"menteri negara menangani bidang tugas yang tidak tertampung
dalam atau melampaui bidang tugas suatu departemen  sehingga
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terkesan sebagai pelengkap an-sich.1®

alam mengatasi masalah tersebut, pemerintah melalui XEPPRES
o. 77 Tahun 19%4 membentuk BAPEDAL. Namun ternyata, secara
elembagaan keberadaan BAPEDAL justru menimbulkan kerancuan
erhadap pengaturan Kkompetensi lembaga-lembaga pemerintah
ang berwenang melakukan pengelolaan lingkungan.'® Kendatipun

erdapat masalah yuridis dalam pengaturan wewenang kelemba-

aan, tetapi peran utama dalam pengelolaan lingkungan tetap
enjadi wewenang pemerintah.

Di samping peran pemerintah dalam mengelcla lingkungan,
enurut Pasal 5 UULH, masyarakat memiliki hak dJasar (hak
etatanegaraan) atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,

an menurut Pasal 6 UULH,'” masyarakat memiliki hak untuk

15'Siti Sundlari Rangkuti, op.cit_, h_75.

1"'ibit‘l., h.79 Dewasa ini, baik Menteri Negara Lingkungan Hidup maupun Kepala Bapedal sebagai

embaga pemerintah non departemen tidak mempunyai wewenang administratif struktural, baik di pusat
upun di daerah. Bahkan hubungan intern kelembagaan antara Kantor Menteri negara LH dan Bapedal tidak
jelas. Lihat, Siti Sundari Rangkuti, Penegakan Hukua Lingkungan Administratif, Makalah Penataren
asional Wukum Lingkungan, FH Unair, Surabaya, Januari 1995. h. 10 Menurut pengamatan, urusan hukum di
apedal tidak begitu penting, terbukti dari Pasal 56 Xeputusan Kepala Bapedal No. Kep-01 Tahun 1990,
ekretariat Bapedal membawahi bagian : a. Tata Usaha, b. Hukum dan Hubungan Masyarakat. Menurut Pasal 64
ersebut, subag. hukum mempunyai tugas melakukan urusan bantuzan hukum can menyiapkan produk hukum, Tugas
intern ini tetap tidak jelas, karena tidak tampak hubungan kerjasama yang serasi dengan Asmen. 1V LH
ang bertugas menangani bidang hukum, sehingga tidak terdapat koordinasi di bidang pembinaan peraturan
rundang-undangan lingkungan guna mendukung keberhasilan WLH dan penegakan hukumnys,

1?'S|.bstansi Pasal 5 ayat (1) VLN dirumiskan kembali dalam Pasal 5 ayat (1) UUPLH. Lihat: catatan
tir 1 halaman 129. Rumusan Pasal 6 ayat (1) dan (2) WM dirunuskan dalam Pasal S5 ayat (3) UUPLH:
etiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolasn Lingkungan hidup sesuai dengsn per-
aturan perundang-undangan yang beriaku. Penjelasannya menyatakan: Peran sebagaimana dimaksud datam Pasal
ini meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan, maupun
dengar pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perurklang-undangan. Tidak dije-
laskan arti yuridis atas perbedaan istilah "peranserta* dalam LULH dengan istilah “peran" dalam UUPLH.
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erperanserta (hak administratif) dalam pengelolaan ling-
ungan. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UULH menyebutkan bahwa,
ak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dimiliki setiap
prang, dalam arti orang seorang, kelompok orang, atau badan
hukum. Pelaksanaan hak tersebut membawa konsekuensi timbulnya
tewajiban memelihara lingkungan, melalui upaya pencegahan dan
benanggulangan kerusakan dan pencemararn.

Substansi Pasal 5 UULH mencerminkan suatu hak dasar yang
| azimnya diatur dalam konstitusi (UUD), walaupun UUD 1945
Fidak mengenal hak atas 1lingkungan yang baik dan sehat.
Keadaan tersebut terjadi, karena hak atas lingkungan hidup
rang baik dan sehat adalah hasil proses transformasi dari
norma hukum negara maju. Dikemukakan oleh 8iti Sundari
Rangkuti
_..Hak atas lingkungan yang baik dan sehat baru diperkenalkan dalam
UULH. Konseptor undang-undang 1ini tentulah mendapat ilham dari
negara maju yang lebih dahulu menuangkan hak ini dalam peraturan
hukumnya. Sebagai bahan perbandingan, berikut 1ini dikemukakan
beberapa contoh penuangan yuridis terhadap hak atas Tlingkungan
hidup yang baik dan sehat di negara lain @ a. Amerika Serikat: the
right to a decent environment,..b. Belanda: het recht op een goed
en schoon milieu,...c. Jepang: a right to sunshine dan
environmental right. ...d. Philipina: the right to a healthy
environment.
Mengingat hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam

UULH masih bersifat umum, perlu penjabaran lebih lanjut

secara yuridis agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

18-7bid.. h.252.
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Selanjutnya, Pasal 6 ayat (1) UULH menyatakan bahwa,
etiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperanserta
Jalam pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan Pasal 6 ayat

2) UULH menyatakan bahwa, peranserta tersebut diatur dengan

beraturan perundang-undangan.
Pentingnya pengaturan prosedur hukum tentang peranserta
asyarakat dalam pengambilan keputusan, dikemukakan oleh Siti

fundari Rangkuti

Melalui inspraak di Belanda. masyarakat berperanserta secara aktif
dalam proses pengambilan keputusan dengan cara turut berpikir se-
belum keputusan (meedenken vooraf) dan tidak dengan mengajukan
keberatan sesudah keputusan diambil (bezwaren achteraf). Dengan
demikian, dalam lembaga inspraak terdapat kegiatan nyata yang dapat
memberikan pengaruh terhadap kebijaksanaan lingkungan dengan cara
berdiskusi dengan penguasa mengenai dampak ke91atan terhadap
Tingkungan (meedenken, meespreken en meebeslissen). ?

pbemikian pula, prosedur peranserta dilakukan dalam penyusunan
perencanaan kebijaksanaan lingkungan di Belanda, sebagaimana
likemukakan oleh L. Woltgens dan Th. G. Drupsteen bahwa

Terjadinya rencana kebijaksanaan lingkungan dan program-program
Jingkungan adalah melalui jalan yang sangat sederhana prosedur
perencanaan itu disebut perencanaan terbuka. Ini berarti, bahwa
perusahaan-perusahaan, organisasi kemasyarakatan, dan penguasa-
penguasa lain sudah sejak stadium dini dari persiapan dapat member-
ikan masukan tentang hal-hal yang khusus menyangkut mereka.?

19-Giti Sundari Rangkuti. Hukum Lingkungan Administratif: I1zin,
13521aﬂ fgnataran Nasional Hukum Lingkungan., FH Unair, Surabaya, Januari
[994. h.16.

20. Woltgens dan Th. G. Drupsteen, Hukum Perizinan Lingkungan.
Disunting Oleh Siti Sundari Rangkuti. Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda,
FH Unair. Surabaya. 1992, h.36.
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Dengan demikian nyatalah bahwa, pengaturan hukum tentang
prosedur peranserta masyarakat dalam pembuatan KTUN maupun
kebijaksanaan pemerintah yang menimbulkan dampak penting
rerhadap lingkungan, diperlukan untuk menegakkan hak atas
1 ingkungan yang baik dan sehat bagi warga masyarakat.
Koesnadi Hardjasoemantri menyatakan bahwa peranserta
masyarakat dalam pengambilan keputusan diperlukan untuk

1. Memberi informasi kepada Pemerintah. 2. Meningkatkan kesediaan

masyarakat untuk menerima keputusan. 3. Membantu glerhndungan hukum

dan 4. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan.
Informasi dari masyarakat kepada pemerintah digunakan sebagai
bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas keputusan.
Terwujudnya peranserta masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan, menumbuhkan kesadaran menerima keputusan. Keputu-
san yang mempertimbangkan kepentingan wmasyarakat, dapat
mencegah pengajuan gugatan ke pengadilan.

Dalam hukum positif Indonesia, Ordonansi Gangguan
(Hinder Ordonnantie) Stb. 1926 No. 226 merupakan satu-satunya
peraturan perundang-undangan yang secara normatif mengatur
Peranserta pihak ketiga yang berkepentingan dalam pembuatan
KTUN yang berdampak penting terhadap lingkungan, tetapi dalam
praktek tidak pernah diterapkan.

Oleh karena itu, dalam rangka penyempurnaan ketentuan

prosedur peranserta masyarakat dalam pembuatan izin yang

2-Koesnadi Hardjasoemantri. Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat
Dalam Pengelolaan Lingkungan, Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
1990. h.2.
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berdampak penting terhadap lingkungan, perlu disimak hasil
benelitian Tim Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), tahun
1994/1995 tentang pemrosesan peraturan perundang-undangan
Lolonial menjadi nasional, tahun 1994/1995 yang dilakukan
bleh Siti Sundari Rangkuti, sebagai berikut

Temuan hasil penelitian mengungkapkan keterkaitan HO dengan UULH,
Ul Perindustrian. PP Pengendalian Pencemaran Air dan PP AMDAL. Hal
ini berarti bahwa pencabutan HO membawa konsekuensi penuangan
beberapa ketentuan HO yang masih relevan bagi pengelolaan
lingkungan ke dalam RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sedang
dipersiapkan dengan instrumen sistem perizinan lingkungan terpadu.
Dengan demikian. izin temzoat usaha (inrichting}. HO diakomodasikan
ke dalam izin 1ingkungan. ??

Hasil penelitian tersebut, memiliki makna penting bagi -
peningkatan daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan ling-
kungan. Artinya, integrasi hasil penelitian tersebut ke dalam
benyempurnaan UULH bersifat mutlak, Kkarena: pertama,23 UULH
fidak mengenal perizinan lingkungan sebagaili suatu sistem,
Pasal 7 UULH memberikan wewenang penerbitan izin memiliki
Hampak penting terhadap lingkungan pada masing-masing instan-
E1 sektoxal. Pengaturan izin tersebut, didasari kekhawatiran
ferhadap penambahan jenis 1izin vyang telah cukup banyak.
Namun, realita menunjukkan bahwa jenis izin yang

berkaitan dengan kepentingan lingkungan, ternyata Jjustru

zz‘siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, op.cit., h,t41,

B'Siti Sundari Rangkuti, Penegakan Hukum Lingkungan Administratif, Makalah Penstaran Nasional
Hukum Lingkungan, FH Unair, Surabaya, Januari 1995., h.11 Wewenang kelembagazn yang penting berada di
kangan instansi sektoral yang berwenang memberi izin vang berkaitan dengan lingkungan, khususnya menge-
hai perizinan di bidang industri, yaitu : 1. Izin usaha HO, 2. 1¥B, 3. Jzin usaha industri, 4. Izin
fokasi, 9. Izin pembuangan limbah cair, &. [zin pengumpulan atau pengelahan termasuk penimbunan akhir
L imbah B3, dan 7. lzin pengangkutan iimbah B3.
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A

24 pemberian izin yang bersifat

emakin hertamhah dan kedua,
ektoral dalam UULH, mengabaikan norma-norma hukum lingkungan
dministratif, yaitu adanya kesatuan sistem pengaturan
entang wewenang, prosedur dan jenis sanksi administrasi.
kibatnya, terjadi banyak instansi pemerintah dengan berbagai
enis izin,?® tanpa adanya peranserta dalam prosedur pem-
uatan 1izin dan tanpa adanya pengaturan tentang pengawasarn
an penerapan sanksi administrasi.

Selanjutnya, dinyatakan oleh Heinhard Steiger

The decisive point 1s that the individual has legally guaranteed

access to a procedure, 1f possible before independent and neutral

authorities, in which the citizen is able to claim his rights and

to achieve a decision upon objective COﬁS?GEF&E?OHS This claim to
access is itself a subjective procedural right ?

24 .

Philipus Mandiri Hadjon, Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Pengeiolaan Lingkungan, Makalah
eminar LEH Surabaya, Mei 1995, h.2. Tidak ada suatu sistem dalam perizinan yang berkaitan dengan penge-
olaan lingkungan. Perizinan yang ada merupakan perizinan sektoral.

25'Pet‘tua,, ternyata tidak terdapat sistem perizinan lingkungan dalam UUJPLH. Pasal 18 ayat (1)
APLN menyatakan: Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap
.ingkungan hidup wajib memiliki analis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan
tsaha dan/atau kegiatan. Penjelasannya menyatakan: Contoh izin yang dimaksud antara lain izin kuasa
er tambangan untuk di bidang pertambangan, atau izin usaha industri untuk usaha di bidang industri.
elanjutnya, Pasal 18 ayat (2) WPLN menyatakan: [zin selakukan usaha dan/atau kegiatan sebapsimana
{imaksud pada ayat (1) diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
serlaku. Penjelasannya menyatakan: cukup jelas, Dengan demikian, UUPLH masih menganut izin bagi kegiatan
»erdampak penting terhadap lingkungan secara sektoral. Kedua, Terdapat pengaturan peran masyarakat dalam
roses pembuatan izin dalam WUPLH, tetapi tidak terdapat tata prosedural secara jelas. Pasal 19 ayat (1)
UPLK menyatakan; Dalam menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan wWajib diperhatikan: a. rencaha tata
-uany, b. perxiapat masyarakat, c, pertimbangan dan rekomendasi pejabat yana berwenang berkaitan dengan
isaha dan/atau kegiatan tersebut. Penjelasannya menyatakan: cukup jelas. Mengingat sentralnya fungsi
12in sebagai instrumen utama dalam penegakan hukum lingkungan administratif, seharusnya terdapat izin
| ingkungan yang berfungsi sebagai induk dari persyaratan tertentu {antara lain: yang sekarang berupa
izin-izin sektoral), dilengkapi prosedur peranserta masyarakat yang jelas. Berkaitan dengan hal ini,
instansi pemberi izin adalah instansi penegak hukum (pengawas dan pemberi sanksi administrasi).
36'He’:ir\(’\lartj Steiger, Trends in Enwirormental Policy and Law : The Fundamental Right to a Decent
EFrwwirorment, Erich Schimdt Verlag, Berlin, 1980, h.3.
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(Suatu catatan yang terpenting adalah bahwa individu telah
mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah prosedur, Jjika mungkin
mendahulul kewenangan bebas dan netral. dimana setiap warga negara
dapat menuntut haknya, serta dalam pembuatan sebuah keputusan yang
didasarkan atas pertimbangan obyektif. Tuntutan tersebut dilakukan
dengan penyediaan prosedur penegakan hak subyektifnya).
enegakan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
elaluili sarana hukum, mencakup : 1. Peranserta setiap orang
elalui sarana yuridis yang bersifat pencegahan (inspraak),
aitu melalul peranserta dalam proses pembuatan KTUN, maupun
Hak untuk mengajukan gugatan yang bersifat penanggulangan
(tegenspraak)}, melalui badan Peradilan Tata Usaha Negara.

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge

...dibanyak negara diberi kemungkinan pada yang berkepentingan

untuk mempengaruhi suatu keputusan sebelumnya atas dasar peraturan-

peraturan peranserta tertentu (inspraak: perlindungan hukum
preventif) dan/atau mengajukan keberatan kemudian terhadap suatu
keputusan tertentu (perlindungan hukum represif).?’

Dengan demikian, penegakan hak atas lingkungan yang baik
an sehat bagi setiap orang, diwujudkan dengan pendekatan
reventif, melalui peranserta dalam pengambilan keputusan
ebelum keluarnya suatu KTUN, serta dengan pendekatan repre-
if, melalui pengajuan gugatan untuk mempersoalkan keabsahan
uatu KTUN yang berdampak penting terhadap lingkungan pada

adan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dikemukakan oleh Siti Sundari Rangkuti bahwa

27-Spelt dan Ten Berge, Pengentar Hukum Perizinan, Disunting oleh
hilipus Mandiri Hadjon. Yuridika. FH Unair. Surabayva. 1993. h.2,
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Pasal 5. 6 dan 19 UULH mengakui peranserta masyarakat (public
participation) dalam proses pengambilan keputusan yang dapat
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup. tetapi
saluran sarana hukumnya diatur dengan peraturan perundang-undangan.
Peranserta masyarakat oleh orang seorang. kelompok orang [LSM] atau
badan hukum merupakan konsekuensi dari “hak atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat" yang dapat dilaksanakan dalam bentuk hak untuk
mengambil bagian dalam prosedur administratif. seperti inspraak.
public hearing, public inquiry dan sebagainya.?®

Lothar Gundling, mengemukakan: effective participation
hay overreach the resources of single citizen, such as his
Financial capacities and specialized knowledge.?? (efektifi-
ras peranserta dapat melebihi batas kemampuan dari individu
barga negara, seperti kemampuan keuangan dan pengetahuan yang
persifat khusus}.

Pasal 19 UULH menyebutkan bahwa lembaga swadaya masya-
-akat berperan sebagai penunjang bagi pengelolaan lingkungan
nhidup. Penjelasan Pasal 19 UULH mengungkapkan bahwa

Lembaga swadaya masyarakat mencakup antara lain:

a. Kelompok profesi. yang berdasarkan profesinya tergerak menangam
masalah lingkungan;

b. Kelompok hobi, yang mencintai kehidupan alam dan terdorong untuk
melestarikannya;

¢. Kelompok minat. yang berminat untuk berbuat sesuatu bagi pengem-
bangan 1ingkungan hidup.

Dalam menjalankan perannya sebagai penunjang,lembaga swadaya

masyarakat mendayagunakan dirinya sebagai sarana untuk mengikut

sertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan

| pengelolaan lingkungan hidup

28.qiti Sundari Rangkuti. Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Ling-
kungan Nasional. op.cit.. h.176.

29. othar Gundling, Trends in Environmentai Policy and Law - Public

participation in Envirommental Decision Making, Erich Schimdt Verlag,
Berlin. 1980. h.134.
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Dikemukakan lebih lanjut oleh Koesnadi Hardjasoemantrsi

Peranserta masyarakat dalam pengelolaan Tingkungan hidup mempunyai
jangkauan luas. Peranserta tersebut tidak hanya meliputi peranserta
para individu yang terkena berbagar peraturan atau keputusan
administratif. akan tetapy melhputi pula peranserta kelompok dan
organisasi dalam masyarakat. Peranserta efektif dapat melampaui ke-
mampuan orang seorang, baik dary sudut kemampuan Kkeuangan maupun
dari sudut kemampuan pengetahuannya, sehingga peranserta kelompok
dan organisasi sangat diperlukan. terutama yanq bergerak di bidang
lingkungan hidup . 3°

Dengan demikian nyatalah bahwa LSM lingkungan memiliki
hak untuk mewakili kepentingan masyarakat dalam menegakkan
hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penegakan hak
tersebut seyogyanya dilakukan LSM lingkungan dengan pende-
katan preventif, melalui peranserta dalam pembuatan KTUN yang
memberikan dampak penting terhadap lingkungan, serta dengan
pendekatan represif, melalul pengajuan gugatan ke Pengadilan
Tata Usaha Negara terhadap keabsahan suatu KTUN yang merugi-

kan kepentingan lingkungan.

2.2 Mewakili Kepentingan Masyarakat Untuk Menjadi Mitra

Pemerintah Dalam Pengelclaan Lingkungan

Mas Achmad Santosa menjelaskan bahwa:

Keberadaan peranserta LSM (organisasi advokasi lingkungan) dalam
pengelolaan 11ngrungan menggantikan peranserta individu atau orang-
seorang, berawal dari Pengemban an teori dan penerapan standing
dalam konteks public interest Tifigation (PIL) yang sangat penting
karena adanya dua faktor mendasar. Terdiri atas: Pertama,
tercapainya Kkepentingan masyarakat luas dan §edua, pengawasan
terhadap penguasdan sumber daya alam oleh negara.

30-koesnadi, op.cit., h.23.

3.Mas Achmad Santosa, Perkembangan Hukum Standing Dalam Gugatan
Lingkungan, ICEL. Jakerta. September 1995, h.1l.
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Pengamatan terhadap realita, memperlihatkan bahwa :

1. Kepentingan LSM lingkungan dalam mewakili kepentingan
masyarakat luas, berkaitan dengan terjadinya kasus publik
seperti perlindungan terhadap pelestarian daya dukung
lingkungan. Terjadinya kasus yang menyangkut kepentingan
masyarakat luas, telah mendorong tumbuhnya berbagai LSM
lingkungan. Hal ini terjadi karena LSM lingkungan sangat
efektif dalam mendeorong pembaruan kebijaksanaan, maupun
menuntut pembatalan atau  perubahan kebijaksanaan
pemerintah yang merugikan kepentingan lingkungan melalui
tekanan (pressures} dengan cara pendekatan pencegahan
maupun pengajuan gugatan ke pengadilan. Dalam
memperjuangkan misinya LSM lingkungan tidak memiliki
"kepentingan hukum yang bersifat langsung", dalam arti
tidak memiliki kepentingan ekonomis atau kepemilikan
{propietary). Namun, doktrin hukum perdata mensyaratkan
bahwa Penggugat harus membuktikan adanya kepentingan hukum
yvang bersifat langsung yang dirugikan akibat perbuatan
Tergugat, untuk tampil di Pengadilan sebagai Penggugat .3?

2. Kepentingan pengawasan terhadap penguasaan sumber daya

3Z'Pasal 163 Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Mukum Perdata (BW

Indonesia}. Intinya: Dalam mengajukan gugatan di Pengsdilan, Penggugat wajib membuktikan adanya kepen-
tingan hukum bersifat l\angsung yang dirugikan Tergugat (No interest, no actioh. Geen belang, geen
actie). Demikian pula, terdapat dua Jurisprudensi dalam perkara perdata di Indonesia, yaitu: Putusan
Mahkamah Agung R.!. tanggal 4 Pebruari 1970, Mo. 499/K/Sip/1970 tentang beban pembuktian, intinya: Jlika
Tergugat menyangkal, Penggugat waiib membuktikan dan Putusan Mahksmah Agung R.1. tanggal 7 Juli 1971
Mo. Z94/K/Sip/1971 tentong bukti sumpah, intinya: Jika Penggugat tidak mampu membuktikan, sumpah Tergu-
gat merupakan bentuk pembuktian yany sah,
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alam oleh negara. Hal ini berkaitan dengan terjadinya
kasus pengelolaan sumber daya alam, dengan obyek seperti
sungai, hutan, dll. yang secara konstitusional dikuasai
oleh negara, karena adanya sifat keberlanjutan sumber daya
alam yvang ditentukan oleh pemerintah. Pada saat pemerintah
mengabaikan kewajibannya untuk menjaga konsep keberlanju-
tan, karena mengeluarkan KTUN yang membawa risiko terhadap
kepentingan lingkungan, seperti kerusakan sumber daya
alam, maka sebagai manifestasi atas kepedulian LSM ling-
kungan terhadap kepentingan lingkungan, yaitu senantiasa
terpeliharanya sumber daya alam berdasarkan asas pem-
bangunan yang berkesinambungan, sudah sepantasnya LSM
lingkungan melakukan tindakan koreksi melalui sarana
hukum. Dengan demikian, hak sebagai penggugat bagi LSM
lingkungan mewakili kepentingan lingkungan diperlukan,
agar koreksi konstruktif memiliki daya guna dan hasil guna
tinggi.

Masalah lingkungan yang umumnya bersifat multikompleks,
juga membawa konsekuensi perlunya peranserta LSM
lingkungan, mengingat sangat sulit peranserta dilakukan
secara individu atau orang-secrang.

Dengan demikian, keberadaan LSM lingkungan sebagai

organisasi penunjang pengelolaan lingkungan, sudah semestinya

dapat mewakili kepentingan masyarakat untuk melakukan penga-

wasan terhadap pemerintah dalam melakukan pengelolaan ling-

kungan, agar selalu bertumpu pada konsep pembangunan berke-

lanjutan berwawasan lingkungan. Suatu konsep pembangunan
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ang mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang, tanpa harus
engurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebu-
uhannya secara layak.

Dalam aspek yang lebih khusus, pengakuan pemerintah
erhadap pentingnya keberadaan LSM lingkungan untuk mewakili
asyarakat dalam pembangunan hutan, tertuang dalam Repelita V
jdang Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Men-
eri Kehutanan No. 435/Kpts-II/89 tanggal 24 Agustus 1989,
utir 3 tentang Pelaku Pembangunan huruf b (2) tentang Parti-
ipasi Masyarakat. Dinyatakan antara lain

Sesuai dengan tujuan pembangunan kehutanan dimana masyarakat meru-

pakan subyek sekaligus obyek pembangunan, maka partisipasi masyara-

kat akan terus ditingkatkan. Dalam hal ini. penyuluhan akan lebih

digiatkan terutama kepada masyarakat pedesaan dan masyarakat di

sekitar hutan. agar mampu membangkitkan peran serta dalam kegiatan

perlindungan hutan, reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis konser-
vasi tanah, pengusahaan hutan dan lain-lain. Peranan Lembaga Swa-
daya Masyarakat (NGO) dikembangkan 1lebih aktif dalam menunjang

usaha pembangunan kehutanan. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan hutan.

Pemerintah bersama dengan LSM lingkungan melaksanakan fungsi
engurus (to manage) lingkungan, agar masyarakat dapat
enikmati hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Pemerintah

mengurus lingkungan berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1545,

sebagai badan hukum publik (public trust doctrine) dijabarkan

melalui UULH, sedangkan LSM.lingkungan adalah subyek hukum
perdata yang berperan mewakili kepentingan masyarakat
terhadap lingkungan yang bersifat umum (representative of the

public).
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Dengan demikian, sebagali wakil masyarakat dalam mengawa-
i pelaksanaan wewenang pemerintah dalam pengelolaan ling-
kungan. Nyatalah bahwa, LSM lingkungan memiliki kepentingan
terhadap terwujudnya pengelolaan lingkungan yang berlandaskan
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan

lingkungan.

2.3. Kemampuan LSM Lingkungan Dalam Mewakili Kepentingan
Masyarakat.

Dalam perspektif yuridis, penjelasan Pasal 1 angka 12
UULH dan penjelasan Pasal 5 ayat (1) UULH, telah memberikan
dasar hukum yang kuat terhadap LSM lingkungan untuk mewakili
kepentingan masyarakat dalam menegakkan hak atas lingkungan
hidup yang baik dan sehat, serta welakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan wewenang pemerintah dalam pengelolaan
lingkungan.

Demikian pula, dalam perspektif sosiologis, karakter LSM
lingkungan sebagai organisasi yang hanya memiliki pengurus
dan bertujuan tidak mencari keuntungan ekonomis, merupakan
faktor vyang memiliki pengaruh positif dalam wmeningkatkan
kualitas kemampuannya, sebagai motivator dan fasilitator
pembinaan keswadayaan masyarakat untuk meningkatkan upaya
pelestarian, perlindungan dan pelestarian lingkungan. Dinya-
takan oleh Benny K. Harman

LSM lingkungan memiliki kemampuan dalam : 1. Menumbuhkan kesadaran

masyarakat tentang hak dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan
lingkungan hidun. 2. Pengorganisasian masyarakat, 3. Penyadaran
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politik rakyat, serta 4. Advokasi.®

Kemampuan penyadaran berkaitan erat dengan proses peng-
rganisasian masyarakat. Pengorganisasian merupakan instrumen
ntuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputu-
an. Melalui penyadaran atas hak-hak masyarakat seperti hak
tas informasi, hak untuk didengar, hak menyampaikan penda-
at, dll. masyarakat merasa aman dalam melakukan peranserta.

Penyadaran politik masyarakat dilakukan untuk meningkat-
can kedewasaan politik masyarakat, sehingga tindakan repre-
s5if-destruktif tidak perlu dilakukan. Kemampuan advokasi LSM
iingkungan diwujudkan dalam bentuk pembelaan masyarakat.
{emampuan LSM lingkungan yang dominan adalah sebagai motiva-
-or dan fasilitator kemandirian masyarakat dalam mengambil
ceputusan menuju terwujudnya keswadayaan masyarakat, sebagai

-ujuan LSM lingkungan.

Nyatalah bahwa, tujuan pengeleolaan lingkungan tentu
ridak mungkin tercapai, tanpa adanya pengakuan eksistensi LSM
lingkungan sebagai '"motivator" dan "fasilitator" untuk

newujudkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat.

3. Kriteria Kepentingan LSM Lingkungan Dalam Mengajukan
Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Persyaratan pengajuan gugatan melalui badan Peradilan

3-Benny K.Harman. Peranan Advokasi LSM Dalam Mewujudkan Gerakan
L ingkungan Hidup di Indonesia, Makalah Up Grading Tenaga Pengelola Media
Komuriikasi LSM-LSM. WALHI-JARIM. Nopember 1990, Jakarta. h.Z5.
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ata Usaha Negara, menurut Pasal 53 ayat (1) UU PTUN adalah
ebagai berikut

Seseorang  atau Dadan hukum perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan
gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi
tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu
dinyatakan batal atau tidak sah. dengan atau tanpa disertai
tuntutan ganti ruqgi dan atau rehabilitast.

inyatakan dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, antara
ain bahwa

...Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang
kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha
Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa
dirugikan dibolehkan menggugat keputusan Tata Usaha Negara.

enurut Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, terdapat dua Kkriteria
ntuk wmenjadi penggugat di pengadilan tata usaha negara.
ertama, penggugat adalah seseorang atau badan hukum perdata
an kedua, penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan
kibat keluarnya suatu KTUN.

Selanjutnya, dikemukakan oleh Siti Sundari Rangkuti

Menurut Pasal 5 ayat (1) UULH: Setiap orang mempunyai hak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat. sedangkan penjelasan pasal
tersebut menyatakan bahwa: Yang dimaksud dengan orang ialah orang
seorang. kelompok orang atau badan hukum. Dengan demikian. Pasal
ini mengakui eksistensi dan peranan Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) sebagai manifestasi kelompok orang atau badan hukum,
berdasarkan Pasal 19 UULH. Apalagi peranan LSM dikaitkan dengan
Pasal 6 ayat (1) UULH., bahwa: setiap orang mempunyai hak dan
kewajiggn untuk berperanserta dalam rangka pengelolaan 1ingkungan
hidup.

3#.59ti Sundari Rangkuti. op.cit.. h.297.
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Dengan demikian, persyaratan bagi LSM lingkungan untuk menga-

jukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, haruslah
erbadan hukum. Persyaratan tersebut berbeda dengan gugatan
celompok dalam sengketa lingkungan melalui badan Peradilan
mum. Dalam sengketa lingkungan keperdataan untuk bertindak
ebagal penggugat, LSM lingkungan dapat saja hanya berbentuk
elompok orang tanpa harus berbentuk badan hukum.

Pengertian kepentingan dikemukakan oleh Indroharto

Pengertian “kepentingan® itu sendiri masih samar-samar dan sulit
dipegang. Pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum
acara TUN mengandung dua arti. yaitu : 1. menunjuk kepada milal
yang harus dilindungi oleh hukum, dan 2. Xkepentingan proses,
artinya apa yang hendak _dicapai dengan melakukan suatu proses
gugatan yang bersangkutan.®®

raian mengenai pengertian kepentingan di atas, ternyata
idak menjadikan masalahnya menjadi jelas, karena tidak
emberikan tolok ukur yuridis tentang kepentingan bagi badan
ukum perdata sebagai penggugat. Lebih lanjut dikemukakan
oleh Indroharto, bahwa
Jurisprudensi peradilan perdata yang ada sampai  sekarang
mengatakan, bahwa suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh
hukum baru ada, kalau kepentingan itu Jjelas : ada hubungannya
dengan penggugat sendiri,..kepentingan itu harus bersifat
pribadi, .. kepentingan itu harus bersifat Tangsung....kepentingan

itu secara obyektif dapat ditentukan. mengenai luas dan
intensitasnya.3

Dalam hukum perdata dianut doktrin bahwa tiada gugatan

35.-Indroharto, Usaha Mehamami Undang-undang tentang Peradilan Tata
Usaha Negara. Buku II. Sinar Harapan, Jakarta. 1993, h.37.

36.ibid., h.38.
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tanpa kepentingan hukum (No interest, no action. Geen belang,
geen actie}. Konsekuensinya, pengajuan gugatan hanya
dimungkinkan atas dasar kepentingan vyang dirugikan sebagai
akibat adanya hubungan hukum yang bersifat langsung dengan
tergugat. Demikian pula Pasal 163 HIR/RBG dan Pasal 1865 BW
Indonesia menganut asas tiada gugatan tanpa hubungan hukum,
yang mewajibkan adanya hak vyang dilanggar orang lain,
akibat adanya benturan kepentingan antara dua orang atau
lebih.
Konsep hukum tentang kepentingan di atas, memiliki

kelemahan sebagaili berikut: Pertama, konsep tersebut adalah

doktrin hukum perdata, yang bertumpu pada hubungan hukum

privat antara para pihak, sedangkan KTUN adalah keputusan
sepihak yang bertumpu pada tindakan hukum publik. Kedua,
dalam hal terjadinya benturan kepentingan atau sengketa
antara Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat
sebagai akibat keluarnya suatu KTUN yang berdampak penting
terhadap lingkungan, hubungan antara LSM lingkungan dengan
Pejabat Tata Usaha Negara sulit dikategorikan bersifat lang-
sung menurut sudut pandang hukum perdata.

Namun, penjelasan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 19 UULH
memberi dasar hukum bahwa LSM lingkungan memiliki kepentingan
terhadap penegakan hak atas lingkungan hidup yang baik dan
sehat serta terwujudnya pengelclaan lingkungan yang dilaksa-

nakan berdasarkan prinsip pelestarian lingkungan.
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Demikian pula di Belanda, pada dasarnya suatu kelompok
tau organisasi dapat memiliki kepentingan sesuai dengan
Eujuan yang diperjuangkannya, baik yang bersifat umum maupun
chusus. Dinyatakan oleh Van Buuren

Duidelijk ontvankelijk zijn de organisaries die immateriele of
rdiele belangen behartigen: daarbij spelt het geen rol of het om
digemene belangen of groepsbelangen gaat. Als voorbeeld van de
tamateriele, algemene belangenbehartigers noem 1k de millieuorgant-
sdties, als een voorbeeld van immateriele groepsbelangenbehartiging
wiJs Tk op het ontvankelijke beroep van de Afdeling Hengelo van
de Algemene Nederlandse [nvaliden Bond itegen bepadlde verkeersmaa-
tregelen. Ten aanzien van organisaties die materiele belangen
berhartigen is de jurisprudentie nog onduidelijk .37

(jelas tidak dapat diterima adalah organisasi yang memiliki
kepentingan imaterial atau idiel, disamping itu tidak penting hal
itu mengenai keperitingan umum atau kepentingan kelompok. Sebagai
contoh, organisasi yang memiliki kepentingan umum imaterial, adalah
organisasi  lingkungan, sedangkan organisasi  yang memiliki
kepen-tingan keiompok imaterial, adalah banding yang tidak dapat
diterima dari Afdeling Hengelo van de Algemene Nederlandse Invali-
den Bond terhadap peraturan lalulintas tertentu mengenai organisasi
yang memiliki kepentingan materiel betum ada Jurisprudensi yang
Jelasy.

Jamun, kelompok atau organisasi yang memiliki tujuan umum
naupun khusus tersebut, untuk dapat mengajukan gugatan ke
seradilan administrasi harus memenuhi sejumlah persyaratan
—ertentu.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Van Buuren bahwa: criteria

voor de ontvankelijkheid van organisaties: 1. vereilste van

rechtspersoonlijkheid, 2. de doelstelling als maatstaf, 3.

37.p J.J. van Buuren. Kringen van Belanghebbende: In het bijzonder
in procedures tegen de overheid, Kiuwer Deventer. 1978. h.121

TESIS Penegakan hukum lingkungan ... Bambang Sugiono




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

162

epresentativiteit, 4. feitelijke werkzaamheden.’® (kriteria-
riteria bagl pemberian hak mewakili kepentingan organisasi
imtuk menggugat adalah: 1. berbentuk badan hukum, 2. tujuan
ang jelas sebagai ukuran, 3. bersifat representatif, 4.
nemiliki kegiatan nyata)

Keempat kriteria bagi kelompok untuk memiliki kepen-
ringan sebagai  penggugat terhadap keabsahan  keputusan

administrasi tersebut, dijelaskan sebagai berikut

3.1. Vereiste van rechtspersoonlijkheid (Berbentuk badan hukum)

Van der Grinten sebagaimana ditulis van Buuren, mengemu-
cakan : moet er sprake zijn van een ‘georganiseerd lichaam.
Daarmee wordt aangeduid dat de organisatie als een eenheld
naar buiten optreedt, dat zij als eenheid aan het rechts
verkeer deelneemt®® (dikatakan sebagai yang dimaksud badan
yang diorganisasi tersebut bertindak keluar sebagail kesatuan,
nerupakan syarat bagi organisasi tersebut sebagali kesatuan
nengambil bagian dalam lalu lintas hukum) .

Demikian pula dinyatakan oleh Van Buuren bahwa

Mijn conclusie is daarom: een organisatie die als statutair

belanghebbende wil optreden, moet weliswaar steeds rechtspersoon

zijn. maar die voorwaarde wordt al mede omvat door de eisen die

gesteld worden aan de doelstelling en de feitelijke
werkzaamheden .40

®-jbid.. h.120.
¥-jbid.. h.124.
40-ibid.. h.125.
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(Karena itu, simpulan saya adalah : suatu organisasi yang menurut
anggaran dasar sebagai yang berkepentingan akan tampil. wajib
selalu berbadan hukum. tetapi persyaratan tersebut harus tercakup
oleh prasyaratan yang diajukan pada tujuan dan kegiatan nyata).

Dengan demikian, badan hukum merupakan persyaratan

utlak bagi suatu kelompok atau organisasi yang memiliki

kepentingan untuk tampil sebagai penggugat melalui badan

peradilan administrasi.

3.2,

De .doelstelling als maatstaf (Memiliki tujuan sebagai
tolok ukur)

Selanjutnya, Van Buuren menyatakan bahwa

De doelstelling van een organisatie zal in de meeste gevallen
kunnen blijken uit de statuten. De statuten zijn de eerst aange-
wezen plaats om de doelstelling vast te leggen. Daarbij is het
woord statuten niet van belang: 0ok anders genoemde stukken kunnen
de functie "statuten” vervullen. 4!

(Tujuan organisasi kepanyakan dinyatakan dalam anggaran dasar.
Anggaran dasar adalah tempat pertama yang ditunjuk untuk menetapkan
tujuan. Untuk maksud tersebut maka perkataan anggaran dasar tidak
penting: berkas-berkas lawn Jjuga dapat menggantikan fungsi
“anggaran dasar”)

Dimilikinya tujuan bagi kelompok atau organisasi sebagai

salah satu syarat untuk memiliki kepentingan sebagai penggu-

gat melalui badan peradilan administrasi, berkaitan erat

dengan status badan hukum perdata dari kelompok atau organi-

sasi tersebut. Suatu badan hukum perdata sudah semestinya

mencantumkan tujuannya_ sebagai tolok ukur terhadap bentuk

aktifitas atau program-program yang diperjuangkannya.

“1-jbid.. h.126.
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.3. Representativiteit (Bergifat representatif}

Berkaitan dengan Kriteria bersifat representatif, bagi
ersyaratan kelompok agar memiliki kepentingan untuk mengaju-
can gugatan, dikemukakan oleh Van Buuren bahwa

Bij het kwalificeren 1n een concreet geval Zou een toetsende
instantie  sterk  mogen  letten ¢op  de  sociale  kaart' o van
organisaties. Wanneer er corganisaties testaan. die representatiever
zijn voor het geschonden belang dan de organisatie die het beroep

heeft ingesteld. is er eerder aanleiding zo'n organisatie niet als
belanghebbende te beschouwen dan wanneer zulks niet het geval is.*

(Pada waktu menilai suatu kejadian konkrit terhadap suatu instansi
pengujl akan memperhatikan pada ‘kartu social' dari organisasi-
organisasi, Jika ada organisasi yang melampaul kemampuan untuk
mewakili  kepentingan yang tersendiri  dengan organisasi  yang
mengajukan banding maka organisasi terseput terlebih dahulu tidak
dianggap sebagail yang berkepentingan. karena organisasi tersebut
tidak dipandang sebagai yang berkepentingan daripada apabila
keadaannya tidak seperti itu)

Bersifat representatif, menunjukkan persyaratan yang bersifat
faktual. Artinya, kelompok atau organisasi tersebut memiliki
kemampuan melaksanakan kegiatan atau program dari obyek
tertentu, seperti : perlindungan satwa langka, pelestarian
hutan tropis, dll., sebagai kepentingan yang diperjuangkannya

melalui program-program kelompok atau organisasinya.

3.4, Feitelijke werkzaamheden (Kegiatan-kegiatan nyata sejalan
dengan fungsinya)

Keharusan dipenuhinya persyaratan adanya kegiatan nyata,
bagi kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan untuk

mengajukan gugatan, dijelaskan oleh Van Buuren bahwa

“2-ibid.. h.128.
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...een particuliere organisatie die krachtens haar doelstelling en
blijkens haar (feitelijke) werkzaamheden als zodanig belangen
behartigt, die bij een Descnfkking direct Zijn betrokken, kan
geacht worden belanghebbeng te zijn. ™

(...suatu organisasi yang memiliki tujuan Jelas dan membuktikan

kegiatannya secara nyata dan serius (feitelijk) memperjuangkan

kepentingan, yang dalam suatu keputusan tata usaha negara langsung

berkepentingan. dapat dinyatakan sebaga) yang memiliki kepentingan)
Sebagaimana halnya dengan persyaratan representatif, adanya
kegiatan yang nyata sesuaili dengan fungsi kelompok atau
organisasi, adalah syarat faktual sebagal konsekuensi dipenu-
hinya syarat representatif. Kepentingan suatu kelompok atau
organisasi, tidak hanya secara formal tercermin dalam tujuan
statutanya sebagai badan hukum perdata saja, tetapi juga
harus dibuktikan dengan syarat substansi berupa dilakukannya
suatu kegiatan nyata yang berkesinambungan, sesuai dengan
fungsi, kepentingan dari obyek atau bidang yang diperjuang-
kan, serta tujuannya.

Dengan demikian, LSM lingkungan sebagai kelompok atau
organisasi mewakili kepentingan lingkungan, berhak menjadi
penggugat melalui badan Peradilan Tata Usaha Negara, se-
panjang memenuhi persyaratan formal sebagai badan hukum
perdata dengan pencantuman tujuan yang jelas dalam statuta-
nya. Terpenuhinya persyaratan formal tersebut, membawa konse-

kuensi pada pembuktian terpenuhinya Kriteria substansi yang

lebih bersifat faktual.

$-jpid.. h.131.
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Proses pembuktian persyaratan substansi bagi LSM ling-
ungarn, berdasarkan tolok ukur kualitatif dan kuantitatif
esuail kepentingan lingkungan yang diperjuangkan, berupa
akta-fakta kegiatan dari LSM lingkungan tersebut, sebagai
ujud penjabaran kepentingan masyarakat terhadap hak atas
ingkungan hidup yang baik dan sehat, dan pengawasan terhadap
elaksanaan wewenang pemerintah dalam pengelolaan lingkungan.

Di Belanda, sebagaimana tertuang dalam Algemene Wet

t“H

Bestuursrech LSM lingkungan vyang berstatus badan hukum

Perdata, berhak mengajukan gugatan pada badan Peradilan
Administrasi, karena bagi badan hukum yang memiliki
cepentingan umum dan kepentingan kelompok sesual tujuan,

jikualifikasikan sebagai pihak yang berkepentingan.

4. Tinjauan dan RAnalisis Terhadap Penolakan Dan Pengakuan

Keenam LSM Sebagai Penggugat Dalam Kasus Dana Reboisasi

1.1. Tinjauan Terhadap Kualitas dan Kepentingan Penggugat

Dalam Kasus Dana Reboisasi.

Kontroversi tentang kualitas dan kepentingan bagi keenam

“'llgemene Wet Bestuursrecht, General Administrative Law Act, an English translation, Ministry of
Justice, Ministry of Home Affairs, Kingdom of the Netherlands, The Hague, May 1994, Section 1 : 2 :
1. Interested party means the person whose interest is directly affected by an order. 2. As regards
administrative authorities, the interest entrusted tc them are deemed to be their interests. 3. As
regards legal persons, their interests are deemed to include the general and collective interests which
they specially represent in accordance with their objects and as svidenced by their actual activities.

(1. Yang dimaksud dengan mereka yang berkepentingan : adalah mereka yang kepentinganya secara langsung
terkait dengan suatu keputusan. 2. Terhadap organ-organ pemerintahan dianggap sebagai kepentingannya
adalzh kepentingan-kepentingan yang dipercayakan kepada mereka. 3. Terhadap badan-badan hukum dianggap
juga sebagai kepentingannya adalah kepentingan-kepentingan umum dan kepentingan kolektif yang menjadi
tujuan utamanya dan secara nyata diupayakan pemenuhannya).
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Lenggugat dalam kasus dana reboisasi yang wmempersocalkan
ceabsahan KEPPRES No. 42 Tahun 1994, secara ringkas diuraikan
sebagai berikut:

Para Penggugat terdiri atas Penggugat I s/d VI, yang
identitas lengkapnya telah diketengahkan dalam analisis bab
cedua di depan, yaitu: Yayasan Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia, Lembaga Alam Tropika Indonesia, Yayasan Forum
studi  Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Yayasan Lembaga
>engembangan Lingkungan dan Sumber Daya Manusia, Lembaga
engembangan Hukum Lingkungan Indonesia dan Yayasan Pelangi
Indonesia.

Para Penggugat wmenyatakan memiliki kualitas dan
cepentingan untuk bertindak sebagai Penggugat (ius standi),
erdasarkan alasan bahwa sebagai LSM lingkungan yang bergerak
ii bidang lingkungan, sesuai rumusan Pasal 1 angka 12
JULH, telah secara terus menerus telah melakukan keglatan
Derupa :

- Penyadaran lingkungan (environmental awareness) terhadap
masyarakat pedalaman, tentang pentingnya pelestarian daya
dukung hutan;

- Pendataan penggundulan hutan dan menyampaikan data
tersebut kepada Pemerintah untuk langkah penanggulangannya;

- Pembelaan terhadap masyarakat adat yang kehidupanya
tergantung pada sumber daya hutan, agar kepentingan mereka

diperhatikan dalam pembuatan kebijaksanaan kehutanan
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Indonesia;
- Menumbuhkan kesadaran antar sesama LSM lingkungan, tentang
perlunya kampanye pelestarian daya dukung fungsi hutan bagi

kelangsungan hidup manusia Indonesia.

Keempat kegiatan di atas adalah bentuk manifestasi dari
enegakan hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik
an sehat, dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan ling-
ungan.

Terhadap alasan-alasan para Penggugat, Tergugat
mengemukakan bahwa para Penggugat tidak memiliki Ifus standi
karena UU PTUN tidak menganut actio popularis menurut
pengertian hukum administrasi, yaitu prinsip yang memberikan
hak menggugat pada setiap ocrang. Demikian pula, pengajuan
gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mensyaratkan adanya
kepentingan yang dirugikan akibat keluarnya KTUN, sedangkan
kepentingan para Penggugat tidak dirugikan akibat keluarnya
KEPPRES No. 42 tahun 1994. Hal ini disebabkan para Tergugat
bukan pengusaha yang telah menyetorkan sejumlah dana
reboisasi dan tidak memiliki hubungan hukum yang bersifat
langsung dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat
mengeluarkan KEPPRES No. 42 Tahun 1954.

Selanjutnya, Majelis Hakim dengan dasar rujukan pendapat
Paulus Effendie Lotulung dalam Gema Peratun Tahun I No. 2,
Agustus 1993, yang diterbitkan Mahkamah Agung R.I. Lingkungan

Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 267. Mengenai masalah
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erijinan yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup dan

utusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 14 Agustus

989 No. 820/Pdt.G/1988/PN.JKT.Pst. mengemukakan pertimbangan

ebagai berikut:

Tentang kriteria ius standi para Penggugat

Suatu organisasi atau kelompok orang, berhak mengajukan

gugatan dengan berdasarkan kepentingan umum atau kepen-

tingan masyarakat (algemeen belang) untuk menegakkan hak

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dengan memenuhi

kriteria sebagai berikut

- Tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar organisasinya
adalah untuk melindungi lingkungan hidup.

- Organisasi tersebut harus berbentuk yayasan.

- Organisasi tersebut menunjukkan kepedulian terhadap
perlindungan lingkungan secara nyata di masyarakat.

- Organisasi tersebut harus cukup representatif.

Tentang alasan penolakan ius standi terhadap Penggugat II
dan VI

Yayasan Lembaga Alam Tropika Indonesia sebagal Penggugat
II dan Yayasan Pelangi Indonesia sebagai Penggugat VI
dianggap tidak memiliki kualitas dan kepentingan sebagai
Penggugat, karena: Pertama, akte pendirian Yayasan Alam
Tropika Indonesia tidak memiliki: cap stempel, tangan
notaris, nomor dan tanggal pendirian. Disamping itu, surat

keputusan Yayasan No. 01/Kep-Ltn/XI/1992 tanggal 5
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Oktober 1992 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Periode
1992-1995 tidak sesual dengan ketentuan Pasal 8 ayat 6 s/d
ayat 9 Anggaran Dasar Yayasan dan kedua, Agus Pambagio
dan Tri Nugroho tidak sah untuk bertindak sebagai pengurus
Yayasan Pelangi Indonesia, karena hasil rapat tanggal 9
Agustus 1994 dihadiri pengurus pleno sebanyak 4 orang dan
pemberi mandat 2 orang, sehingga tidak memenuhi syarat
Pasal 7 ayat 4 anggaran dasar pada akte No. 63, yang
menyatakan bahwa sahnya Rapat Plenc adalah 1/2 ditambah 1
orang dari jumlah anggota Pleno sebanyak 12 orang.

c. Tentang alasan pengakuan ius standi terhadap Penggugat I,
I1II, IV dan V

Terhadap para Penggugat I, III, IV dan V dianggap memiliki
kualitas dan kepentingan sebagai Penggugat dalam perkara
ini, karena telah memenuhi syarat untuk bertindak mewakili

Yayasannya masing-masing.

4.2. Analisis Terhadap Kualitas dan Kepentingan Penggugat
Dalam Kasus Dana Reboisasi.

4.2.1. Alasan Kepentingan Sebagai Penggugat Dalam Posita :
Keenam Penggugat yang menyatakan diri sebagai LSM ling-
kungan, ternyata tidak mampu memberikan alasan meyakinkan
dalam membuktikan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan
sebagai penggugat. Dalam posita dikemukakan bahwa sebagai LSM
lingkungan, menurut Pasal 1 angka 12 jo. Pasal 5 jo. Pasal 19

UULH, keenam Penggugat telah melakukan upaya melestarikan
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aya dukung lingkungan, khususnya pelestarian daya dukung
fungsi hutan.
Selanjutnya, mengenal kepentingan yang dirugikan akibat
KEPPRES No. 42 Tahun 1994, dinyatakan
mengak ibatkan menurunnya partisipasi masyarakat di dalam usaha
pelestarian hutan., seilain 1tu Juga mengakibatkan berkurangnya
kemampuan pemerintah melindungl daya dukung lingkungan ...Keadaan
tersebut. sangat merugikan Para Penggugat. karena menghambat
kemajuan serta target yang akan dicapai oleh para penggugat sesuai
mandat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya bahkan bisa
menggagalkan usaha Para Penggugat untuk turut serta dalam
mengendatikan sumber daya secara bijaksana. mengingat 1aju
deforestasi terus meningkat dari tahun ke tahun 4°
Kedua alasan di atas, jelas belum mengacu pada terpenuhinya
kriteria hukum menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN.
Sebagai Penggugat melalui badan Peradilan Tata Usaha Negara,
keenam LSM lingkungan, harus memenuhi kriteria hukum menurut
Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, yaitu: sebagai badan hukum perdata
dan membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan akibat
keluarnya KEPPRES Nc. 42 Tahun 1994.
Dengan demikian, tahapan pembuktian yang seharusnya
dilakukan Penggugat adalah menjelaskan bahwa
1. Pasal 1 angka 12 jo. Pasai 19 UULH, memungkinkan LSM
lingkungan memiliki bentuk organisasi yayasan sebagai

wadah perjuangan membela kepentingan lingkungan.

2. Pasal 19 UULH, wemberikan hak bagi LSM lingkungan dalam

45-pytusan Pengadilan TUN Jakarta. No.088/G/1994/Piutang/PTUN.jkt.
Tanggal 23 Desember 1994. h.25.
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pengelcolaan lingkungan, yang diwujudkan melalui Pasal 5
UULH, yaitu menegakkan hak atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat, dan menurut Pasal 6 UULH, melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan wewenang pemerintah dalam pengelolaan
lingkungan.

Suatu tindakan hukum yang melanggar Pasal S5 dan Pasal 6
JULH, berarti merugikan kepentingan LSM lingkungan. Dalam hal
ini, LSM lingkungan berperan mewakili kepentingan masyarakat
ferhadap lingkungan yang bersifat umum (representative of the
bublic). Dengan demikian, sebagai wakil masyarakat dalam

nengawasi pelaksanaan wewenang pemerintah dalam pengelolaan

|l ingkungan, LSM lingkungan memiliki kepentingan terhadap
erwujudnya pengelolaan lingkungan yang berlandaskan prinsip-
rinsip pembangunan berwawasan lingkungan.

Selanjutnya, LSM lingkungan yang hendak tampil sebagai
enggugat harus menjabarkan konsep kepentingan di atas
elalui

1. Karakter organisasi yang mencerminkan bidang kepedulian
yang diwakilinya. Misal: bidang perlindungan satwa
langka, bidang pelestarian daya dukung fungsi hutan, dll.

2. Aktivitas nyata dan hasil-hasilnya, sesuai tujuan

pelestarian, perlindungan dan pengembangan lingkungan,
yang secara khusus menjadi bidang kepeduliannya.
Jelaslah bahwa, dalam posita gugatan belum menunjukkan

fakta-fakta secara 1lengkap dan rinci sebagai bukti bahwa

TESIS Penegakan hukum lingkungan ... Bambang Sugiono




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

173

asing-masing dari keenam penggugat memenuhi kriteria hukum
‘ang menimbulkan hak mewakili kepentingan lingkungan, untuk

ertindak sebagai penggugat.

1.2.2. Alasan Penoclakan Kepentingan Penggugat Dalam Eksepsi.
Alasan tergugat dalam eksepsi, yang menyatakan bahwa

. Penggugat sebagai LSM lingkungan tidak berhak mewakili hak
setiap orang untuk mengajukan gugatan, karena UU PTUN
tidak mengenal actio popularis menurut pengertian hukum
administrasi, yaitu suatu prinsip yang memberikan hak
menggugat pada setiap orang.

> . Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kepentingan untuk
bertindak selaku penggugat, karena sebagai LSM lingkungan
tidak mempunyai Kkepentingan hukum, tidak ada hubungan
hukum, dan tidak dirugikan apapun dengan keluarnya KEPPRES
No. 42 Tahun 1994.

3. Penggugat tidak mengalami kerugian akibat keluarnya
KEPPRES No. 42 Tahun 19%94.

Jelas mengandung kekeliruan yuridis yang disebabkan oleh

penggunaan ukuran kepentingan berdasarkan hubungan hukum

perdata {(privat), dan tidak  dipahaminya kepentingan

lingkungan menurut pengertian hukum lingkungan.

Kekeliruan yuridis‘tergugat dalam eksepsi, adalah seba-
gai berikut
1. Salah menempatkan ukuran kepentingan dengan bertumpu pada

prinsip hukum perdata, bahwa untuk bertindak sebagzai
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penggugat, harus disebabkan oleh adanya hubungan atau
kepentingan hukum yang bersifat langsung. Prinsip
konvensional tersebut tidak tepat digunakan sebagai ukuran
kepentingan dalam penegakan hukum lingkungan
administratif. Terdapat perbedaan mendasar antara tindakan
hukum administrasi dengan perbuatan hukum perdata. Suatu
perbuatan perdata terjadi karena adanya kesepakatan antara
dua pihak atau lebih, sehingga akibat yuridisnya hanya
berlaku bagi para pihak yang bersepakat. Tindakan hukum
administrasi merupakan tindakan hukum sepihak dari
penguasa yang bertumpu pada hukum publik, sesuaili dengan
prinsip erga omnes, artinya putusan berlaku tidak hanya
bagi para pihak yang bersengketa, namun bagi siapa saja.
LSM lingkungan menurut penjelasan Pasal 1 angka 12 UULH,
dan penjelasan Pasal & ayat (1) UULH, memiliki hak untuk
mewakili kepentingan masyarakat dalam menegakkan hak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penegakan hak
tersebut dapat dilakukan LSM lingkungan dengan pendekatan
preventif, melalui prosedur peranserta dalam pembuatan
KTUN yang memberikan dampak penting terhadap lingkungan,
serta dengan pendekatan represif, melalui pengajuan
gugatan ke pengadilan tata usaha negara terhadap keabsahan
suatu KTUN yang merugikan kepentingan lingkungan.

Sifat masalah lingkungan adalah multi komplek. Sifat

tersebut menjadikan keberadaan LSM lingkungan sebagai
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organisasi penunjang pengelolaan lingkungan, berhak
mewakill kepentingan masyarakat dan mitra pemerintah untuk
melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam pengelolaan
lingkungan, agar selalu berpijak pada konsep pembangunan
berwawasan lingkungan. Artinya, tindakan hukum yang meng-
abaikan konsep pembangunan berwawasan lingkungan, jelas
merugikan kepentingan lingkungan, yang 1identik dengan
merugikan kepentingan LSM lingkungan.

Jelaslah bahwa, penjelasan Pasal 1 angka 12 UULH dan
penjelasan Pasal 5 ayat (1) UULH, telah memberikan dasar
hukum yang kua%t terhadap LSM lingkungan untuk mewakili
kepentingan masyarakat, melalui peranserta dalam pengelolaan
lingkungan.

4.2,3. Alasan Penolakan dan Pengakuan Sebagai Penggugat
Dalam Pertimbangan Hukum.

Kriteria tentang kualitas dan kepentingan keenam penggu-
gat dalam kasus dana reboisasi, oleh majelis hakim merujuk
pada tulisan Paulus Effendi Lotulung dan Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Agustus 1989 No. 820/Pdt.G/
1988/PN.JKT.Pst.

Ternyata, hal tersebut sama dengan penentuan kriteria
hukum oleh Van Buuren, yang menyatakan bahwa pemberian hak
mewakili kepentingan bagi organisasi untuk menggugat, harus
memenuhi kriteria hukum sebagai berikut: berbentuk badan

hukum, memiliki tujuan yang jelas, bersifat representatif,

TESIS Penegakan hukum lingkungan ... Bambang Sugiono




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
176

dan memiliki kegiatan nyata.*®

Demikian pula, keempat kriteria hukum di atas, maknanya
sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, yang
menyatakan bahwa penggugat haruslah badan hukum perdata, dan
memiliki kepentingan yang dirugikan akibat keluarnya KTUN,
yang berarti bahwa bagi LSM lingkungan untuk dapat bertindak
sebagal penggugat mewakili kepentingan lingkungan, harus
memenuhi kriteria yang terdiri atas: Pertama, berbentuk badan
hukum perdata, dengan tujuan untuk melestarikan, melindungi
dan mengembangkan lingkungan, di bidang tertentu. Tujuan
tersebut harus tercantum dalam statuta badan hukum perdata,
serta kedua, mewakili kepentingan masyarakat menegakkan
hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, melalui
pengawasan terhadap pemerintah dalam pengelclaan lingkungan,
yang dibuktikan bahwa LSM lingkungan tersebut bersifat

representatif, dan memiliki kegiatan nyata.

“‘Rumsan Pasal 38 ayat (1) UWPLH menyatakan: Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan
lingkungan sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk
kepentingan pelestarian lingkungan. Selanjutnya, Pasal 38 ayat (3) WWPLH menyatskan: Organisasi
lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memerwhi per-
syaratan: a. berbentuk badan hukum atau yayasan; b. dalam anggaran dasar organisasi [ingkungan hidup
vang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk
ke-pentingan pelestarian fungsi tingkungan hidup; c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran
dasarnya. Demikian pula, rumusan Pasal 38 syat (2) UWPLH yang menyatakan: Hak pengajuan gugatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tertentu tanps adanya
ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil {injunction), adalah tepat. Namun, tidak dicantumkannya
elemen "organisasi lingkungan yang bersangkutan harus bersifat representatif® sebagai syarat substansi
melengkapi syarat "melaksanakan kegiatan sesuai anggaran dasarnya", dapat mengakibatkan sulitnya
penilaian untuk menentukan ius standi suatu organisasi lingkungan, sebab rumusan Pasal 38 ayat (3) butir
b WPLH sifatnya sangat umam. Syarat representatif bermaksud menekankar penilaian terhadap jenis ke-
giatan, sebagai wujud penjabaran arti “pelestarian lingkungan' _ecara spesifik.
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Dengan demikian, penentuan kriteria bagi pengakuan LSM
iingkungan sebagai penggugat mewakili kepentingan lingkungan
dalam pertimbangan hukum majelis hakim, sudah benar. Demikian
pula, hasil pemeriksaan oleh majelis hakim terhadap kriteria
masing-masing dari keenam penggugat yang diawali dengan
pengujian terhadap kriteria formal, yang menyimpulkan bahwa
Penggugat II: Ir. Tri Nugrohc sebagai wakil dari Yayasan Alam
Tropika Indonesia dan Penggugat VI: Agus Pambagio sebagai
wakil dari Yayasan Pelangi Indonesia, dianggap tidak mewakili
kualitas dan kepentingan sebagai penggugat, karena memiliki
cacat yuridis untuk bertindak mewakili yayasan, sudah benar.

Kelemahan yuridis justru terjadi terhadap pertimbangan
hukum Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa

. menurut hemat majelis setelah meneliti data-data yang diajukan

oleh Penggugat-penggugat sebagai Tlampiran gugatannya. berupa
Anggaran Dasar dari Para Penggugat yang seluruhnya terdiri dar
Yayasan-yayasan, maka terhadap Penggugat [I Yayasan Lembaga Alam
Tropika Indonesia dan Penggugat VI Yayasan Pelangy Indonesia
tidaklah dapat diterima dalam kualitas sebagai Penggugat yang
berkepentingan dengan perkara ini. ...bahwa dengan demikian menurut
hemat majelis hanya Penggugat 1. 1I1. IV dan V. yang memenuhi
syarat dan berhak mempunyal kualitas sebagal Penggugat dalam
perkara ini, ...¥ :

Dalam perspektif yuridis, dengan hanya melihat anggaran
dasar yayasan dari keenam penggugat, maka tidak diterimanya

kualitas dan kepentingan penggugat II dan Penggugat VI, tidak

berarti bahwa terhadap penggugat I, III, IV dan V memenuhi

$7.putusan  Pengadilan TUN Jakarta. No.088/G/1994/Piutang/PTUN. Kt .
Tanggal 23 Desember 1994. h.48. '
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s
|

walitas dan kepentingan sebagal penggugat mewakili kepen-
ingan lingkungamn.

Mengingat diterimanya kriteria formal bagi Penggugat I,
II, IV dan V, belum menjamin bahwa keempat penggugat
tersebut memenuhi kriteria material. Terpenuhinya kriteria
haterial bagi empat penggugat berupa sifat representatif dan
bdanya aktivitas nyata harus dibuktikan melalul pengujian
bleh majelis hakim.
Ternyata, kekeliruan yuridis Majelis Hakim tersebut,

juga  dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memberikan

ertimbangan hukum tentang kualitas dan kepentingan WALHI
ang menjadi dasar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
anggal 14 Agustus 1989 No. 820/Pdt.G/1988/PN.JKT.Pst. Dalam
aitan ini, perlu disimak kritik dari Siti Sundari Rangkuti
pahwa

. Pemikiran yang sama Secara samar-samar (tanpa alasan terinci)
dianut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus kerusakan
hutan (PT Inti Indorayon Utama) yang memperkenankan WALHI (LSM)
tampil sebagai penggugat dalam perkara lingkungan. walaupun dalam
putusannya pada tanggal 14 Agustus 1989 hakim menolak pokok
gugatan. Seyogyanya ada tolok ukur, bahwa hanya LSM lingkungan yang
secara nyata, terus menerus dan membuktikan bergerak serta peduli
terhadap kelestarian sumber daya alam dan daya dukung lingkungan
memiliki kewenangan berperkara/mengguggt. “The right of standing”
menyangkut "actual activity" oleh LSM.

Dengan demikian, pengakuan majelis hakim bahwa penggugat

I, III, IV dan V wmemenuhi kualitas dan kepentingan sebagai

48.5iti Sundari Rangkuti. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan 1ing-
kungan Nasional. op.cit.. h.300.
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enggugat, merupakan kekeliruan yuridis. Mengingat, seharus-
ya keempat Kkriteria hukum digunakan untuk melakukan
engujian yuridis, sedangkan dalam kasus dana reboisasi
eempat pénggugat dinyatakan memiliki kualitas dan
epentingan sebagail penggugat, semata-mata diuji berdasarkan
riteria hukum formal. Padahal kriteria hukum yang bersifat
ubstansi justru merupakan kriteria fundamental, karena
erkaitan pembuktian terhadap karakter dan indentitas LSM
| ingkungan.
Seharusnya, terhadap keempat penggugat yang teléh lolos
lari pengujian secara formal, masih harus mendapatkan
rengujian yuridis material, sebagaili berikut
| . Pengungkapan karakter organisasi, yang berkaitan dengan
bidang kepentingan lingkungan yang diperjuangkan, sebagai
tolok ukur atas sifat representatif.

> . Pengungkapan aktivitas nyata sesuai dengan tujuan dalam
statutanya, berdasarkan fakta dan laporan kualitatif
maupun kuantitatif.

Kedua tolok ukur yang merupakan manifestasi kemampuan
,SM lingkungan dalam menegakkan hak atas lingkungan yang baik
jan sehat, melalui peranserta melaluli prosedur hukum dalam
>engelolaan lingkungan tersebut, menjadi bahan penilaian oleh
Majelis Hakim untuk menentukan kualitas dan Kkepentingan

erhadap keempat penggugat.
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BAB IV
FPENUTUP

1. Simpulan

Dari hasil penelitian dan analisis tentang penegakan
hukum lingkungan melalui Pengadilan dalam lingkungan Per-
adilan Tata Usaha Negara, melalui pendekatan studi kasus dana
reboisasi di atas, dapatlah ditarik simpulan sebagai

berikut

a. Mengkategorikan KEPPRES No. 42 Tahun 1994 sebagai

peraturan perundang-undangan hanya berdasarkan ketentuan
hukum yang mengatur tentang bentuk dan tata urutan
peraturan perundang-undangan saja, mengandung kekeliruan
yuridis dan cenderung menyesatkan. Dasar pemikirannya
adalah, untuk mengetahui suatu produk hukum sebagai suatu
peraturan perundang-undangan harus dilihat dari
substansinya, melalui elemen-elemen yang menjadi karakter
yuridisnya. Demikian pula, mengkategorikan KEPPRES No. 42
Tahun 1994 sebagai KTUN yang belum bersifat final, dengan
merujuk pada tecri melebur dan ketentuan Pasal 2 huruf a
UU PTUN, adalah tidak tepat. Teori melebur menekankan
penilaiannya pada perbuatan hukum perdata dan tidak
memiliki relevansi dengan elemen final suatu KTUN.
Demikian pula, penggunaan rumusan Pasal 2 huruf a UU PTUN
sebagai kriteria final suatu KTUN adalah tidak tepat,

sebab mencermati elemen-elemen pengertiannya, semestinya
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rumusan Pasal 2 huruf a UU PTUN tidak diperlukan.

Pasal 4 ayat (1} UUD 1945 sebagai dasar hukum KEPPRES
No. 42 Tahun 1994 tidak menyebutkan nama, jenis maupun
substansi produk hukum yang menjadi kewenangan Presiden.
Selanjutnya, karena terbukti memenuhi elemen-elemen Pasal
1 angka 3 UU PTUN, maka KEPPRES No. 42 Tahun 19%4 adalah
KTUN tidak terikat yang bersumber pada kewenangan
atribusi. Hasil analisis menunjukkan bahwa menurut asas-
asas umum pemerintahan yang baik sebagai hukum tidak
tertulis, KEPPRES No. 42 Tahun 1994 secara prosedural
melanggar asas Kecermatan dan secara substansi melanggar
asas kepercayaan, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap
kepentingan lingkungan. Hal tersebut dibuktikan oleh:
Pertama, secara prosedural KEPPRES No. 42 Tahun 1994
dibuat tanpa mempertimbangkan kebutuhan dana untuk
aktivitas reboisasi. Kedua, secara substansi KEPPRES
No. 42 Tahun 1994 vyang seharusnya digunakan untuk
kepentingan aktivitas reboisasi, telah digunakan untuk

kepentingan lainnya.

LSM lingkungan (menurut UULH) atau organisasi lingkungan
{(menurut UUPLH), wmemiliki hak untuk bertindak sebagai
Penggugat (ius standi) mewakili kepentingan lingkungan di
Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang memenuhi kriteria
hukum sebagai berikut: Pertama, Kkriteria formal vyang
terdiri atas organisasi lingkungan tersebut berbentuk

yayasan atau badan hukum lainnya dan dicantumkannya tujuan
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untuk melindungi Xepentingan lingkungan dalam anggaran
dasar organisasi lingkungan tersebut. Kedua, kriteria
substansi yang terdiri atas organisasi lingkungan tersebut
bersifat representatif dan dilaksanakannya kegiatan nyata
sesual dengan tujuan dalam anggaran dasar organisasi
lingkungan tersebut. Kriteria di atas sejalan dengan
kriteria sebagai Penggugat menurut Pasal 53 ayat (1)} UU
PTUN. Dengan demikian, pemberian pengakuan bahwa suatu LSM
lingkungan telah memiliki kualitas dan kepentingan sebagai
Penggugat (ius standi), hanya berdasarkan penilaian atas
terpenuhinya kriteria hukum vyang bersifat formal, tanpa
melakukan pengujian berdasarkan kriteria hukum yang bersi-
fat substansi, yang Jjustru mencerminkan 1identitas dari
organisasi lingkungan, 3jelas merupakan suatu Kkekeliruan

yuridis.

Saran
Perlu dilakukan sosialisasi, pelaksanaan dan penegakan
hukum atas Undang-undang No. 20 Tahun 1997 tentang Peneri-

maan Negara Bukan Pajak (PNBP).! Sosialisasi,

1'Ketika terjadinya kasus dana reboisasi pada tanggal 12 Desember 1994 maupun selesainya penulis-

an rancangan awal tesis untuk dikonsultasikan pada pembimbing pada tanggal 10 Nopember 1996, Indonesia
helum memiliki Undang-undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa
terjadinya ketidekjelasan dan penyalahgunaan berbagai penerimaan negara bukan pajak, termasuk dana
reboisasi, salah satu penyebab utamanya adalsh tidak diaturnya pererimaan negara buken pajak dalam
Undang-undang, sebagaimana pengaturan pada penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Oleh karena itu,
semula pembentukan Undang-undang tersebut merupakan bagian dari saran. Ternyata ketika dalam proses
konsultasi, keluarlah Undang-undang No. 20 Tabun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, (LNRI Tahun
1997 Ho. 43, TLNRI No. 3687) pada tanggal 23 Mei 1997.
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pelaksanaan dan penegakan hukum secara konsisten atas
Undang-undang tersebut, akan memberikan kepastian hukum
bahwa dana yang bersumber dari penerimaan negara bukan
pajak untuk kepentingan lingkungan atau kepentingan
khusus lainnya, tidak dapat lagli disalahgunakan dengan
mengabaikan asas keabsahan dalam negara hukum Indonesia.

Selanjutnya, dalam rangka membangun sistem perundang-
undangan nasional yang menjamin kepastian dan ketertiban
hukum, perlu pengaturan hukum bagl penyebutan nama dan
cirli yang berbeda antara produk hukum yang substansinya
berfungsi pengaturan dengan vyang berfungsi penetapan,
yaitu sebutan "peraturan" dan/atau "kKeputusan", dengan
ciri adanya Pasal dan ayat dalam diktumnya bagi produk
hukum vyang berfungsi pengaturan, serta sebutan "surat
keputusan" dengan ciri adanya angka dan huruf dalam dik-

tumnya bagi produk hukum yang berfungsi penetapan.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penegakan hukum
lingkungan, seharusnya UUPLH memuat beberapa hal-hal
sebagai berikut: Pertama, sistem perizinan lingkungan,
yaitu dengan menempatkan izin lingkungan sebagai induk
dari persyaratan-persyaratan tertentu (antara lain: yang
sekarang ini berwujud izin-izin sektoral yang berdampak
penting terhadap lingkungan), dengan dilengkapi peranserta
masyarakat melalui prosedur yang jelas dalam pembuatan

izin, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi. Kedua,
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pencantuman kriteria substansi bahwa "organisasi 1ling-
kungan harus bersifat representatif", disamping kriteria
bahwa "organisasi lingkungan harus melaksanakan Kkegiatan
sesual dengan anggaran dasarnya’, untuk bertindak sebagai
Penggugat melalui badan Peradilan Tata Usaha Negara maupun
badan Peradilan Umum. Ketiga, Perumusan pengertian
sengketa lingkungan secara komprehensif dan konsisten,?
sehingga penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan
melalul penegakan hukum lingkungan keperdataan melalui
badan Peradilan Umum maupun penegakan hukum lingkungan
administratif melalui badan Peradilan Tata Usaha Negara.
Demikian pula, mengingat sebagian besar organisasi
lingkungan berbentuk yayasan, maka untuk meningkatkan
efektifitas peran dan mempertegas identitas organisasi

lingkungan, perlu dibentuk Undang-undang tentang Yayasan.

z'Penjelasm Pasal 38 ayat (3) UPLN antara lain menyatskan: ...Dengan adanya persyaratan

sebagaimana dimaksud di atas, maka secars selektif keberadaan organisasi lingkungan hidup diskui me-
wmiliki ius standi untuk mengajukan gugatan atas nama lingkungan hidup ke pengaditan, baik ke peradilan
umm ataupun peradilan tata usaha negars, tergantung pada kompetensi peradiltan yang bersangkutan dalam
memeriksa dan mengadili perkars yang dimsksud, Mamun, dalam Pasal 39 UUPLN dinyatekan: Tata cara peng-
ajuan gugatan dalam masalah lingkumgan hidup oleh orang, masyarakat, danfatau organisasi lingkungan
hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlsku. Penjelasannya menyatakan: cukup jelas, Rumusan
penjelasan Pasal 38 ayat (3)UUPLH dan Pasal 39 UUPLH di atas menunjukkan adanya makna yang kontradiktif.
seharusnya penjelasan Pasat 38 ayat (3) UUPLH dituangkan dalam ketentuan tersendiri sifatnya melengkapi
Pasal 38 ayat (33 WUPLH, sedangkan Fasal 39 UUPLH dihapus, karena tidak jelas makna yuridisnya.
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Lampiran I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA

TESIS

NOMOR 29 TAHUN 1990
TENTANG
DANA REBOISASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

bahwa reboisasi merupakan suatu kegiatan yang
menjamin kelestarian hutan sebagal Kkekayaan
nasional, keseimbangan lingkungan dan menjamin
kelangsungan upaya penyediaan bahan baku bagi
industri pengolahan hasil hutan;

bahwa agar sistem pemungutan, penggunaan dan
pengawasan Dana Reboisasi dapat lebih berdaya
guna dan berhasil guna serta dalam rangka
memperlancar arus perdagangan hasil hutan pada
khususnya dan perekonomian pada umumnya
dipandang perlu penyempurnaarn Keputusan
Presiden tentang Dana Reboisasi;

Pasal 4 ayat (1} Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran
Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Ncomor 2823);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3274) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970
tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan
Hasil Hutan {(Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2935)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 (Lembaran
Negara Tahun 1975 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3055);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970
tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara
Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2945) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1585
tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara
Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3294);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1930
tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
(Lemtaran Negara Tahun 1930 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3404);
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MEMUTUSKAN :

pnetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
DANA REBOISASI

Pasal 1

alam Keputusan ini yang dimaksud dengan

Dana Reboisasi adalah dana yang dipungut dari pemegang hak
pengusahaan hutan, pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan dan
pemegang Izin Pemanfaatan Kayu melalul Pengusahaan Industri
Pengolahan Kayu Hulu dalam rangka reboisasi, pembangunarn
Hutan Tanaman Industri, dan Rehabilitasi lahan hutan

Hutan Tanaman Industri adalah hutan tanaman yang dibangun
dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan
produksi dengan menerapkan silvilultur intensif untuk
memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.

Kawasan atau areal hutan yang tidak produktif adalah
kawasan atau areal hutan yang secara ekonomis tidak
profuktif antara lain hutan rawang. semak-belukar, tanah
kosong, dan padang alang-alang

Industri Pengolahan Kayu adalah industri yang mengolah
langsung kayu bulat dan/atau bahan kayu serpih.

Wajib Pungut dan Wajib Setor Dana Reboisasi adalah
Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu.

Pasal 2

1) Dana Reboisasi werupakan iuran wajib yang dipungut dan
disetor oleh Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu atas
Kayu bulat dan/atau bahan baku serpih yang diterimanya

2) Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu wajib menghitung
dan menyetorkan sendiri Dana Reboisasi yang menjadi

- kewajibannya

k3) Dalam hal Dana Reboisasi tidak dapat dipungut dan disetor
melalui Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu, pengenaan
dan pemungutan diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 3

Pemungutan Dana Reboisasi sama sekali tidak wmeniadakan
cewajiban pemegang Hak Pengusahaan Hutan atau areal Hak
Pengusahaan Hutan yang diusahakannya sebagaimana ditentukan
jalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
cetentuan Pokok Kehutanan dan seluruh peraturan pelaksanaanya.

Pasal 4

Dana Reboisasi digunakan untuk membiayai kegiatan reboisasi di
luar kawasan atau areal Hak Pengusahaan Hutan, pembangunan
Hutan Tanaman Industri dalam kawasan atau areal hutan yang
tidak produktif, dan rehabilitasi lahan pada kawasan atau
areal yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
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Pasal &

hlaksanaan pembangunan Hutan Tanaman Industri sebagaimana

imaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan berdasarkan Peraturan
merintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan
naman Industri.

{1)

(2)

Pasal 6
Setiap Pengusaha Industri Kayu Hulu sebagai Wajib Pungut
dan Wajib Setor Dana Reboisasi, wajib mendaftarkan
perusahaannya kepada Departemen Kehutanan untuk

mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pungut dan Wajib Setor iuran
Kehutanan (NPWS-HUT)

Pendaftaran untuk memperoleh NPWS-HUT dilakukan dalam
waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Keputusan
ini ditetapkan atau sejak usaha Industri Pengolahan Kayu
Hulu mulai beroperasi

Departemen Kehutanan wajib mengeluarkan NPWS-HUT dalam
waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterimanya pendaftaran dari Wajib Pungut dan Wajib Setor
Dana Reboisasi

Wajib Pungut dan Wajib Setor Dana Reboisasi yang belum
atau tidak mendaftarkan perusahaannya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2} dikenakan Dana Reboisasi
secara Jjabatan oleh Menteri Kehutanan ditambah sanksi
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen}
dari Dana Reboisasi yang masih terhutang.

Pasal 7
Dana Reboisasi dikenakan dengan tarif sebagai berikut
a. USS. 10 (sepuluh dolar Amerika) untuk setiap meter

kubik kayu bulat semua jenis untuk pertukangan, untuk
setiap ton Kkayu Cendana dan Ebony semua sortimen;

b. USs 1.5 (satu setengah dolar Amerika) untuk setiap
meter kubik bahan baku serpih/partikel, limbah pembala-
kan dan sortimen khusus lainnya.

Ketentuan wmengenai kayu bulat untuk pertukangan, limbah

penbalakan dan sortimen khusus lainnya diatur lebih lanjut

oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 8

Dana Reboisasi terhutang pada saat

a. Kayu bulat dan/atau bahan baku serpih diterima oleh
Industri Pengolahan Kayu Hulu di Tempat Penimbunan
Kayunya;

b. Kayu bulat dan kayu lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2z ayat (3) akan diperdagangkan atau dipakai
sendiri.

Dana Reboisasi yang terhutang dihitung berdasarkan

a. Jumlah penerimaan kayu bulat dan/atau bahan baku serpih
yang diterima dalam satu bulan dikalikan dengan tarif
sebagimana dimaksud dalam Pasal 7;
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b. Jumlah kayu yang akan diperdagangkan dan/atau dipakai
sendiri dikalikan dengan tarif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7.

Pasal 9

Dana Reboisasl yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) huruf a dipungut dan disetor di tempat
Industri Pengolahan Kayu Hulu terdaftar dan wemperoleh
NPWS-HUT

Dana Rebeoisasi vyang terhutang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) huruf b Qdipungut dan disetor di lokasi
kayu yang berada

Penyetoran Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan ayat (2} dilakukan untuk untung Rekening Menteri
Kehutanan pada Bank Pemerintah/Bendaharawan yang ditunjuk
Menteri Kehutanan.

Pasal 10

Dana Rebeilisasi yang terhutang

a. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a
wajib disetor selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan
berikutnya;

b. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b
wajib disetorkan dalam waktu yang ditetapkan oleh
Menteri Kehutanan.

Atas keterlambatan penyetoran Dana Reboisasi sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif

berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah

Dana Reboisasil yang terlambat disetor.

Pasal 11

Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu wajib

a. Melaporkan setiap penerimaan kayu bulat dan/atau bahan
baku serpih di Tempat Penimbunan Kayunya kepada Menteri
Kehutanan;

b. Melakukan pencatatan dalam pembukuan secara teratur,
lengkap dan benar atas perclehan, penggunaan dan
persedian kayu bulat/atau bahan baku olahan dengan
menyebutkan asal, jumlah dan jenis kayu;

c. Menyampaikan laporan bulanan berdasarkan data
sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Menteri
Kehutanan, Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan
selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya;

d. Menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran dana
Reboisasi kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan
kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya pada akhir
bulan berikutnya.

Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu yang tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dikenakan Dana Reboisasi secara jabatan oleh Menteri
Kehutanan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda
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yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan setelah
memperhatikan pendapat Menteri Perindustrian dan Menteri
Keuangan.

Pasal 12

&) Setiap kayu bulat dan/atau bahan baku serpih yang diangkat
oleh Pengusaha Pemegang Hak Pengusahaan Hutan, Hak
Pemungutan Hasil Hutan, Ijin Pemanfaatan Kayu dan Industri
Pengolahan Kayu Hulu wajib dilengkapi dengan Surat
Angkutan Kayu Bulat dan/atau Bahan Serpih yang dibuat oleh
perusahaan yang bersangkutan
P) Setiap kayu olahan yang diangkut dari industri Pengolahan
Kayu Hulu wajib dilengkapi dengan Surat Angkutan Kayu
Olahan yang dibuat oleh perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 13

1) Menteri Kehutanan dapat melakukan penelitian dan
pemeriksaan terhadap kebenaran pelaksanaan kewajiban
Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12
P} Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), Menteri Kehutanan bekerja sama dengan Menteri
Perindustrian dan Menteri Keuangan.

Pasal 14

1} Penggunaan Dana Reboisasi dilaksanakan berdasarkan rencana
kegiatan yang disusun oleh Menteri Kehutanan yang telah
memperoleh persetujuan Presiden yang wmekanismenya diatur
bersama oleh Menteri Kehutanan dan Menteri Keuangan
2) Menteri Kehutanan melaporkan setiap triwulan kepada
Presiden mengenai Dana Rebcisasi dan penggunaannya.

Pasal 15

ajib pungut dan Wajik Setor Dana Reboisasi sebagaimana
imaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 11 yang tidak melaksanakan
embayaran dan atau penyetoran Dana Reboisasi sebagaimana
estinya dikenakan sanksi sesual ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

elaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini diatur oleh
enteri Kehutanan, Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan
aik bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan
idang tugasnya.

Pasal 17

engan mengecualikan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat
2}, Dana Reboisasi untuk kurun waktu tanggal 1 Juli 1990
ampai dengan tanggal 30 Juni 1991 dikenakan dengan ketentuan
ebagal berikut
Dana Reboisasi yang terhutang ditetapkan oleh Menteri
Kehutanan dengan menerbkitkan Surat Perintah Pembayaran
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secara berkala berdasarkan laporan penerimaaan kayu bulat
dan/atau bahan baku serpih sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (1) huruf a;

Dalam hal Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu tidak
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf ¢, atau menyampaikan
laporan yang tidak benar atau dari hasil penelitian dan
pemeriksaan yang dilakukan oleh Instansi Kehutanan terdapat
kekurangan pembayaran Dana Reboisasi, Menteri Kehutanan
dapat menerbitkan secara jabatan Surat Perintah Pembayaran
atau Surat Perintah Pembayaran Tambahan Dana Reboisasi yang
belum atau kurang disetor ditambah sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11
ayat (2).

Pasal 18

} Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu tidak mempunyai
kewajiban untuk membayar Dana Reboisasi atas persediaan
kayu bulat dan/atau bahan baku serpih yang berada di
lokasi industrinya per 30 Juni 1990.

) Dana Reboisasi yang terhutang sebelum tanggal 1 Juli 1990
tetap harus dilunasi oleh Pengusaha Pemegang Hak
Pengusahaan Hutan, Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan dan
Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu.

Pagal 19

laksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaiman dimaksud dalam
sal 17 dan Pasal 18 diatur oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 20

ngan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan
residen Nomor 31 Tahun 1989 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

eputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli.

gar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
eputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran
egara Republik Indonesia.

itetapkan di Jakarta
ada tanggal 1 Juli 1990

RESIDEN REPUBLIK INDONESIA
td - Diundangkan di Jakarta
OEHARTO Pada tanggal 1 Juli 1990
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MOERDIONO

EMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1990 NOMOR 32
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Lampiran I

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 1989
TENTANG
BUNGA DAN JASA GIRO DANA REBOISASI

PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA

a. bahwa untuk pengelolaan, perencanaan dan

pemanfaatan bunga dan jasa giro Dana Reboisasi
perlu dilakukan secara terarah untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan reboisasi;

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas,

S I

dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi
Presiden untuk petunjuk pelaksanaannya;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 1945;
Undang-undang Nomor S5 Tahun 1967 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran
Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2823);

3. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1989 tentang

TESIS

Dana Reboisasi;

[ENGINSTRUKSIKAN

MENTERI KEHUTANAN

Mengelola seluruh Bunga dan Jasa Girc yang telah
diperoleh dari Dana Jaminan Reboisasi dan
Permudaan Hutan berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 31 Tahun 1989 yang sampai dengan tanggal
31 Maret 1989 sebesar Rp. 225.156.470.919,56
(dua ratus dua puluh lima milyar seratus lima
puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan
ratus sembilan belas rupiah 1lima puluh enam
sen). Ataupun yang akan diperoleh dari Dana
Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan
Presiden Nomor 31 Tahun 1989.

Menyusun rencana pemanfaatan secara berkala atas
seluruh Bunga dan Jasa Giro sebagaimana dalam
diktum PERTAMA, dan mengajukan secara tertulis
kepada Presiden untuk memperoleh persetujuan.
Melaksanakan pemanfaatan bunga dan jasa Giro
tersebut sesuai dengan rencana Yyang telah
disetujui Presiden.
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LEMPAT : Melaporkan secara lengkap dan berkala pelaksana-
an pengelolaan Bunga dan Jasa Giro kepada
Presiden.

hstruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1989

L keluarkan di Jakarta
da tanggal 1 Juli 1989

ESIDEN REPUBLIK INDONESIA

OEHARTDO
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Lampiran III

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1994
TENTANG
BANTUAN PINJAMAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

nimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran penyelesaian
program pembuatan prototipe pesawat N-250,
dipandang perlu memberikan bantuan pinjaman
kepada Perusahaan Persercan {PERSERO) PT.
Industri Pesawat Terbang Nusantara berupa dana
yang diambil dari hasil bunga/jasa giro Dana
Reboisasi vyang dikelola oleh  Departemen
Kehutanan ;
b. bahwa pelaksanaan pemberian bantuan pinjaman
tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan
Presiden;

bngingat @ 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 1945;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1876
tentang penyertaan modal Negara Untuk Pendiri-
an Perusahaan Perseroan {(PERSERO) Dalam Bidang
Industri Pesawat Terbang (Lembaran Negara Ta-
hun 1976 Nomor 21);

3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1930 tentang
Dana Reboisasi sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden
Nomor 40 Tahun 1993;

MEMUTUSKAN :

erietapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
BANTUAN PINJAMAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT.INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA.

Pasal 1

emerintah memberikan bantuan pinjaman tanpa bunga kepada
erusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Industri Pesawat Nusantara,
besar Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah),
tuk membantu penyelesaian program pembuatan prototipe
sawat N-250.

Pasal 2

injaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diambil dari
asil bunga/jasa giro Dana Reboisasi, yang dikelola oleh
enteri Kehutanan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 29
ahun 1990 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
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engan Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 1993, dan Instruksi
residen Nomor 6 tahun 1989 tentang Bunga dan Jasa Giro Dana
eboisasi.

Pasal 3

elaksanaan pemberian bantuan pinjaman sebagaimana dimaksud
alam pasal 1 dilakukan oleh Menteri KXehutanan dengan cara
emindahkan dana dari rekening Menteri Kehutanan ke rekening
erusahaan Persercan {PERSERO) PT. Industri Pesawat Terbang
usantara.

Pasal 4

1) Pengembalian bantuan pinjaman oleh Perusahaan Perseroan
(PERSERQ) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara kepada
pemerintah dilakukan dalam bentuk pembayaran royalti, yang
besarnya 5% (lima perseratus) dari hasil penjualan setiap
pesawat N-250. _

2) Pengembalian bantuan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) berlangsung hingga lunasnya bantuan pinjaman
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.

Pasal &

elaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini, termasuk tata
-ara perhitungan pengembalian hingga lunasnya bantuan
yinjaman, diatur Menteri Kehutanan dan Direktur Utama
erusahaan Persercan (PERSERO} PT. Industri Pesawat Terbang
jlusantara.

Pasal 6
(eputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jitetapkan di Jakarta
bada tanggal 2 Juni 1994

ORESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-td

SOEHARTO

Salinan sesual aslinya

GSEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan

l1.b.

Kepala Bagian Penelitian Perundang-undangan I
Lambcocck V. Nahattands, S.H.
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Lampiran IV

PERJANJIAN BANTUAN PINJAMAN BUNGA DAN JASA GIRO
DANA REBOISASI ANTARA DEPARTEMEN KEHUTANAN DENGAN
PT. PERSERO INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA

mor : 928/Menhut-II/Rhs/94
da hari ini Rabu tanggal delapan bulan Juni tahun seribu

mbilan ratus sembilan puluh empat, yang bertanda tangan di
wah ini

AMALUDIN SURYOHADIKUSUMO

nteri Kehutanan RI yang dalam hal ini bertindak untuk dan
as nama Pemerintah Republik Indonesia yang selanjutnya
isebut sebagai PIHAK PERTAMA

J HABTIBIE
irektur Utama PT (PERSERQO)} Industri Pesawat Terbang Nusantara
lam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. (PERSERO)
dustri Pesawat Terbang Nusantara yang berkedudukan di Jln.
jajaran 154 Bandung berdasarkan Akta Notaris R. Soekarsono,
H Nomor 15 tanggal 28 April 1976 yang telah disahkan oleh
enteri Kehakiman RI dengan Keputusan Nomor YA 5/104/10
anggal 29 Pebruari 1980 yang kemudian terakhir diubah dengan
kte Notaris R. Soekarsono, SH. Nomor 15 tanggal 18 April 1986
an disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Keputusan Nomor C2-
518.H.T. 01-04. Th 86 tanggal 10 Mei 1986 yang untuk
elanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

erdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1994 tanggal 2
uni 1994 tentang Bantuan Pinjaman kepada Perusahaan Perserocan
PERSERO) PT Industri Pesawat Terbang Nusantara. Kedua belah
1hak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Bantuan Pinjaman
ang berasal dari Bunga dan Jasa Giro Dana Reboisasi yang
ikelola oleh Departemen Kehutanan dalam rangka membantu
enyelesaian program pembuatan prototipe pesawat N-250 oleh PT
PERSERO) Industri Pesawat Terbang Nusantara dengan ketentuan
ebagal berikut

asal 1
alam perjanjian ini yang dimaksud dengan
Kurs tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar rupiah

terhadap Dollar Amerika Serikat yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.

Royalty adalah imbalan jasa yang diberikan oleh PT.
Industri Pesawat Terbang Nusantara kepada pemerintah
sehubungan dengan penjualan produksi pesawat terbang N-250

asal 2

ihak PERTAMA memberikan bantuan pinjaman tanpa bunga berupa
ang sejumlah Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar
upiah) yang berasal dari Bunga dan Jasa Giro Dana Rebocisasi
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g dikelola oleh Departemen Kehutanan kepada PIHAK KEDUA,
pihak KEDUA menerima bantuan pinjaman yang dimaksud dari
hak PERTAMA.

sal 3

) Besarnya bantuan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 diperhitungkan dalam nilai ekwivalen dollar Amerika
Serikat dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang
berlaku pada tanggal pemindahbukuan.

} Penyaluran bantuan pinjaman disesuaikan dengan jadwal
kebutuhan pembiayaan program pembuatan prototipe pesawat
N-250 yang dilaksanakan oleh PT (PERSERC) Industri Pesawat
Terbang Nusantara.

hsal 4
pnyaluran bantuan Pinjaman dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
EDUA dilakukan dalam bentuk rupiah dengan cara

bmindahbukuan/transfer dari rekening Menteri Kehutanan karena
injaman Bunga Dana Reboisasi atas nama PT IPTN nomor 094010-
1734 pada Bank Bumi Daya Cabang Jakarta Imam Bonjol ke
~kening PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara Nomor 107010-
5000 pada Bank Bumi Daya Cabang Bandung IPTN.

asal 5

bnyaluran Bantuan Pinjaman dari PIHAK PERTAMA Kepada PIHAK

EDUA diatur sebagai berikut

1) Penyaluran bulan April dan Mei 1994 sejumlah

Rp.95.920.000.000,00 (sembilan puluh lima milyar sembilan

ratus dua puluh juta rupiah).

2) Penyaluran bulan Juni 1994 sejumlah Rp.43.020.0060.000,00

(empat puluh tiga milyar sepuluh juta rupiah).

3) Penyaluran bulan Juni 19594 sejumlah Rp.45.320.000.000,00
(empat puluh lima milyar tiga ratus dua puluh Jjuta
rupiah) .

4) Penyaluran bulan Agustus 1934 sejumlah
Rp.48.140.000.000,00 (empat puluh delapan milyar seratus
empat puluh juta rupiah).

5) Penyaluran bulan September 1934 sejumlah
Rp.50.580.000.000,00 (lima puluh milyar lima ratus delapan

i puluh juta rupiab).

6) Penyaluran bulan Oktober 1994 sejumlah
Rp.41.210.000.000,00 (empat puluh satu milyar dua ratus
sepuluh juta rupiah).

'7) Penyaluran bulan Nopember 1994 sejumiah
Rp.36.670.000.000,00 (tiga puluh enam milyar enam ratus
tujuh puluh juta rupiah) .

(8) Penyaluran bulan Desember 1994 sejumlah
Rp.36.670.000.000,00 (tiga puluh enam milyar enam ratus
tujuh puluh juta rupiah).

sehingga jumlah keseluruhan bantuan pinjaman ayat 1 sampai 8

-ersebut diatas adalah sejumlah Rp.400.000.000.00G, 00 {(empat

-atus milyar rupiah).
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sal &

nyaluran bantuan pinjaman untuk bulan April dan Mei 1994
jumlah Rp.95.920.000.000,00 (sembilan puluh 1lima milyar
mbilan ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Mei 1994
rupakan bagian dari jumlah keseluruhan bantuan pinjaman yang
maksud dalam Perjanjian ini.

sal 7

ngembalian bantuan Pinjaman Bunga dan Jasa Giro Dana

boisasi yang dimaksud dalam perjanjian ini dilakukan sesuai

ngan nilai ekwivalen mata uang Dollar Amerika Serikat
bagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat 1 dengan ketentuan
bagai berikut

) Pengembalian bantuan pinjaman dipercoleh dari perhitungan
royalty sebesar 5% dari hasil penjualan tiap pesawat N-
250.

) Pengembalian bantuan pinjaman berakhir setelah jumlah
perhitungan royalty sebagaimana tersebut pada ayat 1 telah
mencapai jumlah yang sama dengan total nilai ekwivalen
dalam Dollar Amerika Serikat vyang telah dipinjam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini.

) Pengembalian bantuan pinjaman dilakukan dengan cara
pemindahbukuan/transfer cleh PIHAK KEDUA ke rekening PIHAK
PERTAMA seperti tersebut Pasal 4 Perjanjian ini.

1} PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberitahukan secara
tertulis kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri copy bukti
pemindahbukuan setiap kali melakukan pengembalian bantuan
Pinjaman tersebut. Biaya pemindahbukuan tersebut menjadi
beban PIHAK KEDUA.

asal 8

erjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai
engan lunasnya pengembalian bantuan pinjaman tersebut.

emikian perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya di Jakarta,
alam rangkap dua, bermaterai cukup yang masing-masing rangkap
empunyai kekuatan hukum yang sama. Domisili yang dipilih
dalah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

IHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
td ttd
J HABIBIE DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO

Mengetahui/Menyetujui

ttd ttd
RILO PAMBUDI HARTONO WIRYODIPRODJO
Komisaris Utama PT IPTN Komisaris PT IPTH
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